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WALIKOTA BLITAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf
b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Peraturan Walikota;

bahwa Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan
peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran




Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan




Menetapkan
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

2
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Perda

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

a. pengelola keuangan daerah;

b. sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran APBD;




c. sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran perubahan APBD;

d. sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;

e. sistem dan prosedur pelaporan keuangan pemerintah daerah;

f. sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah;

dan

g. sistem dan Prosedur Pelaporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2
Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor S5
Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di :  Blitar
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO




Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

/

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PELAPORAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Umum

Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan interpretasi

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Interpretasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Interpretasi Laporan Operasional (LO);

3. Interpretasi Kemampuan Melayani Masyarakat;

4. Interpretasi Analisis Kondisi Keuangan Pemda.

B. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

1. PPKD;

2. Walikota; dan

3. Inspektorat.

C. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

1. PPKD menyusun Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan gambaran
kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola APBD untuk pemenuhan
pelayanan publik.

3. Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi bahan evaluasi

kebijakan pengelolaan APBD.

D. Dokumen
Dokumen pada tahapan ini berupa Laporan Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN KINERJA KEUANGAN

A. Pendahuluan
B. Interpretasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Rasio Amanah
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{|Realisasi Pendapatan - Anggaran Pendapatan| +
| Realisasi Belanja - Anggaran Belanja| +
| Realisasi Pembiayaan Pengeluaran - Anggaran
Pembiayaan Pengeluaran| + |Realisasi Pembiayaan

Penerimaan - Anggaran Pembiayaan Penerimaan |}
Rasio Amanah =

Anggaran Belanja

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Amanah, maka

semakin tidak baik pemerintah daerah dalam menjalankan APBD.

2.Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Rencana Biaya Pungut Pendapatan Realisasi Biaya Pungut Pendapatan
: Vs = :
Rencana Penerimaan Pendapatan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Interpretasinya adalah jika rasio realisasi =< rasio rencana, maka

efisien

3. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pendapatan Daerah
Rencana Penerimaan Pendapatan ,;  Realisasi Penerimaan Pendapatan

Interpretasinya adalah Rencana Penerimaan Pendapatan <= Realisasi

Penerimaan Pendapatan, maka efektif

4. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Belanja Daerah

Rencana Belanja (Program) ve Realisasi Belanja (Program)
Unit Kinerja (Program) Unit Kinerja (Program)

Interpretasinya adalah rasio realisasi =< rasio rencana, maka efisien




5. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Belanja Daerah

Rencana Kinerja (Program) vs  Realisasi Kinerja (Program)

Interpretasinya adalah Rencana Kinerja (Program) <= Realisasi
Kinerja (Program), maka Efektif

C. Interpretasi Laporan Operasional (LO)

Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level Pemda) adalah:

a. Jika terjadi LO surplus  dan [ Belanja Pemeliharaan) => 1
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah bagus

b. Jika terjadi LO defisit dan [ Belanja Pemeliharaan | => 1
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah kurang bagus
c. Jikaterjadi LO surplus  dan [Bela.nia Pcmeliharaan} <1

Beban Penyusutan
Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah buruk

d. Jika terjadi LO defisit dan ( Belanja Pemeliharaan ) < 1
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah sangat
buruk

D. Interpretasi Kemampuan Melayani Masyarakat

¥,

Rasio Kapasitas Layanan Masyarakat =  Total Aset
Jumlah Penduduk

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi
pula kemampuan pemerintah daerah melayani masyarakat.

Rasio Komitmen Mempertahankan Layanan =  Belanja Pemeliharaan
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula
pemerintah daerah dalam mempertahankan layanan.

. Rasio Komitmen Layanan Masyarakat =  Belanja Publik

Jumlah Penduduk

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula
komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.
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E. Interpretasi Analisis Kondisi Keuangan Pemda

Rasio Kelenturan = (Pendapatan Operasional - Belanja Waijib)

Total Belanja Wajib

Belanja Wajib adalah belanja yang harus dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mempertahankan layanan yang sudah ada. Contohnya
belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja bunga, pembayaran pokok
hutang, dan lain-lain

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Kelenturan, maka
semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah. Selisih positif dari
pembilang (Pendapatan Operasional - Belanja Wajib) menunjukkan
sumber daya bebas (free resources) yang tersedia untuk meningkatkan
layanan kepada rakyat dan/atau meredam shock yang diberikan oleh
lingkungan.

WALIKOTA BLITAR
ttd.
SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

/o
AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

i 12

Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

Walikota mempunyai kewenangan:

a.

v |

5 ®

o

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan Kuasa BUD;

menetapkan KPA;

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah,;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran;
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m. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kewenangan lain Walikota adalah menetapkan bendahara penerimaan

pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan

operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi
bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya vyang
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,

Walikota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang

berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan

Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan

sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau
mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan

c. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna
Anggaran (PA).

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Ty

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memimpin TAPD;

e. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
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f. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. koordinasi dalam perencanaan keuangan daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan Analisis Standar Belanja dan
Standar Harga Satuan

d. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi, sistem
akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah;

e. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah;

f. koordinasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota. Ketugasan koordinator

dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan perwujudan peran

dan fungsi sekretaris daerah membantu Walikota dalam menyusun

kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala BPKAD yang melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku

PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;




b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

e. mengusulkan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran,
bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu kepada Walikota;

f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

g. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD;

h. menetapkan anggaran kas;

i. menyiapkan dan menetapkan SPD;

J- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

k. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

l. menyimpan uang daerah;

m. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

n. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

o. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah
daerah;

p. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dalam batas
ketugasan BUD;

g. melakukan penagihan piutang daerah dalam batas ketugasan BUD,;

r. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi;

s. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

t. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

u. menyiapkan dokumen serta melakukan pencatatan dan
pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Selain kewenangan tersebut, kewenangan lain PPKD adalah:

a. mengelola investasi;

b. menetapkan anggaran kas;
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melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

o o

membuka rekening kas umum daerah;

e. membuka rekening penerimaan;

[

membuka rekening pengeluaran;

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

h. mengusulkan Kuasa BUD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

18

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada

Walikota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD dengan Keputusan

Walikota. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban
APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah
daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dalam batas
ketugasan BUD; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah dalam batas ketugasan BUD.

3. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
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menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan
oleh BUD;

melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak

tertagih atas investasi;

menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan

pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

4. Walikota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,

lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Walikota.

E. PENGGUNA ANGGARAN
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a.
b.

C.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya,;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang,

meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang

melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan

pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PA mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari

pelaksanaan DPA-SKPD.

PA mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai

akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya,

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
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anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PA mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, sekretaris daerah

melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan

pengelolaan keuangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang

tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan (UKPBJ atau

Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat

Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai PPK memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

¢
d. menetapkan rancangan kontrak;

o

menetapkan HPS;

L |

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;
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mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

mengendalikan kontrak;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

menilai kinerja Penyedia;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

PA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas PPK.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit

SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelimpahan sebagian

kewenangan ditetapkan oleh Walikota atas usul PA.

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran

kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan:

a.

b.

Beban kerja pada Sekretariat Daerah;

Besaran anggaran pada badan/dinas, yang meliputi:

1) Unit SKPD merupakan bagian dari SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa program; dan

2) Kepala Unit SKPD yang mengelola 1 (satu) atau beberapa sub
kegiatan dengan jumlah pagu minimal Rp7.500.000.000,00
(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk Sub
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Dana

Darurat dan Mendesak.
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c. Lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang
membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,
dan/atau kelurahan

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang

tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan (UKPBJ atau

Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat

Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KPA yang bertindak sebagai PPK memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d. menetapkan rancangan kontrak;

e. menetapkan HPS;
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menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

mengendalikan kontrak;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan,;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

menilai kinerja Penyedia;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas PPK.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai

tugas:

a.
b.

C.

menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,;
melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah,;

"mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;
menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;
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1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KPA unit organisasi bersifat khusus yang bertindak sebagai PPK

memiliki tugas:

d. IMEnyusun perencanaan pengadaan;

s

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK);

a o

menetapkan rancangan kontrak;

2

menetapkan HPS;

bl

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

L

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i. mengendalikan kontrak;

j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

1. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. menilai kinerja Penyedia;

n. menetapkan tim pendukung;

0. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KPA unit organisasi bersifat khusus dapat menugaskan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan tugas PPK.

KPA unit organisasi bersifat khusus yang merangkap sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki

kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen

atau agen pengadaan (UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan

sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi

kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




13

15. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih
pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala
Unit SKPD selaku KPA.

. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
L.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada

PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab

kepada KPA.
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Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang
dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagai berikut:

a. Badan/Dinas

1) Kepala Bidang (Eselon III) sebagai PPTK di bidang tersebut.

2) Dalam terdapat Kepala Bidang sebagai KPA dengan
pertimbangan besaran anggaran atau pertimbangan rentang
kendali, Kepala Seksi (Eselon IV) pada bidang tersebut
bertindak sebagai PPTK di seksi tersebut.

3) Kasubag di Sekretariat bertindak sebagai PPTK di Sekretariat.

b. Sekretariat Daerah

Kasubag di setiap Bagian bertindak sebagai PPTK di sub bagian

tersebut.

c. Sekretariat DPRD

Kepala Bagian di Sekretariat DPRD bertindak sebagai PPTK di

bagian tersebut.

d. Inspektorat
Sekretaris Inspektorat bertindak sebagai PPTK di Inspektorat.
e. Kecamatan

1) Sekretaris Kecamatan bertindak sebagai PPTK di Sekretariat
Kecamatan.

2) Kepala Seksi bertindak sebagai PPTK di seksi tersebut.

3) Kepala Seksi di Kelurahan bertindak sebagai PPTK di seksi
tersebut

f. RS Mardi Waluyo
Wakil Direktur RS Mardi Waluyo bertindak sebagai PPTK
g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1) Kepala Bidang (Eselon III) sebagai PPTK di bidang tersebut.

2) Dalam terdapat Kepala Bidang sebagai KPA dengan
pertimbangan besaran anggaran atau pertimbangan rentang
kendali, maka Kepala Seksi (Eselon IV) pada bidang tersebut
bertindak sebagai PPTK di seksi tersebut.
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3) Dalam terdapat Kepala Bidang sebagai Kuasa BUD, maka
Kepala Seksi (Eselon IV) pada bidang tersebut bertindak
sebagai PPTK.

4) Kasubag di Sekretariat bertindak sebagai PPTK di Sekretariat
Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi.
PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yang kriterianya sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
b. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
c. tidak merangkap sebagai bendahara dan PPK SKPD; dan
d. memiliki jenjang jabatan fungsional di bawah PA/KPA.
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam melaksanakan ikatan
untuk pengadaan barang dan jasa (menandatangani kontrak), dapat
menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c
d. menetapkan rancangan kontrak;

@

menetapkan HPS;

=

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan,;

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i. mengendalikan kontrak;

j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan;
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k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA;

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. menilai kinerja Penyedia.

17. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama PA/KPA

18.

sehingga penetapan-penetapan yang dilakukan dibubuhkan kalimat
“an. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran”.
Contoh

an. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PPTK selaku pelaksana tugas PPK

Nama

NIP

PPTK yang menjalankan tugas sebagai PPK memiliki persyaratan
sebagai berikut:

a. Memiliki integritas dan disiplin;

b. Menandatangani pakta integritas;

c. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang dan
Jasa atau sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa tingkat
dasar/level 1; dan

d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara.

H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

(%

Kepala SKPD selaku PA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang
BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus,
dan/atau PPTK.
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PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

€. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan

SKPD.

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. Besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada di lingkungan
Sekretariat Daerah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
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a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPPLS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD
melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya,;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD.
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J. BENDAHARA PENERIMAAN

Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah
yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki

tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Walikota;

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan,;

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,

Walikota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada

Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh

kepala SKPD kepada Walikota melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Walikota.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit

meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang

ditetapkan oleh Walikota;
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d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas

penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan

kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas

penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada

Bendahara Penerimaan.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara

Penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut

Pembantu Bendahara Penerimaan.

Pembantu Bendahara Penerimaan bertugas:

a. Membantu tugas bendahara dalam hal menerima, menyimpan dan
menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara

elektronik;
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b. Membantu proses verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Walikota;

c. Membantu meneliti kesesuaian antara jumlah wuang yang
diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan

d. Membantu menyiapkan dokumen pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

17.Pegawai yang membantu Bendahara Penerimaan di SKPKD

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

sebagai BUD, yaitu:

a. Membantu memantau penerimaan APBD khususnya terkait dana-
dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta penerimaan
Jjasa giro, deposito dan penerimaan pembiayaan (pokok pinjaman
dana bergulir);

b. Membantu proses verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan APBD
terkait khususnya terkait dana-dana transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi serta penerimaan jasa giro, deposito dan
penerimaan pembiayaan (pokok pinjaman dana bergulir);

c. Membantu verifikasi pengembalian kontra pos dan setoran sisa
TU/UP;

d. Membantu menyusun Laporan Konfirmasi Transfer dan Laporan
Rekapitulasi Tranfer setiap bulan dan tribulan; dan

e. Membantu membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Dana Bagi
Hasil Provinsi setiap tribulan dan Bantuan Provinsi sekaligus

pengembalian sisa dana ke Provinsi setiap tahun.

K. BENDAHARA PENGELUARAN

1.

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada

Walikota.

Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja

dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP
GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan

tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Walikota;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Walikota

atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

a. besaran anggaran,

b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan
SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;
menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh
Walikota;

b. memeriksa kas secara periodik;
menerima dokumen bukti transaksi secara -elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun
berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota

menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas

pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
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Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab

kepada Bendahara Pengeluaran.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran disebut

Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pembantu Bendahara Pengeluaran bertugas, yaitu:

a. Menyiapkan dokumen pengajuan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP/ SPP GU/SPP TU/SPP LS;

b. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban  secara
administratif dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
bendahara;

c. Membantu menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik
atau dokumen fisik dari bank;

d. Membantu memungut dan menyetorkan pajaksesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran di SKPKD

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

sebagai BUD, yaitu:

a. Membantu pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan.

b. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

atas pengeluaran belanja pada PPKD.

23. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan

penjualan jasa;
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau

penjualan jasa;
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menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
dan

larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

24. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,

dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan

pelaksanaan APBD

STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Struktur Pengelola Keuangan Daerah yang berlaku di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar, diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) model yang

penerapannya disesuaikan dengan kompleksitas dan tupoksi dari masing-

masing SKPD, yaitu:

e 0 ) T &) B —N S B 0 B

. Badan atau Dinas;

. Sekretariat Daerah

. Sekretariat DPRD;

. Inspektorat;

. Kecamatan dan Kelurahan;
. Rumah Sakit Mardi Waluyo;

. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Pengelola Keuangan di Badan atau Dinas

Ketentuan pengelola keuangan di Badan atau Dinas yang tidak
memiliki UPT sebagai berikut:

a.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sekretaris ditunjuk sebagai PPK SKPD.

Sekretaris selaku PPK SKPD dapat dibantu oleh Pembantu
Verifikasi

Kepala Bidang (Eselon III) ditunjuk sebagai PPTK.

Kepala Sub Bagian (Eselon IV) ditunjuk sebagai PPTK di Sekretariat.
PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil pemetaan
program /kegiatan/sub kegiatan.

Kepala Bidang (Eselon IIl) dapat ditugaskan sebagai PPTK sekaligus

melaksanakan tugas-tugas dalam proses pengadaan barang/jasa.




26

h. Kepala Bidang (Eselon III) yang memenuhi ketentuan dapat
ditunjuk sebagai KPA atas pertimbangan besaran anggaran dan
bertindak sebagai PPK di Unit SKPD.

Ketentuan tersebut adalah:

1. Unit SKPD merupakan bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa program; dan

2. Kepala Unit SKPD mengelola satu atau beberapa sub kegiatan
dengan jumlah pagu minimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan DPRD, Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak .

i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diampu oleh
personil dari Sekretariat yang memiliki Jabatan Fungsional Umum.

J- Bendahara Pengeluaran Pembantu diampu oleh personil dari Unit
SKPD yang memiliki Jabatan Fungsional Umum

k. Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran

Struktur Pengelola Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:
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Ketentuan pengelola keuangan di Badan atau Dinas yang memiliki UPT

sebagai berikut:

a.

=3

o -

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK).

Sekretaris ditunjuk sebagai PPK SKPD.

Sekretaris selaku PPK SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Verifikasi

Kepala Bidang (Eselon III) ditunjuk sebagai PPTK.

Kepala Sub Bagian (Eselon IV) ditunjuk sebagai PPTK di Sekretariat.

PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil pemetaan

program/kegiatan/sub kegiatan.

Kepala Bidang (Eselon IIl) dapat ditugaskan sebagai PPTK sekaligus

melaksanakan tugas-tugas dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kepala Bidang (Eselon III) yang memenuhi ketentuan dapat ditunjuk

sebagai KPA atas pertimbangan besaran anggaran dan bertindak sebagai

PPK di Unit SKPD. Ketentuan tersebut adalah:

1.Unit SKPD merupakan bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa program; dan

2.Kepala Unit SKPD mengelola satu atau beberapa sub kegiatan dengan
jumlah pagu minimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diampu oleh

personil dari Sekretariat yang memiliki Jabatan Fungsional Umum.

Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran

Kepala UPT ditunjuk sebagai KPA atas pertimbangan rentang

kendali/lokasi dan bertindak sebagai PPK di Unit SKPD

Kepala Tata Usaha ditunjuk sebagai PPK Unit SKPD. Jika tidak ada

pejabat struktural yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

Unit SKPD maka dapat ditetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK-SKPD

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu diampu oleh personil dari Unit SKPD yang memiliki Jabatan

Fungsional Umum.




JeUERDPS M Ldd
ﬁﬁmm_wm qnsg N_Nﬂum

ad3Is Add
STTEIPS

6<C

1SeAg DA TUHRQUID ]
ueren[aSuag muequiag
BIBYRPUDE MUBqUDJ ueren[28udd BIRYEPUIE
............................. nuequag
3113 g =) B et o) o R e A S b
: i uelenoSua ereyepusyg
nuequed
L AR R i) e R e b e eSS S s UBBWILIDUR J BIRyRpUag
M.Ldd 'B38qas A UO[asH JLdd re8eqes A U0[asg ad>is o Add
1Syo8 e[eday] 1Syog efeday] ees) vje], ejeday
_ [
S dd 1s8un] ueyeUeRsyR[OW ueiedue ueiesoq uesuequirod
Suek 3 1dd refeqes I[] uolesy v 1edeqas [ uoPsy 1[epuay Suejuar weduequirad VI
Suepig efedoy Suepig eredos] ALdN Predas]
vd
s eeday

dldn DIITINAN DNVA dd3S NVONYNIN VIOTIONH dNLANALS




Jn{LIeq reseqos

uesrequesip jedep yeloe( JeLIBIAINSS Ip UESUENS}] B[O[o8Uad NS

‘wnui() Teuoissuny uejeqe niuaw Sued ueideq Sursew-3uIsew
ep quosiod ysjo ndurerp nmjuequisd uerenadusq ereyepusg f
‘ueduenay
uep UuBBUBOUAISJ UeiSeqg I[ENOdY ‘muequdd ueren(asudd
ereyepuog redeqes quosiad snfunyip ueideq den-den eped T
uerenasusd
eleyepusqg njuequsd Yo2[0 Njueqlp uerenadudd eIreyepusd 4
‘wnuw reuoisSuny uejeqep uow uek
umuw uerSeg trep nuosiad yoro ndurerp uerenpdusad ereyepuag 3
‘ueeidoy qns/uererdes /weidoid ueejowad
[isey Tensas uelerdoy qgns/uejerdsy ueeuesyePwW  MIdd 7
"S1dd reseqas nfunyip (A] uojesy) ueideq qng eredsy ‘2
"SIdd reSeqoes snSireses el1oy ueqaq uesuequirnied
ueduop gy reSeqes nfumyip (I uopesy) uedeg eredoy p
ISBYJLISA njuequiad Yoo
mueqrp redep qdMS Mdd neres uesuensy ueideg qng eredsy
'adyS 3ldd reseqas nfump uesuenay
uep ueeUROUSISJ ueideg Ip UeBSUENYY UEISEg QNS ereday] ‘q
‘(vq) uere33uy eundsuad yerepe yeloe( SiiejoIss B
nyLIaq redeqas Yeloe(] 1elIejaIyog Ip ueduenay| ejofoduad uenjualay]

yelse(] JeLelanyag 1p ueduenay] g[opsusd T

o€




ISO[YUDA MUBQUIS

uerenjafuod
ele(EpUSE NUBqUID

ueenjofuaJ ereyepuog

ads Add ALdd
UeSuensy seqnsey] Seqnsey]

eloy] ueqog ueduequiuag vVdd
W) ueiseg eeday]

muequod uelen[agfusd eieyepuog

njuequbdj UeIen[afus ereyepusag

ALdd 2Ldd
sequsey] Sequsey]
el1oy ueqeg uesuequiruad V4 el12y] ueqag uesueqUINLJ VI3
uerseq eeday] Tetaeg efeday]
[elag(] SHERIaS

U)SIsy

Vd

Bioe(] SUejenas

HYAAVA LYHVLAINES NVONVNEY VIOTIDNId dNLHMNAELS

1€




32

3. Pengelola Keuangan di Sekretariat DPRD

Ketentuan pengelola keuangan di Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD adalah Pengguna Anggaran (PA).
PA bertindak sebagai PPK.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan di Bagian Umum
ditunjuk sebagai PPK SKPD.

d. Kepala Sub Bagian Umum Keuangan selaku PPK SKPD dapat
dibantu oleh Pembantu Verifikasi

e. Kepala Bagian (Eselon III) ditunjuk sebagai PPTK.

f. PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil
pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan.

g. Bendahara Pengeluaran diampu oleh personil dari Bagian Umum
yang memiliki Jabatan Fungsional Umum.

h. Bendahara Pengeluaran diampu oleh personil dari Unit SKPD
yang memiliki Jabatan Fungsional Umum

i. Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran

Struktur Pengelola Keuangan di Sekretariat DPRD dapat digambarkan
sebagai berikut:
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4. Pengelola Keuangan di Inspektorat

Ketentuan pengelola keuangan di Inspektorat sebagai berikut:

a.
b.

C.

Inspektur adalah Pengguna Anggaran (PA).

PA bertindak sebagai PPK.

Kepala Sub Bagian Keuangan ditunjuk sebagai PPK SKPD.

Kepala Sub Bagian Keuangan selaku PPK SKPD dapat dibantu
oleh Pembantu Verifikasi

Sekretaris ditunjuk sebagai PPTK.

PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil
pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Bendahara Pengeluaran diampu oleh personil dari Sekretariat
yang memiliki Jabatan Fungsional Umum.

Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran
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5. Pengelola Keuangan di Kecamatan/Kelurahan

Ketentuan pengelola keuangan di Kecamatan dan Kelurahan sebagai

berikut:

a. Camat adalah Pengguna Anggaran (PA).

b. PA bertindak sebagai PPK.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan ditunjuk sebagai PPK
SKPD.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan selaku PPK SKPD dapat dibantu
oleh Pembantu Verifikasi

e. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Kecamatan ditunjuk sebagai
PPTK.

f. PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil
pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan.

g. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di
Kecamatan diampu oleh personil dari Sekretariat Kecamatan yang
memiliki Jabatan Fungsional Umum.

h. Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara
Pengeluaran.

i. Lurah sebagai KPA bertindak sebagai PPK.

j. Kepala Sub Bagian Keuangan Kelurahan ditunjuk sebagai PPK
Unit SKPD

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan

Pembantu di Kelurahan diampu oleh personil dari Kelurahan

yang memiliki Jabatan Fungsional Umum.

Struktur Pengelola Keuangan di Kecamatan dan Kelurahan dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Pengelola Keuangan di RS Mardi Waluyo (Organisasi Bersifat Khusus)

Ketentuan pengelola keuangan di RS Mardi Waluyo sebagai berikut:

a.

Direktur RS Mardi Waluyo adalah Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

KPA bertindak sebagai PPK.

Kepala Bagian Keuangan ditunjuk sebagai PPK SKPD.

Kepala Bagian Keuangan selaku PPK SKPD dapat dibantu oleh
Pembantu Verifikasi.

Wakil Direktur ditunjuk sebagai PPTK.

PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil
pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan
Pembantu di RS Mardi Waluyo diampu oleh personil yang
memiliki Jabatan Fungsional Umum.

Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu.
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7. Pengelola Keuangan di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Ketentuan pengelola keuangan di BPKAD sebagai berikut:

a. Kepala BPKAD adalah Pengguna Anggaran (PA), sekaligus sebagai
PPKD dan BUD.

o

® o o

apa ]

. PA bertindak sebagai PPK.

Sekretaris ditunjuk sebagai PPK SKPD

. Sekretaris selaku PPK SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Verifikasi.

Kepala Bidang (Eselon III) ditunjuk sebagai PPTK.
Kepala Sub Bagian (Eselon IV) ditunjuk sebagai PPTK di Sekretariat.
PPTK melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai hasil pemetaan

program/kegiatan/sub kegiatan.

. Kepala Bidang (Eselon III) dapat ditugaskan sebagai PPTK sekaligus

melaksanakan tugas-tugas dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kepala Bidang (Eselon III) yang memenuhi ketentuan dapat ditunjuk

sebagai KPA atas pertimbangan besaran anggaran dan bertindak
sebagai PPK di Unit SKPD. Ketentuan tersebut adalah:

1

k.

1. Unit SKPD merupakan bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa program; dan

2. Kepala Unit SKPD mengelola satu atau beberapa sub kegiatan
dengan jumlah pagu minimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan DPRD, Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak.

Kepala Bidang (Eselon III) dapat ditugaskan sebagai Kuasa BUD.

Jika Kepala Bidang (Eselon III) ditugaskan sebagai Kuasa BUD,

maka Kepala Seksi ditugaskan sebagai PPTK untuk anggaran

bidang tersebut dan anggaran SKPKD.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diampu oleh

personil dari Sekretariat yang memiliki Jabatan Fungsional

Umum.

Bendahara Pengeluaran diampu oleh personil dari Unit SKPD

yang memiliki Jabatan Fungsional Umum

Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD.

Bendahara Penerimaan dibantu oleh Pembantu Bendahara

Penerimaan SKPKD.
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

A. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara

18

Umum

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah.

Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

b. Sekretaris Daerah;

c. Walikota; dan

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a. Walikota dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
menyusun Rancangan Awal KUA dan PPAS berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan
pedoman penyusunan APBD, sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat
dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan
data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator

kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.




Rancangan KUA memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan Pendapatan Daerah;

4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit
dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah

Tahapan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana
kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi
yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap
tahun; dan

3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub
kegiatan.

TAPD menyampaikan rancangan awal KUA dan PPAS kepada

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Jika tidak menyetujui, Sekretaris Daerah akan menyerahkan

Rancangan Awal KUA dan PPAS kepada TAPD untuk diperbaiki.

Jika menyetujui maka Sekretaris Daerah akan menyerahkan

Rancangan KUA dan PPAS kepada Walikota selambatnya awal

Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Walikota mengotorisasi rancangan KUA dan PPAS serta

menyerahkan kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan

Juli tahun anggaran berjalan.

Walikota yang diwakili TAPD dan DPRD yang direpresentasikan oleh

Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan KUA dan

PPAS.
Sub kegiatan dapat dianggarkan:

1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan

5

tahun jamak.




3

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum
dalam RPJMD.

Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling

sedikit:

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1
(satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari
12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran,
antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan
kebersihan (cleaning service).

Penganggaran Sub Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas

persetujuan  bersama antara Walikota dan DPRD, yang

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan

PPAS.

. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun

Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Walikota

berakhir, kecuali Sub Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan

prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walikota dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub

kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang

tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan

DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Kriteria darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

§

pelayanan publik.




q. Kriteria mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

3)

4)

wayjib;

a. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus

dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran

berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman

yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat

minggu kedua bulan Agustus.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani dalam waktu bersamaan oleh Walikota dan

pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus yang

dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilampiri
dokumen KUA dan PPAS.

t. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1) nama Kegiatan;
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2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4) alokasi anggaran per tahun

u. Jika rancangan KUA dan PPAS tidak disepakati paling lama 6
(enam) minggu sejak rancangan KUA dan PPAS disampaikan
kepada DPRD, Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD.

v. KUA dan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRD
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA
SKPD.

w. Dalam hal Walikota berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Walikota bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2) menandatangani notakesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

X. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas
Walikota bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS

y. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan
KUA dan PPAS.

4. Bagan Alir
Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:




Uraian

TAPD

Sekretaris
Daerah

Walikota

DPRD

. Berdasarkan RKPD serta
mengacu RKP dan
Pedoman Penyusunan
APBD, TAPD menyusun
Rancangan Awal KUA &
PPAS.

. TAPD menyerahkan
Rancangan Awal KUA &
PPAS kepada Sekretaris
Daerah.

. Jika tidak menyetujui,
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan Rancangan
Awal KUA & PPAS
kepada TAPD untuk
diperbaiki.

. Jika menyetujui maka
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan Rancangan
KUA & PPAS kepada
Walikota selambatnya
awal Bulan Juli.

. Setelah diotorisasi oleh
Walikota, Rancangan
KUA & PPAS diserahkan
Walikota kepada DPRD
selambatnya minggu
kedua Bulan Juli.

. Walikota dan DPRD
melakukan pembahasan
Rancangan KUA & PPAS

. Kesepakatan terhadap
rancangan KUA dan
rancangan PPAS
ditandatangani oleh
Walikota dan pimpinan
DPRD paling lambat
minggu kedua bulan
Agustus

. Jika rancangan KUA &
PPAS tidak disepakati
paling lama 6 (enam)
minggu sejak rancangan
KUA & PPAS
disampaikan kepada
DPRD, Walikota
menyampaikan
Rancangan Perda
tentang APBD kepada
DPRD .

' Mulai '

Penyusunan

A 4

Rancangan
Awal KUA

Awal KUA

Rancangan

Rancangan
Awal PPAS

Rancangan
Awal PPAS

Y

Rancangan

KUA

=Minggu
11 Juli

Rancangan
PPAS

Otorisasi

}

Rancangan

KUA

Rancangan
KUA

Rancangan
PPAS

i

Rancangan
PPAS

e

A

Pembahasan

Nota
Kesepakatan

=Minggu
II Agustus

Rancangan
Perda APBD

< Minggu ke-
6 Agustus




5. Dokumen
Dokumen terkait pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

KOTA BLITAR.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
[II. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
IV. KEBIUAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
untuk tahun
4.2, Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
belanja tidak terduga
V1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
VII.STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati
DPRD dan Walikota dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum
APBD
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman  dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran
berkenaan

............. , Tanggal .........
Pimpinan DPRD Walikota Blitar
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama) (nama)




II.

III.
V.

<

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

KOTA BLITAR
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

PRIORITAS BELANJA DAERAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA
.... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Blitar dalam
menyusun rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan
kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Kota Blitar dan
DPRD terhadap PPAS

............. , Tanggal .........
Pimpinan DPRD Walikota Blitar
(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama) (nama)




TABEL 2.1

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Tahun Anggaran ....

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI [ DASAR
ANGGARAN | HUKUM
1 2 3 4

4. PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. |Pajak Daerah
4.1.02. |Retribusi Daerah
4.1.03 |Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4.1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2. PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. |Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02. |Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.01. [Pendapatan Hibah
4.3.02. |Dana Darurat

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
4.3.03. |Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH|

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01. |Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya
6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
6.1.04. |[Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. |Penerimaan Kembali Pemberian
6.1.06. |Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL 4.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) KEZ
1 2 3 -+

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01. PENDIDIKAN
1.01 %% X-X.X-X. XX, Dinas ..,
1.01 %3 X-X X-X. XX XX. Program ...
1.01 X-X.X-X.X-X.XxX.xx.%x.x%,  |Kegiatan ...
1.01 x-x.x-X.%- Sub Kegiatan ...

Dst ...
1.02. KESEHATAN
1.02 %-%.X-X.X-X. XX. Dinas ...
1.02 X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.02 x-X.X-X.X-X.XX.Xxx%.Xx.xx. |Kegiatan ...
1.02 .x-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...

Dst ...

1.03.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03 X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

1.03 X-X . X-X.X-X. XX.XX. Program ...

1.03.x-X.X-X.X-X.XX.xx.X.xx. |Kegiatan ...

1.03 x-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
Dst ...

1.04.

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04 X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

1.04 x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

1.04.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

1.04 x-%.X-X.X~ Sub Kegiatan ...
Dst ...

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

1.05. PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.%-% X-X . X-X. XX. Dinas ...
1.05.X-X . X-X.X-X. XX, XX. Program ...
1.05.%-X. X-X.X-X. XX.XX. X.XX. Kegiatan ...
1.05.x-x.%-X.%X- Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.06. SOSIAL
1.06.%-X. X=X.X-X.XX. Dinas ...
1,00 .22 X-X X-X. XX XX, Program ...
1.06.%-X.X-X.X-X.XX.Xx.X.xxX. _ |Kegiatan ...
1.06.X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
BSt ...
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
: BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07. TENAGAKERJA
2.07 . %X-X. X-X.X-X. XX, Dinas ...
2.07 .X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.07 %X X-XX-XXX.Xx.X.xx. |Kegiatan ..
2.07 X-X.X-X.%X- Sub Kegiatan ...
XXX, XXX XX.XX.
Dst. ...

2.08.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

2,08 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.08 .%-%.%X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.08 X-X.X-X. X-X. XX XX XXX, Kegiatan ...
i Sub Kegiatan ...
XXX XXX XX XX.

Dst ...
2.09. PANGAN
2.09.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2,09, X-X. X-X.X-X. XX.XX. Program ...

2.09 X-X XX X-X. XX I00LX.XX.

Kegiatan ..
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) EET
1 2 3 4

2.09 . x-x.X-X.X- :
S iy Sub Kegiatan ...

Dst ...
2.10. PERTANAHAN
2.10 X-X. X-%.X-X.XX. Dinas ...
2.10.%-X X-X X-X XX.XX. Program ...
2.10.%-X. X-X . X-X. XX XXX, XX, Kegiatan ...
LA0XEXK S Sub Kegiatan ...
XX XX, X XK. XX,

Dst ...
2.1 LINGKUNGAN HIDUP
2.11.%-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.11.X-X.%-X.X-X. XK. XX. Program ...
2,11 .X-X.X-20.X-X.200. XX . X XX, Kegiatan ...
2,11 X-X.Xx-X.X- Sub Kegiatan ...
XXX, XX X, XX, XX,

Dst ...

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

214 SIPIL
2.12.X-X.X-X. X-X.XX. Dinas ...
2.12 X-X.X-X.X-X XX XX. Program ..,
2.12.%-X.X-X. X-X. 300300 X XX, Kegiatan ...
2,12 X-x.X-X.X- Sub Kegiatan ...
XXX XXX XK. XK.

Dst ...

2.13.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

2.13.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.13.X-%.X-X. X~X. XX.XX.X. XX, Kegiatan ...
2.13.x-x.X-X.x- Sub Kegiatan ...
XXX XXX XX.XX.

Dst ...

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

i BERENCANA
2.14 X-X X=X, X=X.XX. Dinas ...
2,14 XX X-X. XX XK XX, Program ...
2.14.X-X.X-X. X-X. XX XX.X. XX, Kegiatan ...
2.14 X-x X-x.x- Sub Kegiatan ...
XXX XXX XK. XX,

Dst ...
2:15; PERHUBUNGAN
2.15.%-X.X-X. X-X. XX. Dinas ...
2.15.%-X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...
2.15.%-X.%-X, X-X. XX.XX.X. XX. Kegiatan ...
2.15xx.x%.x- Sub Kegiatan ...
XXX XK. X XK. XX,

Dst ...
2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.%-X.%X-X.X-X. XX, Dinas ...
2,16, %-X X=X . X-X. XX XX, Program ...
2.16.X-X.X-X . X-X. XX XX.X . XX. Kegiatan ...

2.16.X-X X-X.X-
AR XX,

Sub Kegiatan ...

Dst ...

Dst ..

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.

2,17 %X-X.%-X X-X.XX. Dinas ...

2. 17 %X X-X X-X XX.XX. Program ...

2.17 XX X-X. X-X.XX. XXX XX. Kegiatan ...
2,17 X-X.X-X.%- Sub Kegiatan ...

Dst
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) =
1 2 3 4
2.18. PENANAMAN MODAL
2.1B.%-X X-X . X-X.XX. Dinas ...
2, 18.X-X. XX . X-X. XK. XX. Program ...
2,18, X-%.X-X. X-X. 00 XXX XX, Kegiatan ...
2.18. x-x.%-X.X- 3
R . Sub Kegiatan ...
Dst ...

2.19,

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19 . %-x.X-X . X-X.XX.

Dinas ...

2.19.%-X. X-X.X-X.XK.XX. Program ...
2.19.%-X. X-X. X-X XK. XX.X.XX. Kegiatan ...
& 19w Sub Kegiatan ...
RO XKLL XX,

Dst ...
2.20. STATISTIK
2.20. %-X.X-X.X-X. XX Dinas ...
2.20, X-X.X-X.X-X.XK.XX. Program ...
2.20. X-X.X-X.X-X. XK. X00X. XX, Kegiatan ...
Snl- s Sub Kegiatan ...
XXX XXX, XX XX,

Dst ...
2.21. PERSANDIAN
2.21.%-X.X-X. X-X XX, Dinas ...
2.21.X-X.X-X. X~X. XX.XX. Program ...
2.2 X-X. XX XX XK XXX KX, Kegiatan ...
2.21 X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
X. XX XXX XX.XX.

Dst ...
292 KEBUDAYAAN
2,22 X-X.X-X.X-X.XX, Dinas ...
2.22.%-X.X-X.X-X. XK. XK. Program ...
2.22.%-X.X-X.X-X. XK. XX. X XX. Kegiatan ...
s Sub Kegiatan ...
X, XK XK XL XKL XX,

Dst ...
2.23. PERPUSTAKAAN
2,23 . X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.23.X-X.X-X.X-X. XX XX, Program ...
2.23.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X. XX, Kegiatan ...
2.23.X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
KR XXX XK,

Dst ...
2.24. KEARSIPAN
2.24 X-X X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.24 X-X XX X-XXX XX Program ...
2,24 X3 H-X. X-X. XK. XX XXX, Kegiatan ...
2,24 . X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
O XL O XX,

Dst ...
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.%-X. X-X . X-X.XX.

Dinas ...

3.25.%X-X. X-X. X~X. XX.XX. Program ...
3.25.%-X. X-X. XX . XX XK. X XX. Kegiatan ...
3.25.%-%. %-%.x- Sub Kegiatan
XXX XX XN XX,

Dst ...
3.26. PARIWISATA
3.26.%X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.26.%-X. XX, X~X XX XX. Program ...
3.26.X-X.X-X.X-X. XX.XX. X, XX. Kegiatan ...

3.26.%-X.X-X.%X-

Sub Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) XEF
. 2 3 4
Dst ...
3.27, PERTANIAN
3.27 X-X. X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.27 X-X X-X.X-X.XKX.XX. Program ...
3.27 . X-X.X-X.X-X. 0L XX X. XX, Kegiatan ...
3.27 X-X.x-x.x- L
—— Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.28. KEHUTANAN
3.28 . X-X. X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.28 . X-X X-X.X-X.XK.XX. Program ...
3.28 %X X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.28 X-X.X-X.X- :
e moren) Sub Kegiatan ...
Dst ...

3.29,

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.29.x-X. X-X. X-X.XX.

Dinas...

3.20.X-%.X-X. X-X. XX.XX. Program ...
3.29. 0. X-X X-X 0 X0 XXX, Kegiatan ...
3.29.X-X.X-%X.X- ;
KKK KX XXX XX, Sub Kegiatan ..
Dst ...
3.30. PERDAGANGAN
3.30.X-X. X-X. X-X.XX. Dinas...
3.30.%-X. X-X X-X.XX.XX. Program ...
3.30.X-X.X-X.X-X XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.30.x-x.X-X.X~ .
XXX XXX XKL XX, Blab Regintan. .
Dst ...
331, PERINDUSTRIAN
3.3 1 X-X.X-X.X-X.XX, Dinas ...
3.31.x-X.X-X.X-X. XX XX, Program ...
3.3 1.X-X.X-X. X-X. XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.3 X-X.X-X.x- Sub Kegiatan ...
KK KKK XKL XX,
Dst ...
3.32. TRANSMIGRASI
3.32 %X X-X.X-X.XX, Dinas ...
3.32 XX X-X. X-X.XX.XX. Program ...
3.32.X-X.X-X. X-X. XX XXX, XX. Kegiatan ...
3.32 x-X.X-X.x- Sub Kegiatan ...
XX XK XL XKL XX,
Dst ...
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01. SEKRETARIATDAERAH
4.01.X-X. XX X-X.XX. Sekretariat Daerah
4.01.%-X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...
4,01 320320 X-X XX XXX XX, Kegiatan ...
4.01 %X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
XXX XL XK XX,
Dst ...

4,02,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

4.02.%X-X.X-X.X-X.XX. Sekretariat DPRD
4.02.3%-X.X-X.X-X. XX .XX. Program ...
4,02 %X X-X. XX XK XXX XX. Kegiatan ...
SR Sub Kegiatan ...
XXX XXX XX XX,
Dst ...
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01. PERENCANAAN

5.01.%X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas/Badan /Kantor ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) KT
1 2 3 4

5,01 .X-X.X-X.X-X. XX. XX. Program ...
5,01 X-X X=X.X-X. XX XX.X. XX, Kegiatan ...
5.01.%-Xx.x-x.%- Sub Kegiatan ...

Dst ...
5.02. KEUANGAN
5.02 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan /Kantor ...
5.02.X-X.X-X.X-X.XX.XK. Program ...
5.02.%-X X-X.X-X. XX XX, X. XX. Kegiatan ...
5.02.%-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
X XK XK, X XK. XX,

Dst ...
5.03. KEPEGAWAIAN
5.03 XX X-X X-X.XX. Dinas/Badan /Kantor ...
5.03.X-X.X-X.X-X. XN XX. Program ...
5.03.%-X X-X.X-X.XX. 300X, XX, Kegiatan ...
5.03 x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...
KK OLX XXX,

Dst ...
5.04, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.%-3% X-X.X-X. XX, Dinas/Badan /Kantor ...
5.04.X-X.X-X.X-X. XX XX. Program ...
5.04. XX X-X . X-X. XX XK. X. XX, Kegiatan ...
SR REERE Sub Kegiatan .
200 XX XKL XX

Dst ...
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.%-X.X-X. X-X. XX, Dinas/Badan /Kantor ...
5.05. XX X-X. X-X. XX.XX. Program ...
5.05.X-X. X-X. X-X. XX. XX X.XX. Kegiatan ...
5.05.x-%.X-X.X~ Sub Kegiatan ...
XX 200X KX XX

Dst ...

$5:07. PENGELOLAAN PERBATASAN
5.07 X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.07 XX X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.07 X% X-3. X-3. XX XXX, XX, Kegiatan ...
5.07 X-X.%-%.X- Sub Kegntas ..
XXX XX XX XX,

Dst ...
6. UNSUR PENGAWAS
6.01. UNSUR PENGAWAS
6.01.X-X X-X.X-X.XX. Inspektorat
6.01.X-X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...
6.01.X-X XX X-X.XXXX.X.XX. Kegiatan ...
6.01.x-%.x-X.X- Sub Kegiatan ...
20000 XL XK X,

Dst ...
T UNSUR KEWILAYAHAN
7.01. KECAMATAN
7.01. %X X-X.X-X.XX. Kecamatan ...
7.01.X-X.X-X. X-X.XX.XX. Program ...
7.01.X-3.X-X X-X XK. XK XXX, Kegiatan ...
7.01.x-%.%X-X.X- Sub Kegiatan ...
XXX XKL XXX

Dst ...

8

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8.01.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01 x-X.X-X.X-X.XX.

Kesatuan Bangsa Dan Politik ...

8.01.%-3 X-X.X-X. X0 XX,

Program ...

8.01.%-3 X-X.X-X. XX XX. XXX,

Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp) KET

1 2

3 4

B.01.x-x.X-%.%x-
IO KL O XX

Sub Kegiatan ...

Dst ...

TABEL 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO URAIAN

PLAFON ANGGARAN (Rp.)

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bunga

d. Belanja Subsidi

e. Belanja Hibah

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud,

3 |Belanja Tidak Terduga

4 |Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

b. Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

TABEL 5.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO. URAIAN

PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan
6.1.01. |Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.04. |Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. |Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.06. |Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01. |Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02. |Penvertaan Modal Daerah

6.2.03.

Pembavaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo|
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PLAFON
NO. URAIAN ANGGARAN
SEMENTARA

©.2.04. |Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
"~ |Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran pembiavaan

Pembiayvaan Neto

c. Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR..........
TANGGAL........

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama A 8 BB B Y R
Jabatan :  Walikota Blitar.
Alamiat KETEOE ©  soncsissrmmnmmems e s v s s s
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar
S -1 o - I T
Jabatan Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kamtor & ..uuueoiieevnreesiriesonsnersrensesiessenessenesiesns
b. Nama A S N R A s
Jabatan Walnl Ketua DPRD Kota Blitar
Alatnat AN & v mees ssaiie s sbsitines semmssnm s s
c. Nama S ————————————
Jabatan Wa.lul Ketua DPRD Kota Blitar
s T2k o Lo e T

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Kota Blitar untuk selanjutnya dijadikan sebagai
dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum
APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ..

Walikota Blitar

Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA

d. Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

...........................................................

Jabatan . Walikota Blitar.
Alamat Kantor : i
bertindak selaku dan atas nama Pemermtah Kota Bllta.r

2 a.

d.

V=1 s o -
Jabatan Ketua DPRD Kota Blitar

Alamat Kantor ...........................................................
(1 et - B R
Jabatan Walul Ketua DPRD Kota Blitar

Alamat Kantor ...........................................................
Naffial == 3 s s A s e e
Jabatan Walul Ketua DPRD Kota Blitar

Alamat Kantor @ . .cceiiiiiiiiiieiiiiie s ssereassnsseseransrans
Dst..

Pimpinan DPRD Kota Blitar

sebagai Pnnplnan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Blitar, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Kota Blitar tentang Kebijakan Umum APBD TA

..., para pihak sepakat

terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan

’
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dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran
Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan,
dan rencana pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun

dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

............. Tanggal,.................
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA
Nama WAKIL KETUA
Nama WAKIL KETUA
e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
NOMOR..........
TANGGAL........
TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (NAMA PEKERJAAN)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama R R R
Jabatan . Walikota Blitar.
Alamat Kantor @ ...ccoccceerimsenmssesmsonssassasnsssssssoriassssatssssnsses
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. a.Nama R R T
Jabatan . Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor @ .o
b. Nama T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alameat KBRIOr & s masssrm
c. Nama AR S e s T S e B T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
ATBRHIEE REATEE & snarrsmrms e nes s o s e me s sa i s e aasv
i DSt
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan
Tahun Jamak di Kota Blitar ... Tahun ..., Tahun ... dan (tahun seterusnya)




22

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1
(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang
melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

(4) Dst.
(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)

BAB III
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3
Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan),
yang
(1) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(2) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang); Dst.

Pasal 4
(1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar
(2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai
kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya
berjumlah Rp... (terbilang).
(3) Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang); 3). Dst.
b. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang); 3). Dst.
c. Dst.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun
... dan Tahun ...

BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6
(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Dinas ... Kota Blitar

BAB VI
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7
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1) scnssmmsisanaiioe
[ 12.¢ L
(3) Dst
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan /Keputusan
PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.Demikianlah Nota
Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

............. Tanggal,
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA
Nama WAKIL KETUA
Nama WAKIL KETUA

f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama B e R S S R S S e SR S R R
Jabatan .  Walikota Blitar.
Alamat BEantor | aamasassmaminsinssiishmsiimsasin
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bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar
2. a. Nama o T B A e R S RS RS
Jabatan :  Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor
b. Nama R s v s e e S
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor
c. Nama S R e SR T e TR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor © et

...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan
baru pada KUA dan PPAS TA...... yang tidak terdapat dalam RKPD Kota
Blitar i b - yang selanjutnya secara lengkap penambahan
kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara
Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini ... tanggal ...
bulan ... tahun ..., dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

............. Tanggal,..osis e
Walikota Blitar Ketua DPRD Kota Blitar
(tanda tangan) (tanda tangan)
Nama Nama
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6. Hal-hal Khusus
Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh
Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka
ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

B. Penyusunan Surat Edaran (SE) Walikota tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD)

1. Umum

a. SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan
rancangan PPAS disepakati.

b. SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD paling
sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan
dan penerimaan pembiayaan;

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

4) ketentuan tentang belanja wajib; dan

5) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan
APBD.

c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu
hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan
pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer

khusus berkenaan;
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3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan
pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari

pendapatan dana alokasi umum

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a.
b.
.
d.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
Sekretaris Daerah;

Walikota; dan

SKPD

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

TAPD menyusun rancangan SE Walikota tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
ditandatangani.

TAPD menyampaikan rancangan SE Walikota tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelola keuangan daerah.

Jika tidak menyetujui, Sekretaris Daerah akan menyerahkan
rancangan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
kepada TAPD untuk diperbaiki.

Jika menyetujui maka Sekretaris Daerah akan menyerahkan
rancangan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
kepada Walikota.

Walikota menandatangani rancangan SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD menjadi SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD selambatnya 1 minggu setelah
Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani.

Walikota menyerahkan SE  Walikota tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD kepada Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah mengkoordinasi penyebaran SE Walikota
tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD- SKPD
sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.




4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:

Uraian

TAPD

Sekretaris
Daerah

Walikota

SKPD

. Berdasarkan KUA dan
PPAS, TAPD menyusun
Rancangan SE Walikota
tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD .

. TAPD menyerahkan
Rancangan SE Walikota
tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD
kepada Sekretaris Daerah.

. Jika tidak menyetujui,
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan Rancangan
SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD kepada TAPD
untuk diperbaiki

. Jika menyetujui maka
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan Rancangan
SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD kepada
Walikota.

. Walikota menandatangani
rancangan SE Walikota
tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD
menjadi SE Walikota
tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD
selambatnya 1 minggu
setelah Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS
ditandatangani.

. Walikota menyerahkan SE
Walikota tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD

kepada Sekretaris Daerah

. Sekretaris Daerah
mengkoordinasi
penyebaran SE Walikota
tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD
kepada SKPD- SKPD
sebagai acuan Kepala
SKPD dalam menyusun
RKA-SKPD.

Penyusunan
Y
Rancangan Rancangan
SE Walikota SE Walikota

Selambatnya 1
minggu setelah
KUA PPAS

SE

Rancangan
SE
Lk TN - R

v

Otorisasi

SE
Walikota

Walikota [

s

SE Walikota
L
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C. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

1.

Umum

a. RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan

dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana

pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar

penyusunan rancangan APBD.

b. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

1)

2)

3)

Kerangka  Pengeluaran  Jangka Menengah Daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan
anggaran.
Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan,;
b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

c. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

1)

2)

3)

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai dari keadaan semula dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan;

Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub

kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
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penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur;

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu sub kegiatan,;

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional;

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang
milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang
berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan
pemeliharaan BMD; dan

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja
serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan

tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada
tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari
tahun yang direncanakan |

Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam

RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing

SKPD.

Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:
1) SKPKD;
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2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuangan BLUD.

Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima
oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana belanja memuat informasi mengenai:

1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan
daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA;

3) standar harga satuan;

4) RKBMD;

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari
program, kegiatan dan sub kegiatan,;

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;

7) Kegiatan memuat nama Kkegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian
objek.

Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
penerimaan pembiayaan.

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat

keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,

kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS
yang telah disepakati Walikota bersama DPRD.
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m. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan

tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,

kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang

direncanakan.

n. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun
oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

0. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode
rekening APBD

Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a. SKPKD;

b. SKPD

Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS,
serta mengacu pada SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD.

RKA-SKPD yang disusun meliputi:

1) RKA-Pendapatan SKPD

2) RKA-Belanja SKPD

3) Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD

4) RKA-Pembiayaan SKPD

Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
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Uraian

SKPD

1. Kepala SKPD menyusun
RKA-SKPD berdasarkan KUA
dan PPAS, serta mengacu
pada SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD, ASB, SHS, RKBMD
dan SPM

2. RKA-SKPD yang disusun
meliputi:
1) RKA-Pendapatan SKPD
2) RKA-Belanja SKPD
3) Rekapitulasi RKA-Belanja
SKPD
3) RKA-Pembiayaan SKPD.

3. Rencana pendapatan
memuat urusan
pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek
pendapatan daerah.

4. Belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja
subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial,
belanja modal, dianggarkan
dalam RKA-SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi
pada masing-masing SKPD.

5. Belanja bunga, belanja tidak
terduga dan belanja transfer
dianggarkan dalam RKA-
SKPD pada SKPKD.

6. Penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan
daerah dianggarkan dalam
RKA-SKPD pada:

a. SKPKD;

b. SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan pola
pengelolaan keuangan
BLUD.

SE Walikota
tentang Pedoman
Penyusunan RKA

KUA
PPAS

Fm

SPM

Penyusunan

h 4

RKA-Pendapatan
SKPD

A 4

REKA-Belanja
SKPD

Rekapitulasi RKA-
Belanja SKPD

—

_—

RKA-Pembiayaan
SKPD

A 4

RKA-SKPD
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5. Dokumen

Dokumen terkait pada tahapan ini sebagai berikut:
a. RKA SKPD

KOTA BLITAR
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

URUSAN PEMERINTAHAN: x

BIDANG URUSAN PRBR e

ORGANISASI PRI i

Pengguna Anggaran

a. Nama § unsnrsscivicrias

b. NIP

c. Jabatan

Kode Nama Formulir

RKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan
Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI

Ringkasan APBD

Rekapitulasi Belanja per urusan

Rekapitulasi Belanja per urusan dan program

Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan

Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Sub Bagian Program
Nama Nama

1 [ —— INIPS s
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Blitar
Tahun Anggaran ...

RKA - SKPD

Organisasi P XXERX ccssivveessiis
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumlah
Rekening Uraian (Rp)
1 2 3

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus(Defisit)

Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan
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SILPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

(tanda tangan)

Nama

NIP

b. RKA Pendapatan SKPD

............

Kepala SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Blitar
Tahun Anggaran ....

Formulir
RKA-
PENDAPATAN
SKPD

Organisasi ! X.XX.XXX

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Perhitungan Taslah
Rekening Uraian Volume/ Tarif/
a Satuan (Rp)
Koefisien Harga

Jumlah
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Pembahasan

Tanggal tisianaaiiisns

Catatan e

1

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama

NIP

Jabatan

Tanda tangan

Dst




U Isp
T uereday qns
~ererey
T WBIS0dd
o uesnan sueplg
T UBSTUI()
T 1sp
T ueyersay
—3sp
o ueleIsay] qns
~ueyersey]
Tt IeIs0ld
T UBSTUI[) sueplg
o uesnin
Isjsuel], b repoin | sexad mﬂ w om.n m..m M S
equnp YeprL . 0 2|15 8|82 5
[+unyeq, eluerag eluepg efueq | efuereg| [-unyeg, 1SEs[0] eue( uerelin m < m m £ o 8
Iaquing
u unye],
geuan oPOoX
uejerSey] uep urerSoid uesjreseplag eluereg weressuy 1sermiidesioy
.................. XXX XXX 1sesiuesiQ
adsis -ueredduy unyge],
VONVTAE-VRA TENIE B0
ISVINLIdVHHA HVHEVA LVIDNVIHAd VIIE NVALVS
NVAVOONY NVA VAaHE YNVONHA

adyis efuepg-y sefmyidesday 2

6€




BUWIEN
ads eredsy
‘garo uesydersicg
......... .—..mmmgn.-......
gerwunp
~3sp
T Uejersoy]
~3sp
g@&uvw qns
gummmvx
- weldold
T uesnan sueplg
Tesnin

(0)7




41

d. RKA-Belanja SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Kota Blitar RKA-BELANJA
Tahun Anggaran... SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintah : x

......................

Bidang Urusan D XX XX

Program > ot o R e ]
Kegiatan PRILEE aseasesassesivass
Organisasi T e v = A s S —
Unit PRMEEE.  aiesiiiieesviveiasii
Alokasi Tahun -1 b 2 (terbilang)
Alokasi Tahun FRP e (terbilang)
Alokasi Tahun +1 £ RDL suesouiisssisias (terbilang)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Sub Kegiatan X.XX.XX
Sumber Pendanaan ; ...........
Lokasi : (sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisiensi Harga Chastah
Satuan PPN (Rp)
/ Volume Satuan
Jumlah Anggaran Sub
Sub Kegiatan X XX. XX
Sumber Pendanaan : ...........
Lokasi : (sampai Desa/Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Keterangan :
. . = : Rincian Perhitungan JeiE
Kode Rekening Uraian Koefisiensi Sakita Harga PPN (Rp)
/ Volume Satuan

Jumlah Anggaran Sub

Kepala SKPD

......... ,tanggal......

Pembahasan

Tanggal
Catatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

Nama NIP Jabatan

Tanda Tangan
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e. RKA-Pembiayaan SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA.
KOTA BLITAR PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran ... SKPD
|Organisasi X XX XXX
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah
{Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiavaan
Jumlah
......... Jtanggal.........
Kepala SKPD
Nama
L | 1 R
Pembahasan
Catatan SiiepeiairaRasi
1.
2.
Dist
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
Dst

6. Hal-hal Khusus

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh

Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka

ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

D. Penyusunan Rancangan Perda APBD
1. Umum

a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan

kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
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b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

antara RKA SKPD dengan:

1) KUA dan PPAS;

2) Prakiraanmaju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) perencanaan kebutuhan BMD;

9) Standar Pelayanan Minimal,

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
dan

11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

2. Pihak Terkait

a.
b.
c.
d.

SKPD;
TAPD;
PPKD
Inspektorat.

3. Ketentuan

a.

Kepala SKPD menyampaikan RKA SKPD kepada TAPD melalui
PPKD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan
oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Walikota .

Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai
berikut:

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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2)

3)

4)
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ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut wurusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil,
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta
keluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

¢) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

~ Prioritas Daerah.

Jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi

dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan

informasi yang dibutuhkan.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perda APBD antara lain:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar piutang daerah;

daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

daftar sub kegiatan tahun jamak;

daftar dana cadangan;

daftar pinjaman daerah.

Jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat

disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang

dibutuhkan.
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h. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas

nota keuangan dan rancangan Perwal tentang penjabaran APBD.

1. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja

berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4. Bagan Alir
Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
Uraian SKPD PPKD TAPD Inspektorat
. Kepala SKPD

menyampaikan RKA
SKPD kepada TAPD
melalui PPKD.

. PPKD menyerahkan
RKA SKPD kepada TAPD

. TAPD melakukan

verifikasi terhadap RKA
SKPD

. Dalam hal hasil

verifikasi TAPD terdapat
ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan
penyempurnaan.

. Selain diverifikasi TAPD,
RKA-SKPD direviu oleh
Aparat Pengawas
Internal Pemerintah
Daerah.

. Dalam hal hasil

verifikasi TAPD terdapat
ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan
penyempurnaarn.

. PPKD menyusun
rancangan Perda
tentang APBD dan
dokumen pendukung
berdasarkan RKA SKPD
yang telah
disempurnakan oleh
kepala SKPD.

. Rancangan Perda
tentang APBD yang
telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada
Walikota

RKA
SKPD

RKA
— SKPD

Tidak

RKA
SKPD |

3

RKA
SKPD

RKA
SKPD <

Rancangan
Perda APBD

Dokumen
Pendukung
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Dokumen

Dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada tahapan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan sebagai
berikut:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

KOTA BLITAR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN

JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumleh
(Rp)
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan
Belanja

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa
Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga

Belanja Transfer
Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

(tanda tangan)

Nama
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d. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;
BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan\ Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah:
BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V. KEBIJUAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan

kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
BAB VI. PENUTUP

Walikota Blitar

(tanda tangan)

Nama
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6. Hal-hal Khusus

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh

Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka

ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

E. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

1. Umum

a. Walikota menyiapkan rancangan Perwal tentang Penjabaran

APBD sebagai dokumen pendukung rancangan Perda tentang
APBD.

b. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

memuat lampiran sebagai berikut:

1)

2)

3)

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,

objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi Perwal penjabaran APBD yang

disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

e¢) Rincian dana otonomi khusus menurut ,urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas

b
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Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
Jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi
dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan
informasi yang dibutuhkan.
Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perwal tentang penjabaran APBD. Jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan.

c. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

rancangan Perwal tentang penjabaran APBD disertai penjelasan,

yaitu:

1)

2)

3)

Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan.

Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan

untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

2. Pihak Terkait
a. TAPD; dan
b. PPKD

3. Ketentuan
a. PPKD menerima RKA SKPD yang telah diverifikasi dan

menyerahkannya kepada TAPD,;

b. TAPD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD.

4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:

=

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,

DAN PEMBIAYAAN

Uraian

Jumlah (R
Kode Pendapatan (Rp)
4.1 Pendapatan AsliDaerah
4.1.01 Pajak Daerah
4,1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan




Uraian

TAPD

Inspektorat

. PPKD menerima RKA SKPD yang
telah diverifikasi dan menyerahkan
kepada TAPD

. TAPD menyusun rancangan Perda
tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD

yang telah disempurnakan oleh
kepala SKPD.
.TAPD  menyerahkan rancangan

Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung untuk mendapatkan
persetujuan

. Rancangan Perda tentang APBD
yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Walikota

Rancangan
Perda APBD

Dokumen
Pendukung

Rancangan
Perda APBD

Dokumen
Pendukung

et

RKA
SKPD

5. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KOTA BLITAR.

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN

Uraian
Kode Pshdaiatan Jumlah (Rp)
4.1 Pendapatan AsliDaerah
4.1.01 PajakDaerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan
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Uraian
Kode Pendapatan Jumiah (Rp)

4.1.01.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.1.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah

4.1,02.01 RetribusiJasa Umum

4.1.02.01.01 |Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.02.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenaiKlasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4,1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4,1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

4,1.03.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah

4,.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

4,1.04.01.01 |HasilPenjualanTanah

4.1.04.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenaiKlasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.04 .xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.01.01 Dana Perimbangan

4.2.01.01.01 |DanaTransfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
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Uraian
Apiac Pendapatan Jumiah (Rp)

4.2.01.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenaiKlasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenaiKlasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2,02.01 Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.02.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01 {Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.02 Dana Darurat

4.3.02.01 Dana Darurat

4.3.02.01.01 (Dana Darurat

4.3.02.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan
Daerah.

4.3.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan

4.3.03.01.01 |PendapatanHibahDanaBOS
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Kode

Uraian
Pendapatan

Jumlah (Rp)

4.3.03.01.xx

4.3.03.xx

5

3.1

5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.01.01
5.1.01.01.xx

5.1.01.xx

5.1.02
5.1.02.01
5.1.02.01.01
5.1.02.01.xx

5,1.02.xx%

5.1.03
5.1.03.01

5.1.03.01.01

5.1.03.01.xx

5.1.03.xx

5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.01.01

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji Pokok ASN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan
Daerah.

Belanja Barangdan Jasa

Belanja Barang

Belanja Bahan PakaiHabis

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan
Daerah.

Belanja Bunga

Belanja Bunga UtangPinjaman kepada Pemerintah
Pusat

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Belanja Subsidi
Belanja Subsidi kepada BUMN
Belanja Subsidikepada BUMN
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Kode ¥ Jumlah (Rp)
Pendapatan

5.1.04.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

3.1.05 Belanja Hibah

5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01 |BelanjaHibah Uangkepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

5.1.06.01.01 |BelanjaBantuan Sosial Uangyangdirencanakan kepada
Individu

5.1.06.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2 BelanjaModal

5.2,01 Belanja Modal Tanah

5.2.01.01 Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01 |Belanja Modal Alat Besar Darat
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Uraian
Kod
s Pendapatan Jumlah (Rp)

5.2.02.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

5.2.03.01.01 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.03.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.01 |Belanja ModalJalan

5.2.04.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06 Belanja Modal ...

5.2.06.01 Belanja Modal ...

5.2.06.01.01 |Belanja Modal ...
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Uraian
d
P Pendapatan Jumiah (Rp)

5.2.06.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.01 |Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.01 |Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi

5.4.02.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan

mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)
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Kode Uraian Juml
Pendapatan umlah (Rp)

6 Pembiayaan

6.1 Penerimaan Pembiayaan

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD

6.1.01.01.01 |Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.01 |Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.xx [Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

6.1.02.xx abjek‘selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6.1.03.01.01 |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada BUMN

6.1.03.01.xx |Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
A meala

6.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
ThAnasnls

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
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Kode

Uraian
Pendapatan

Jumlah (Rp)

6.1.04.01.01

6.1.04.01.xx

6.1.04.xx

6.1.05

6.1.05.01

6.1.05.01.01

6.1.05.01.xx

6.1.05.xx

6.1.06

6.1.06.01

6.1.06.01.01

6.1.06.01.xx

6.1.06.xx

6.2

6.2.01
6.2.01.01
6.2.01.01.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

TNAnwal,

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan
L e

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

TNa Asal

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

TNAnwal

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan
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Kode

Uraian
Pendapatan

Jumlah (Rp)

6.2.01.01.xx

6.2.01.xx

6.2.02
6.2.02.01

6.2.02.01.01
6.2.02.01.xx

6.2.02.xx

6.2.03
6.2.03.01
6.2.03.01.01

6.2.03.01.xx

6.2.03.xx

6.2.04
6.2.04.01

6.2.04.01.01

6.2.04.01.xx

6.2.04 xx

6.2.05

6.2.05.01
6.2.05.01.01

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah,
Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

RincianObjekselanjutnyaSesuaiperaturanperundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pinjaman BLUD

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
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Kode

Uraian
Pendapatan

Jumlah (Rp)

6.2.05.01.xx

6.2.05.xx

6.3

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

.........

Walikota

Nama
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C. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,

objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KOTA BLITAR
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4.X.XxX Pendapatan
4.x.Xx Pendapatan Asli Daerah
4.X.XX Pajak Daerah
4.x.XX Retribusi Daerah
e Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
4.X. XX Lain-lain PAD Yang Sah
4.X.Xx Pendapatan Transfer
4.X.XX Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4 x.XX Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.x.xX Pendapatan Hibah
4.X.XxX Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
4.x.Xx

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan|: x

Bidang Urusan S Xt stx

Organisasi X.XX. XX

Unit Organisasi XXX XX

Program X.XX.XX

Indikator Hasil = |:..........

Kegiatan... 1) X.XX.XX

Indikator Keluaran |:.........

Sub Kegiatan ...1) X300 X%

Indikator Keluaran |[:.........

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

Hx.x0r Belanja
S5.X.Xx Belanja Operasi
S.X.XX Belanja Pegawai
S.xixx Belanja Barang dan Jasa
5.X.XX% Belanja Bunga
9.X.XxX Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
D.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.X.xx Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.x.xXx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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. X xXx Belanja Tidak Terduga
53 s Belanja Tidak Terduga
S.xX.xx Belanja Transfer
DX Belanja Bagi Hasil
S5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) X.XX. XX

Indikator Keluaran |:.........

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.%.3¢ Belanja
2. XXX Belanja Operasi
5. x.%x% Belanja Pegawai
5.x.xXx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
S.X.XxX Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
o.x.xx Belanja Bantuan Sosial
O.X.XX Belanja Modal
5.x.3x¢ Belanja Modal Tanah
5.xX.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S5.x.3xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S5 x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
DX X0 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
DR Belanja Tidak Terduga
S5.x.xx Belanja Tidak Terduga
2.X.XX Belanja Transfer
SR 9 3 Belanja Bagi Hasil
S.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2) X.XX.XX
Indikator Keluaran  [:.........
Sub Kegiatan...1) X.XX.XX
Indikator Keluaran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
S.x.30¢ Belanja
S.X.XX Belanja Operasi
DX Belanja Pegawai
5.X.xx Belanja Barang dan Jasa
XXX Belanja Bunga
S.xxx Belanja Subsidi
S.X.xx Belanja Hibah
S.x.xx Belanja Bantuan Sosial
S5.x.xx% Belanja Modal
S.X.Xx% Belanja Modal Tanah
5.X.XxX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
B B o d Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.xxx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
8. x xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
9.X.X% Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
SEEX Belanja Transfer
S5.X.XxX Belanja Bagi Hasil
S.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan...2) X.XX.XX
Indikator Keluaran  |[:.........
KODE REKENING URAITAN JUMLAH DASAR HUKUM
S.x.xx Belanja
DXtk Belanja Operasi
S XXX Belanja Pegawai
S.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
5.x.xx Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
S.xxx Belanja Bantuan Sosial
S.x.xx Belanja Modal
S.x % Belanja Modal Tanah
2.x7% Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.xxx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S.x.Xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S5.x.xx Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Transfer
Sx %% Belanja Bagi Hasil
S.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Walikota

Nama
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6. Hal-hal Khusus

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh

Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka

ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

F. Persetujuan Rancangan APBD

1. Umum

a.

Walikota wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun
anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama
antara Walikota dan DPRD.

Walikota yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD
sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS.

Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh
Walikota dan DPRD setelah Walikota menyampaikan Rancangan
Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan,
rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan
PPAS

Dalam hal Walikota tidak dapat melaksanakan pembahasan
Rancangan Perda tentang APBD, maka Walikota menunjuk
pejabat yang mewakilinya untuk melakukan pembahasan.
Pembahasan APBD oleh DPRD direpresentasikan oleh Badan
Anggaran.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Walikota
dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan
Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan

PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan
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kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria
keperluan mendesak.

i, Penambahan  atau  perubahan  kegiatan/sub  kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf h berdasarkan telaah atas
kriteria keperluan mendesak yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan antara Walikota dan DPRD.

j. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Walikota
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota
DPRD

k. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut
harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran berikutnya.

1. Berdasarkan persetujuan bersama, Walikota menyiapkan
rancangan Perwal tentang penjabaran APBD.

m. Dalam hal Walikota dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD,
Walikota menyusun rancangan Perwal tentang APBD.

n. Dalam hal Walikota berhalangan tetap, Wakil Walikota bertugas:
1) Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD

kepada DPRD; dan
2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

0. Dalam hal Walikota berhalangan sementara, Walikota
mendelegasikan kepada Wakil Walikota untuk:

1) Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

p. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana
tugas Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan
persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
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ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/
penjabat/penjabat sementara Walikota.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pihak Terkait

a.

b.

Walikota; dan
DPRD

Ketentuan

a.

Walikota mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
Walikota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda

tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.

. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan

dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Walikota
dan pimpinan DPRD
Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Walikota

menyiapkan rancangan Perwal tentang penjabaran APBD.

Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
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Uraian Walikota DPRD

1. Walikota mengajukan rancangan Perda
tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD paling
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu)
bulan tahun anggaran berakhir

Rancangan
Perda APBD

Y

2. Walikota dan DPRD melakukan pembahasan
rancangan Perda tentang APBD dengan
berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.

Dokumen
Pendukung

3. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang Persetujuan Persetujuan
APBD dituangkan dalam persetujuan bersama Bersama Bersama
yang ditandatangani oleh Walikota dan o

pimpinan DPRD.

4. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah
dilakukan, Walikota menyiapkan rancangan
Perda APBD dan Perwal tentang Penjabaran
APBD

Rancangan
Perda APBD

Rancangan
Perwal
Penjabaran
APBD

5. Dokumen

Dokumen untuk tahapan ini berupa:

a. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA DAN DPRD KOTA BLITAR

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ....
1. Nama R R R A S A O e
Jabatan . Walikota Blitar.

AlGTEE KBIHOF ¢ i s i s e iy i i
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU




a. Nama R R R N e e e e i e e i R A
Jabatan . Ketua DPRD Kota Blitar
BIOBUICHARIE S i e s e e e e m s
b. Nama S A A T SR B s i
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Almat KBIEOT | .oimiioieiiiiiiiitmses smmeyss e oo
c. Nama b i R A S A e T e
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
AattaE KAATOE |  ciniiisiniiniesssnsirssesmmnmmanmsnsssssmresmeesmssssms,

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah
diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini

. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi

atas RAPBD Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat

pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya

............. Tangpal s
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA
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b. Berita Acara Kesepakatan Penambahan/Perubahan Kegiatan/Sub
Kegiatan.

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

TENTANG
PENAMBAHAN/PERUBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA APBD YANG TIDAK TERDAPAT DALAM KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama R A R e s iaias
Jabatan : Walikota Blitar.
Alamat Kantor :© ..o.oeiviiieeieiiiiiiiiieee oo ee e
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar
2 o o 1 T T
Jabatan : Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor :
b. Nama .
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
A s b e T ——
c. Nama T
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor @ oot eee e

...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan/perubahan
kegiatan/sub kegiatan pada APBD TA...... yang tidak terdapat dalam
KUA/PPAS Kota Blitar TA.......... yang selanjutnya secara lengkap
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Bab IV.A.1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada hari ini ...
tanggal ... bulan ... tahun ..., dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan

dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) TA...........

Walikota Blitar Ketua DPRD Kota
Blitar

Nama Nama
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G. Evaluasi Rancangan APBD

1. Umum

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Perwal tentang penjabaran APBD disampaikan kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari

sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.
2. Pihak Terkait
a. Walikota;

b. Gubernur; dan
c. DPRD
3. Ketentuan

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Walikota

mengirimkan rancangan Perda APBD yang telah disetujui bersama

antara Walikota dan DPRD beserta rancangan Perwal tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS beserta lampirannya

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

b. Lampiran sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah:

1)

2)
3)

4)

S)
6)
7)
8)
9

surat walikota perihal penyampaian rancangan KUA dan
rancangan PPAS kepada DPRD;

nota kesepakatan KUA dan PPAS;

surat walikota perihal penyampaian rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD;

persetujuan bersama antara walikota dan DPRD terhadap
rancangan Perda tentang APBD;

RPJMD;

risalah rapat;

nota keuangan;

pengantar nota keuangan,;

tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD ;

10) daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan

kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah

pusat;

11) tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada

RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD ;

12) tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;

13) tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
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14) tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan
standar pelayanan minimal; dan

15) dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan

evaluasi

. Rancangan Perda tentang APBD, rancangan peraturan walikota
tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud
pada huruf (b) disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam
rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document
format (PDF).

. Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan

rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD

ditetapkan dengan keputusan gubernur.

. Gubernur menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi

kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang

Penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Dalam hal keputusan gubernur menyatakan hasil evaluasi sesuai,

maka Walikota menetapkan rancangan Perda tentang APBD

menjadi Perda dan rancangan Perwal tentang penjabaran APBD
menjadi Perwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Walikota bersama

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Walikota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan
Anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

2) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD.

3) Keputusan Pimpinan DPRD, hasil penyempurnaan evaluasi
dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3
(hari) setelah ditetapkan.

4) Keputusan Pimpinan DPRD, hasil penyempurnaan evaluasi

dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan kepada
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biro hukum pemerintah provinsi sebagai salah satu dokumen
pendukung dalam pemberian nomor register.

S) Biro hukum pemerintah provinsi berkoordinasi dengan
perangkat daerah Kota Blitar yang membidangi pengelolaan
keuangan daerah untuk menyatakan hasil evaluasi
gubernur telah ditindaklanjuti.

6) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Walikota melakukan penetapan Perda
tentang APBD.

7) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Walikota
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

8) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

9) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya

h. Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari
Gubernur.

i. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan
DPRD, dan Walikota menetapkan rancangan Perda tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perwal tentang penjabaran APBD
menjadi Perwal dengan konsekuensi penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
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Uraian

Walikota

DPRD

Gubernur

1. Paling lambat 3 (hari) setelah
persetujuan bersama, Walikota
mengirimkan rancangan Perda
APBD yang telah disetujui bersama
antara Walikota dan DPRD beserta
rancangan Perwal tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan
PPAS beserta lampirannya kepada
gubernur

. Gubernur menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi
kepada Walikota paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak
rancangan Perda tentang APBD
dan rancangan Perwal tentang
Penjabaran APBD diterima,

. Jika gubernur menyatakan hasil
evaluasi sesuai, maka Walikota
menetapkan rancangan Perda
tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perwal tentang
penjabaran APBD menjadi Perwal.

4. Jika gubernur menyatakan hasil

evaluasi tidak sesuai, Walikota
bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari

. Dalam hal hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Walikota dan
DPRD, dan Walikota menetapkan
rancangan Perda tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan
Perwal tentang penjabaran APBD
menjadi Perwal, dengan
konsekuensi penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

. Keputusan Pimpinan DPRD, hasil
penyempurnaan evaluasi dan
matriks tindak lanjut hasil evaluasi
disampaikan kepada Gubernur dan
biro hukum pemerintah provinsi
paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan

Ranperda
APBD

Ranperwal
Penjabaran
APBD

Ranperda

APBD <

Ranperwal
Penjabaran
APBD

Penetapan

Y

Perda
APBD

Perwal
Penjabaran
APBD

Tidak

—

Penetapan

l

Perda
APBD

Perwal
Penjabaran
APBD

Ranperwal
Penjabaran
APBD

Setujum

Y

Ranperwal
Penjabaran
APBD

Tidak

Ya

Keputusan
Pimpinan

5
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5. Dokumen

Dokumen untuk tahapan ini sebagai berikut:

a. Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

KOP DAERAH
TABEL
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
(1) (2) &) )

. |Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

oleh Walikota kepada DPRD

Kesepakatan antara Walikota dan DPRD atas Rancangan
KUA dan Rancangan PPAS

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Walikota kepada DPRD

Persetujuan bersama DPRD dan Walikota

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini. Demikian

lapo

ran ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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f. Tabel Format Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan
KOP DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...

KOTA BLITAR
No Komponen Perhitungan Jumlah
(1) ) (3)
1. |a. Belanja pada Dinas Pendidikan: (a)
1) Belanja Operasi Rp..cous
a) belanja pegawai Rp. ....
b) belanja barang clan jasa ) W
c) belanja hibah Rp. ....
d) belanja bantuan sosial. Rp. ....
2) Belanja Modal BpPiss
3) Belanja Transfer Rp. ....
b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi (b)
pendidikan, antara lain:
1) Sub Kegiatan .... pada Perangkat Daerah .... R
2) dst... Rp. ....
2, |Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (c)=(a)+(b)
3. |Total Belanja Dacrah (d)
4. |Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah (e)=[(c):(d)]x100%

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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g. Tabel Format Perhitungan Alokasi Anggaran Kesehatan

KOP DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...

KOTA BLITAR
No Komponen Perhitungan Jumlah
(1) (2) (3)
1. |a. Belanja pada Dinas Kesehatan; (a)
1) Belanja Operasi Rp. ....
a) belanja pegawai Rp. ....
b) belanja barang clan jasa Rp; v
¢) belanja hibah Ry o
d) belanja bantuan sosial. Rp. ....
2) Belanja Modal Rp.wiy
3) Belanja Transfer 11
b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan (b)
antara lain:
1) Sub Kegiatan .... pada Perangkat Daerah .... B vvis
2) dst... R vns
2. |Alokasi Anggaran Keschatan (c)=(a)+(b)
3. |Total Belanja Daerah (d)
4. |Gaji ASN (e)
5. |Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (D=(d)-(e)
6. |Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah di luar Gaji ASN (g)=[(c):(f)]x100%

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya
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h. Tabel Alokasi Belanja Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal

KOP DAERAH

ALOKASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR PELAY ANAN MINIMAL
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN

KOTA BLITAR
i Target Kinerja
No SPM Uraian Jumlah (Rp) N olime S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. |Pendidikan Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total veer (B)
Total Belanja SKPD ey GO
Rasio Belanja SPM (e)=[(a):(b)]x100%
I1. |Kesehatan Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total veens (B)
Total Belanja SKPD voess (B)
Rasio Belanja SPM (ck=[(a):(b)]x100%
III. | Pekerjaan Umum Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total vreee (@)
Total Belanja SKPD e £
Rasio Belanja SPM (c)=[(a):(b)]x100%
IV, | Perumahan Rakyat Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total ceaee (@)
Total Belanja SKPD wawic )
Rasio Belanja SPM (c)=[(a):(b)lx100%
V. |Trantibumlimmas Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total rony ()
Total Belanja SKPD iiveis (B
Rasio Belanja SPM (c)=[(a):(b)]x100%
VI. |Sosial Progrmn
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total e (A)
Total Belanja SKPD wveee (D)
Rasio Belanja SPM (c)y=[(a):(b)]x100%
Total Belanja SPM (d)
Total Belanja Daerah (e)
Rasio Belanja SPM Terhadap (B=[(d):(e)]x100%
Belanja Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

KOP DAERAH

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...

KOTA BLITAR
No Rancangan APBD Temuan Evaluasi | Penjelasan/Tindak Lanjut
(1) (2) 3) (4)
I. |Pembiayaan
1L |Belanja
II1. [Pembiayaan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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J. Risalah Rapat

KOP DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BLITAR

RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Tahun Sidang

.................................

Masa Persidangan:

.................................

JEHEREPEE 0 1 casscasnuesnasise
Hatl/Tanggal 3 st
Waktu
Tempat @ .
KetuaRapat  : ...coviiiiiiieiicciirinsnennees
SERFEERIS RAOAL & anonassnnssss
BERAPA. = L ceseermsnsessasii
Hadir : DPFRD
Lo,
. S W S NN,
Pemerintah Kota Blitar
L nsesmvenssisnnrais
D R R A RS
Risalah Rapat
No Nama Uraian

Pemerintah Kota Blitar

Nama

. Hal-hal Khusus

DPRD Kota Blitar

Nama

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh

Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka
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ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

H. Penetapan APBD

1. Umum

1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang

2)

3)

4)

penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota
menjadi Perda tentang APBD dan Perwal tentang penjabaran
APBD.

Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal
tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun sebelumnya.

Walikota menyampaikan Perda tentang APBD dan Perwal tentang
penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah Perda dan Perwal ditetapkan.

Dalam hal Walikota berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perwal tentang penjabaran
APBD.

2. Pihak Terkait

a.
b.

C.

Walikota;
DPRD; dan

Gubernur

3. Ketentuan

a.

Walikota menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan

rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perwal

tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:

1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
Walikota harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD dari

gubernur.

Walikota  beserta  Sekretaris Daerah  menyusun  dan
menandatangani:

1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta

2) penetapan rancangan Perwal Penjabaran APBD menjadi

Perwal
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4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:

Uraian Walikota DPRD Gubernur

1. Gubernur menyampaikan
keputusan mengenai Perda
tentang APBD dan rancangan
Perwal tentang Penjabaran APBD
menunjukkan hasil sesuai.

SK Gubernur SK Gubernur

Nomor
Registrasi

Nomor
Registrasi

Ranperda
APBD
_— Ranperwal
Penjabaran APBD
I-----_.__.----""""'.---_
i ; Penetapan
2. Walikota beserta Sekretaris s
Daerah menetapkan rancangan l
Perda tentang APBD menjadi
Perda dan rancangan Perwal Petda
tentang penjabaran APBD a0

Perwal
Penjabaran
APBD

menjadi Perwal,

Keputusan
Pimpinan DPRD

= e

3. Pimpinan DPRD menyetujui
penyempurnaan Ranperda APBD
dan Ranperwal APBD
berdasarkan hasil evaluasi

=
Gubernur Pimpinan DPRD
Keputusan
4. Keputusan Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD
mengenai hasil penyempurnaan
disampaikan kepada Gubernur \T”__
dan biro hukum pemerintah Registrasi
provinsi paling lambat 3 (hari)
setelah ditetapkan
Nomor Nomor
Registrasi Registrasi

5. Gubernur melalui dan biro
hukum pemerintah provinsi
memberikan nomor register
untuk penetapan APBD

Ranperda
APBD

Ranperwal
Penjabaran APBD

6. Berdasarkan Keputusan
Pimpinan DPRD dan Nomor
Registrasi, Walikota beserta
Sekretaris Daerah menetapkan i
rancangan Perda tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan
Perwal tentang penjabaran APBD
menjadi Perwal

Penetapan

Perda APBD

Perwal
Penjabaran APBD
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I. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Walikota tentang

APBD Dalam Hal Tidak Tercapai Persetujuan Bersama

|

Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dalam hal Walikota dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD,
Walikota menyusun rancangan Perwal tentang APBD dengan
berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
Rancangan Perwal tentang APBD paling tinggi sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka

pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun

sebelumnya.

Dalam hal Pemerintah Kota Blitar melakukan perubahan APBD
maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD perubahan
tahun sebelumnya.

Rancangan Perwal tentang APBD diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

anggaran yang berkenaan. Pengeluaran setiap bulan dibatasi
hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja
yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan
keperluan kantor sehari-hari

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui
apabila terdapat:

a) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan

pembebanan pada APBD; dan/atau
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b) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Rancangan Perwal ditetapkan menjadi Perwal setelah memperoleh
pengesahan dari gubernur.

10) Dalam hal Walikota dan DPRD belum menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Walikota menetapkan
Perwal mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling
tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun
anggaran sebelumnya.

11) Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti

belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
Pihak Terkait

a. Walikota;
b. Sekda;
c. TAPD dan

d. Gubernur

Ketentuan

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-
masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib
dan belanja mengikat.

b. TAPD menyusun rancangan Perwal tentang APBD.

c. TAPD menyerahkan rancangan Perwal tentang APBD ke Walikota
melalui Sekda untuk diotorisasi.

d. Walikota menyerahkan rancangan Perwal tentang APBD beserta
lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada
Gubernur untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 15
(ima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Perda
tentang APBD.

e. Lampiran dokumen Perwal APBD terdiri:

1} Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;




2)

3)

4)

S)
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Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,

jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi Perwal APBD yang disajikan berdasarkan

kebutuhan informasi antara lain:

a) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan
sub kegiatan beserta target dan indikator;

b) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

c) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal;

d) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan
APBD;

e) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;

f) Sinkronisasi program  prioritas nasional dengan
program prioritas daerah.

Jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi

dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan

informasi yang dibutuhkan

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perwal APBD antara lain:

a) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

b) Daftar piutang daerah;

c) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lainnya;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

f) Daftar dana cadangan daerah;

g) Daftar pinjaman daerah;
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h) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

i) Daftarnama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

j) DaftarNamaPenerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

k) DaftarNama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil.

Jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi

dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan

informasi yang dibutuhkan

f. Dokumen pendukung terdiri atas:

1) KUA dan PPAS;

2) RPJMD;

3) RKPD;

4) daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah
pusat;

S) tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada
RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD ;

6) tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;

7) tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;

8) tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan
standar pelayanan minimal; dan

9) dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan
evaluasi

g. Rancangan Perwal tentang APBD beserta lampirannya dan
dokumen pendukung disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam
rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document
format (PDF).

h. Pengesahan terhadap rancangan Perwal tentang APBD ditetapkan
dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Perwal
tentang APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

i. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari, gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Perwal
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tentang APBD, Walikota menetapkan rancangan Perwal tentang
APBD menjadi Perwal tentang APBD.

4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
Uraian TAPD Walikota /Sekda Gubernur

1. TAPD menyusun rancangan
Perwal tentang APBD, Ra:EeBrga]
berdasarkan masukan belanja
wajib dan mengikat dari
SKPD-SKPD

Ranperwal
2. TAPD menyerahkan APBD
rancangan Perwal tentang

APBD ke Walikota melalui
Sekda untuk diotorisasi. Ranperwal

: ‘ APBD [

3. Walikota menyerahkan

rancangan Perwal tentang
APBD beserta lampirannya
dan dokumen pendukung
kepada Gubernur untuk
mendapatkan pengesahan
disampaikan paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung
sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan

Perwal terhadap rancangan
Perda tentang APBD

Ranperwal
APBD

A

4.Pengesahan terhadap
rancangan Perwal tentang
APBD ditetapkan dengan
keputusan gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat paling
lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak rancangan
Perwal tentang APBD diterima
dan dinyatakan lengkap dan
benar,

Perwal APBD

5.Jika terdapat pengesahan dari
Gubernur atau apabila dalam
batas waktu 30 (tiga puluh)
hari gubernur tidak
mengesahkan rancangan
Perwal, Walikota menetapkan
rancangan Perwal menjadi
Perwal
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5. Dokumen

Dokumen untuk tahapan ini sebagai berikut:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,

jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan:

KOTA BLITAR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, J ENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode raian Jumlah (Rp)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.1.01.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4,1.02.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4,1.03.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Kode raian Jumlah (Rp)
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.1.03.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.1.04.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.2.01.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
4.2.02.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.3.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan

4.3.01.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02.01 Dana Darurat

4.3.02.01.01 Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

4.3.02.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

4.,3.02.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan

4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

4.3.03.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

4.3.03.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 Belanja

0.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.01.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.02.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1:02/%% Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03 Belanja Bunga

5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

5.1.03.01.01 atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.03.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.03.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04 Belanja Subsidi

5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.04.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.04.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.05 Belanja Hibah

5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.05.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.05:338 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada

Individu
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.06.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.1.06.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

0.2 Belanja Modal

5.2.01 Belanja Modal Tanah

5.2.01.01 Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.01.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.02.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.02 xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.03.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
5.2.03.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.01  |Belanja Modal Jalan
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.04.01.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

5.2.04.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.2.05.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
5.2.05.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.06 Belanja Modal ...

5.2.06.01 Belanja Modal ...

5.2.06.01.01 Belanja Modal ...

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.06.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
5.2.06.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.4.01.01.xx |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
5.4.01.%% mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
8.4.02.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
5.4.02.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01  |Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.1.01.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.1.02.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
BUMN
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.03.01.xx |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.1.03.%x mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.04.01.x% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.1.04 .xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.05.01 Penerimaan  Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan  Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
&.1.05.01 sx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
5.1.055% mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
lketentuan peraturan perundang-undangan
6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06,01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.06.01.5% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
&.1.06 3 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6901 %% mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
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Kode [Uraian Jumlah (Rp)
6.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)
6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.02.01.xx |undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.2.02.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.03.01 3% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.2.03.x% mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.2.04 5% mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.05 pengeluaran  Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
6.2.05.01 Pinjaman BLUD
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.05.01.x% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
6.2.05.%x mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
,tanggal.........
Walikota

Nama
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Hal-hal Khusus

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh
Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka
ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

WALIKOTA BLITAR
ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN APBD

A. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

1. Umum
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta
ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun
anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya
dalam periode
Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-
unsur sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/Defisit-LRA,;
e. Pembiayaan; dan
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:
a. PPK SKPD;
b. Pengguna Anggaran,
c. PPKD;
d. Sekretaris Daerah:
e. Walikota; dan
f. DPRD.

3. Ketentuan
Ketentuan pada tahapan ini adalah:
a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD
1) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan

dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban

b




2)

3)

4)

o)

2

pengeluaran bulanan dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD

menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD dengan cara:

a) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan
dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari
s.d. Juni.

b) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam
format laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama.

c) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran
dan realisasi.

d) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah
dengan nilai rencana perubahan anggaran.

PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA

untuk ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti

ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam

penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD

selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi

semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah

ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari

setelah semester pertama berakhir.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

1)

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti
kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD dengan:




3

a) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
b) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang
ada di BUD.

2) Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD
menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu
kedua bulan Juli.

3) Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan
kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

4) Setelah  disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian
disampaikan kepada Walikota untuk ditandatangani paling
lambat minggu ketiga bulan Juli.

5) Walikota menyampaikan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling

lambat akhir bulan Juli.

4. Bagan Alir
Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:




Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

Uraian

PPK SKPD

Pengguna
Anggaran

PPKD

1. Berdasarkan laporan

pertanggungjawaban
penerimaan bulanan dari
bendahara penerimaan dan
laporan pertanggungjawaban
pengeluaran dari bendahara
pengeluaran, PPK SKPD
menyiapkan laporan realisasi
semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.

. PPK SKPD menyerahkan
laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis
SKPD kepada Kepala SKPD
selaku PA untuk
ditandatangani.

. Kepala SKPD selaku PA
melakukan verifikasi untuk
meneliti ketepatan,
kelengkapan dan kevalidan
perhitungan dalam penyajian
data dan informasi.

. Dalam hal hasil verifikasi
dinyatakan sesuai, Kepala
SKPD selaku PA
menandatangani laporan
realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD.

. Kepala SKPD selaku PA
menyampaikan laporan
realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD
yang telah ditandatangani
kepada PPKD selaku BUD
paling lambat 10 hari setelah
semester pertama berakhir.

LFJ
Penerimaan

LPJ
Pengeluaran
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Laporan Realisasi
& Prognosis

&

Laporan Realisasi

SKPD
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> & Prognosis
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Otorisasi
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0 hari

semester | berakhir

Laporan Realisasi
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Laporan Realisasi
& Prognosis
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Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

Uraian

PPKD

Sekretaris
Daerah

Walikota

. Berdasarkan laporan
realisasi semester pertama
APBD dan prognosis yang
diajukan oleh Kepala SKPD
selaku PA, PPKD selaku
BUD melakukan verifikasi.

. Dalam hal verifikasi
dinyatakan telah sesuai,
BUD menggabungkan
laporan realisasi semester
pertama APBD dan
prognosis SKPD menjadi
draf laporan realisasi
semester pertama APBD
dan prognosis Pemerintah
Daerah paling lambat
minggu kedua bulan Juli.

. Draf laporan realisasi
semester pertama APBD
dan prognosis Pemerintah
Daerah hasil penggabungan
tersebut disampaikan
kepada Sekretaris Daerah
selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk
mendapatkan persetujuan.

. Setelah disetujui, draf
tersebut difinalkan
kemudian disampaikan
kepada Walikota untuk
ditandatangani paling
lambat minggu ketiga
bulan Juli.

. Walikota menyampaikan
laporan realisasi semester
pertama APBD dan
prognosis Pemerintah
Daerah kepada DPRD
paling lambat akhir bulan
Juli.

Laporan Realisasi
& Prognosis

Laporan Realisasi
& Prognosis
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Draf Laporan
Realisasi & <
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O
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Prognosis Pemda

Draf Laporan Draf Laporan
Realisasi & =N Realisasi &
Prognosis Pemda Prognosis Pemda

=minggu ke-3
bulan Juli

< akhir bulan
Juli

Penandatanganan

A

Laporan Realisasi
& Prognosis
Pemerintah Daerah

Disampaikan
kepada DPRD
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B. Ketentuan Perubahan APBD

1. Umum

Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan

APBD. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a.
b.

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program,
antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

keadaan darurat; dan/atau

keadaan luar biasa.

2. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

da.

b.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat

berupa terjadinya:

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau

3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Walikota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi
KUA tidak tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila

melampaui asumsi KUA
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3. Pergeseran Anggaran

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,
dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian objek.

b. Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.

c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1) pergeseran antar organisasi,

2) pergeseran antar unit organisasi;

3) pergeseran antar program,

4) pergeseran antar kegiatan,

5) pergeseran antar sub kegiatan;

6) pergeseran antar kelompok;

7) pergeseran antar jenis.

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
adalah pergeseran dalam satu aktivitas yang sama dalam suatu
sub kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris
Daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna
Anggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan
tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD
dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
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f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam

laporan realisasi anggaran.

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPD

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Walikota dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah.

i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPD.

k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

1. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

4. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1) menutupi defisit anggaran,

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya,

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat
adanya kebijakan Pemerintah,;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD

tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
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dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk
pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih
dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban
kepada pihak lain yang terkait dengan:

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya; atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada
berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun
belum dilakukan pembayaran.

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode
rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode
rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD
berkenaan.

g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran
berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang
perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung
dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang

tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

5. Pendanaan Keadaan Darurat
a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
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b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan
APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan
perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan

Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

6. Pendanaan Keadaan Luar Biasa

a.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima
puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan
baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD.

Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih
dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
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j.- Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

C. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1. Umum
Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang
memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan
dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
b. Sekretaris Daerah;
c. Walikota; dan
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a. Walikota dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran
yang terdapat dalam perubahan RKPD,;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

b. TAPD menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator

pengelola keuangan daerah.
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Jika tidak menyetujui, Sekretaris Daerah akan menyerahkan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada TAPD untuk diperbaiki.
Jika menyetujui maka Sekretaris Daerah akan menyerahkan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada Walikota selambatnya akhir Bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.
Walikota mengotorisasi rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta menyerahkan kepada DPRD
paling lambat minggu pertama Bulan Agustus tahun anggaran
berkenaan.
Walikota yang diwakili TAPD dan DPRD yang direpresentasikan
oleh Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
Walikota dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru dalam rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS yang tidak terdapat dalam perubahan RKPD
untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS ditandatangani dalam waktu bersamaan oleh
Walikota dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan
Agustus tahun berkenaan yang dituangkan dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS dilampiri dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS.
Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Walikota bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah
dalam menyusun perubahan RKA-SKPD
Dalam hal Walikota berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Walikota bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD; dan
2) menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS.
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1. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana
tugas kepala daerah bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS.

m. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS.

4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
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Uraian

TAPD

Sekretaris
Daerah

Walikota

DPRD

. Berdasarkan
perubahan RKPD, TAPD
menyusun rancangan
perubahan KUA &
rancangan perubahan
PPAS.,

. TAPD menyerahkan
rancangan perubahan
KUA & rancangan
perubahan PPAS
kepada Sekretaris
Daerah.

. Jika tidak menyetujui,
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan
rancangan perubahan
KUA & rancangan
perubahan PPAS
kepada TAPD untuk
diperbaiki

. Jika menyetujui maka
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan
rancangan perubahan
KUA & rancangan
perubahan PPAS
kepada Walikota
selambatnya akhir
bulan Juli.

. Setelah diotorisasi oleh
Walikota, rancangan
perubahan KUA &
rancangan perubahan
PPAS disampaikan
Walikota kepada DPRD
selambatnya minggu
pertama bulan Agustus.

. Walikota dan DPRD
melakukan
pembahasan
Rancangan KUA &
PPAS

. Kesepakatan terhadap
rancangan KUA dan
rancangan PPAS
ditandatangani oleh
Walikota dan pimpinan
DPRD paling lambat
minggu kedua bulan
Agustus

Perubahan
RKPD
e "

L

Penyusunan

Y

)

Rancangan

Y

Rancangan

Perubahan KUA

Perubahan KU A

Rancangan
Perubahan PPAS

Rancangan
Perubahan PPAS

Rancangan

v

Perubahan
KUA

Minggu |
Agustus

Minggu I1
Agustus

Otorisasi

Rancangan

KU

Rancangan
Perubahan
KUA

Rancangan
Perubahan
PPAS

Rancangan
Perubahan
PPAS

Pembahasan

Perubahan
KUA & PPAS

Perubahan
KUA & PPAS

Nota
Kesepakatan

Nota
Kesepakatan
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Dokumen
Dokumen terkait pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

KOTA BLITAR.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

II.

I1I.

VL

VIL.

(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2, Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
untuk tahun

4.2, Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

5.2. Perubahan rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
belanja tidak terduga

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan
Walikota dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat wuntuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran berkenaan

............ 5 tanggal,.vvarenons
Pimpinan DPRD Walikota
(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama) (nama)
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b. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan

PPAS)

KOTA BLITAR

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN

V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
VI. PENUTUP
Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Blitar
dalam menyusun rancangan perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga
berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Kota Blitar dan
DPRD terhadap perubahan PPAS
Tongeal;: s
Pimpinan DPRD Walikota
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama) (nama)
TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ..
SEBELUM SETELAH |BERTAMBAH/ DASAR
KODE PENDAPATAN PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG HUKUM
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4,1.01. |Pajak Daerah
4.1.02. |Retribusi Daerah
4.1.03 |Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
4.1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2, PENDAPATAN TRANSFER
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SEBELUM SETELAH | BERTAMBAH/ DASAR
KODE PENDAPATAN PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG HUKUM
4.2.01. |Pendapatan Transfer
4.2.02. |Pendapatan Transfer Antar
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3.01. |Pendapatan Hibah
4.3.02. [Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan
4.3.03. |Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
JUMLAH
TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
Plafon Anggaran
No. | Urusan/SKPD Ket
Sebelum Setelah Sectombik By
Perubahan Perubahan ettambeh/ Berkurang
1 2 - S 6 7
Urusan/
Dinas/Badan/K
L antor yang
mengalami
perubahan
2. [Dst..
TABEL 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran .....
Urusan :@ X.XX
Organisasi: X-XX.X-XX.X-XX.XX ...
PLAFON ANGGARAN
PROGRAM/ SEBELUM SETELAH | BERTAMBAH/
KODE KEGIATAN/ | SASARAN| TARGET| PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
sper ety (Rp) R | Rol [ %
1 2 3 4 ) 6 7 8
X.XX. XX Program ...
x.xx.xx.x.xx |Kegiatan...

O XN XXXX

Sub Kegiatan ...

XX XXX XXX

Sub Kegiatan ...

XXX XXX

Dst...

P o @50 45 45 6.4

Dst ...

oL

Dst ...
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TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga

Tahun Anggaran ....

PERUBAHAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
NO. URAIJAN
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
PERUBAHAN PERUBAHAN | BERKURANG
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 |Belanja Pegawai
2 |Belanja Barang dan Jasa
3 |Belanja Bunga
4 |Belanja Subsidi
S5 |Belanja Hibah
6 |Belanja Bantuan Sosial
7 |Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
ke

2.

c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR..

KOTA BLITAR
ORI . 1, (4727 1~ -

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Nama :
Jabatan !
Alamat Kantor

Walikota Blitar.

.........................................

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar

a. Nama :
Jabatan !
Alamat Kantor

Ketua DPRD Kota Blitar

.........................................

.........................................




b. Nama bk R e R R R SR S
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
ATEEE KBHIOT 7 o e i o
c. Nama S R R N S R
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Katitor © etk i

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Blitar untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan
kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran ....

............. Tanggal,.......covcvennns
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA
Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA

d. Nota Kesepakatan Perubahan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR.......... TANGGAL........

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama B e e e B R
Jabatan . Walikota Blitar.
Alamat Kantor e VB Al ey e P S e
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar
2. a.Nama B e sy S F e s s SR e
Jabatan : Ketua DPRD Kota Blitar




Alamat Kantor
b. Nama T

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar

Alamat Kantor
c. Nama e e

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar

Alamat Kantor

...........................................................

...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Kota Blitar, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD
dan Pemerintah Kota Blitar tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para
pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA
..., Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dan
rencana perubahan pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran ...

............. Tanggal,.......cco0vvnnns
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA

e. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT
DALAM PERUBAHAN RKPD
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama e TV
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Jabatan :  Walikota Blitar.
Alemat Kanlol | oot cen cr e s smne
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar
2. a, Nama . . W O WL
Jabatan : Ketua DPRD Kota Blitar
Alamab AR 1 ssvarsrrsseostm s e s S
b. Nama e R e e e AR TR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
AEnatIERor & avseamsnar TR RS
c. Nama I e e R e e
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamab Kantor & oo s
d: Bstuseanns

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru
pada perubahan KUA dan perubahan PPAS TA...... yang tidak terdapat dalam
perubahan RKPD Kota Blitar TA.......... yang selanjutnya secara lengkap
penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara
Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Walikota Blitar Ketua DPRD Kota Blitar

Nama Nama
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D. Penyusunan Surat Edaran (SE) Walikota tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD

1. Umum

a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Walikota

menerbitkan SE tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-

SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan
RKA-SKPD.

SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun

anggaran berjalan.

SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

paling sedikit memuat:

1)

2)

3)

4)
S)

prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait;

alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD;

ketentuan belanja wajib dan

dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan
PPAS, kode rekening APBD, format RKA- SKPD, format
Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan

harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada

perangkat daerah disertai dengan:

1)
2)
3)

4)

program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-
SKPD kepada PPKD; dan/atau

dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan
APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD,
analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD

serta dokumen lain yang dibutuhkan

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
b. Sekretaris Daerah,;
Walikota; dan

C.




d.
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SKPD

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

TAPD menyusun rancangan SE Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD setelah Nota Kesepakatan
Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS
ditandatangani.

TAPD menyampaikan rancangan SE Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD kepada Sekretaris Daerah
selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Jika tidak menyetujui, Sekretaris Daerah akan menyerahkan
rancangan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
RKA-SKPD kepada TAPD untuk diperbaiki.

Jika menyetujui maka Sekretaris Daerah akan menyerahkan
rancangan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
RKA-SKPD kepada Walikota.

Walikota menandatangani rancangan SE Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD menjadi SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Walikota menyerahkan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD kepada Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah mengkoordinasi penyebaran SE Walikota tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD kepada SKPD- SKPD
sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun Perubahan RKA-
SKPD.

4., Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
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Penyusunan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Uraian

TAPD

Sekretaris
Daerah

Walikota

SKPD

. Berdasarkan Perubahan KUA
& Perubahan PPAS, TAPD
menyusun Rancangan SE
Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD.

. TAPD menyerahkan
Rancangan SE Walikota
tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD kepada
Sekretaris Daerah.

. Jika tidak menyetujui,
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan Rancangan SE
Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD kepada TAPD untuk
diperbaiki

. Jika menyetujui maka
Sekretaris Daerah akan
menyerahkan Rancangan SE
Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD kepada Walikota.

, Walikota menandatangani
rancangan SE Walikota
tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD menjadi
SE Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun
anggaran berjalan.

. Walikota menyerahkan SE
Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD kepada Sekretaris
Daerah

. Sekda mengkoordinasi
penyebaran SE Walikota
tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD kepada
SKPD-SKPD sebagai acuan
Kepala SKPD dalam
menyusun Perubahan RKA-
SKPD.

Perubahan
KUA & PPAS

Penyusunan

I

W

Rancangan
SE Walikota

-.._____...-""-_-

Q_

Rancangan
SE Walikota

Tidak l

Rancangan

Rancangan

SE

LRI B P

Selambatnya 1
minggu setelah
KUA PPAS

SE

Y

SE
Walikota

—— T

Walikota
—

SE Walikota
o

E. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

1. Umum

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau Perubahan RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat
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rencana perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang

memuat rencana perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:
a. PPKD;
b. SKPD

Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

Kepala SKPD menyusun Perubahan RKA-SKPD berdasarkan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta mengacu pada SE
Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
Perubahan RKA-SKPD yang disusun meliputi:

1) Perubahan RKA-Pendapatan SKPD

2) Perubahan RKA-Belanja SKPD

3) Rekapitulasi Perubahan RKA-Belanja SKPD

4) Perubahan RKA-Pembiayaan SKPD

Kepala SKPD dapat melakukan penyusunan perubahan DPA SKPD,

meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran Kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam
perubahan DPA-SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran Kkinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelah perubahan.

Perubahan Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan

daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan

sub rincian objek pendapatan daerah.

Perubahan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,

dianggarkan dalam Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan

fungsi pada masing-masing SKPD.
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f.  Perubahan Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja
transfer dianggarkan dalam Perubahan RKA-SKPD pada SKPKD.

g Perubahan Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah dianggarkan dalam Perubahan RKA-SKPD pada:
1) SKPKD;

2) SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola pengelolaan
keuangan BLUD.
4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Uraian SKPD

1. Kepala SKPD menyusun

Perubahan RKA-SKPD berdasarkan SE Walikota tentang Fenbakan KA m
Perubahan KUA dan Perubahan Pedoman Penyusunan Perubahan

PPAS, serta mengacu pada SE Perhahng KEA PPAS
Walikota tentang Pedoman _

Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD, ASB, SHS, RKBMD dan SPM

SPM

2. Perubahan RKA-SKPD yang

disusun meliputi:

1) Perubahan RKA-Pendapatan
SEED Penyusunan

2) Perubahan RKA-Belanja SKPD

3) Rekapitulasi Perubahan RKA-
Belanja SKPD

3) Perubahan RKA-Pembiayaan v v v

SKPD. Perubahan RKA- Perubahan RKA- Perubahan RKA-
Pendapatan SKPD Belanja SKPD Pembiayaan SKPD
3. Perubahan Rencana pendapatan e

memuat urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun,

kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek Rekapitulasi Perubahan

pendapatan daerah. RKA-Belanja SKPD |
-.-._...-—-'-__-

Y

4. Perubahan belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja modal,
dianggarkan dalam Perubahan ¥

RKA-SKPD sesuai dengan tugas Perubahan
dan fungsi pada masing-masing RKA- SKPD
SKPD.

5. Perubahan Belanja bunga, belanja
tidak terduga dan belanja transfer
dianggarkan dalam Perubahan
RKA-SKPD pada SKPKD.,

6. Perubahan Penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dianggarkan
dalam Perubahan RKA-SKPD pada:
a. SKPKD;

b. SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan pola pengelolaan
keuangan BLUD.
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Dokumen
Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:
a. Perubahan RKA SKPD

KOTA BLITAR
PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

URUSAN PEMERINTAHAN :x

BIDANG URUSAN L 2

ORGANISASI PRXERY. conanarasie

Pengguna Anggaran :

a. Nama e R

b. NIP NS

c. Jabatan AT A

Kode Nama Formulir

PERUBAHAN Rincian Perubahan Anggaran

RKA-PENDAPATAN SKPD Pendapatan SKPD

PERUBAHAN Rincian Perubahan Anggaran Belanja

RKA-BELANJA SKPD SKPD

PERUBAHAN Rincian Perubahan Anggaran

RKA-PEMBIAYAAN SKPD Pembiayaan Daerah SKPD
RKA REKAPITULASI

Ringkasan Perubahan APBD

Rekapitulasi Perubahan Belanja per urusan

Rekapitulasi Perubahan Belanja per urusan dan program

Rekapitulasi Perubahan Belanja per urusan, program dan kegiatan

Rekapitulasi Perubahan Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Sub Bagian Program
Nama Nama

NIP: .......... iy ) = T——
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PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Blitar
Tahun Anggaran ...

Organisasi | X.XX.XX ...ocovvenrnnnnnns

Perubahan
RKA - SKPD

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

- —_——— Bertambah
S — (berkurang)
] Sebelum Sesudah
Rek B
eKening Perubahan | Perubahan oy i
1 2 3 4 5 6

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang
sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan
mesin

Belanja modal gedung dan
bangunan

Belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi

Belanja modal aset tetap
lainnya

Belanja modal aset tidak
berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus(Defisit)
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Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Daerah

Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo

Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan
Lainnya sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Pembiayaan netto

R S R srraEEsEERE R

Kepala SKPD

Nama
NIP
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e. Perubahan RKA-Pembiayaan SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
Kota Blitar RKA-PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran .... Rl
Organisasi : x.30¢.Xxx
Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah
Sebelum Setelah Bertambah
Kodf: Uraian Perubahan Perubahan (berkurang)
Rekening
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
......... ,tanggal.........
Kepala SKPD
Nama
NIRE s
Pembahasan
Tanggal:...............
Catatan :...............
i I
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Tanda tangan
1
2
Dst

6. Hal-hal Khusus
Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh
Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka
ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

F. Penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD
1. Umum
a. Perubahan RKA SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub
kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD
yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD
melalui PPKD untuk diverifikasi.




b.
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Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian

antara Perubahan RKA SKPD dengan:

1) Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya,;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) perencanaan kebutuhan BMD;

9) Standar Pelayanan Minimal,

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
dan

11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

Pihak Terkait

a0 oo

SKPD;
TAPD;

PPKD
Inspektorat.

Ketentuan

a.

Kepala SKPD menyampaikan Perubahan RKA SKPD kepada TAPD
melalui PPKD;

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, Perubahan RKA-SKPD juga direviu oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan Perubahan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan kepada Walikota .

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran
antara lain sebagai berikut:

1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

g. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang Perubahan APBD
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perwal tentang
Penjabaran Perubahan APBD.

h. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja
berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
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Penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD

Uraian SKPD

PPKD

TAPD

Inspektorat

1. Kepala SKPD
menyampaikan Perubahan
RKA SKPD kepada TAPD
melalui PPKD.

2. PPKD menyerahkan
Perubahan RKA SKPD
kepada TAPD

Perubahan
RKA SKPD

3. TAPD melakukan verifikasi
terhadap Perubahan RKA
SKPD

Perubahan
‘ RKA SKPD F
4. Dalam hal hasil verifikasi
TAPD terdapat
ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan

penyempurnaan.

5. Selain diverifikasi TAPD,
Perubahan RKA-SKPD
direviu oleh Aparat

Tidak

Perubahan
RKA SKPD

Pengawas Internal
Pemerintah Daerah.

6. Dalam hal hasil verifikasi
TAPD terdapat
ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan
penyempurnaan.

7. PPKD menyusun
rancangan Perda tentang
APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan
RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala
SKPD.

8. Rancangan Perda tentang
APBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan
kepada Walikota

Ya

Rancangan
Perda APBD

Dokumen
Pendukung

5. Dokumen Pendukung
Dokumen lampiran Peraturan

disajikan sebagai berikut:

Daerah tentang Perubahan APBD
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a. Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

KOTA BLITAR

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ....
Jumlah (Rp) Bertambah /Berkurang
Kode Uraian Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan | Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6

+ Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 [Pajak Daerah

4.1.2 |[Retribusi Daerah

4.13 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah vang dipisahkan
4.1.4 |Lain-lain PADyang sah

4.2 Pendapatan Transfer

421 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

4.2.2 |Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah YangSah

4.3.1 |Pendapatan Hibah

4.3.2 |Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3.3 |dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan

S Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 |[Belanja pegawai

5.1.2 |Belanja barangdanjasa

5.1.3 |Belanja bunga

5.1.4 |Belanja subsidi

5.1.5 |Belanja hibah

5.1.6 [Belanjabantuansosial

5.2 Belanja Modal

5.2.1 |Belanjamodaltanah

5.2.2 |Belanjamodalperalatandan mesin

5.2.3 |Belanja modal gedungdan bangunan

5.2.4 |Belanjamodaljalan, Jaringan, dan
irigasi

5.2.5 |Belanjamodalasettetap lainnya

5.2.6 |Belanja modalasettidak berwujud

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.1 |Belanja tidak terduga
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Jumlah (Rp) Bertambah /Berkurang
Kode Uraian Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan | Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6
5.4 Belanja Transfer
5.4.1 |Belanja bagi hasil
5.4.2 [Belanja bantuan keuangan
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
6 Pembiayaan Daerah
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 |SilPA
6.1.2 |Pencairan dana cadangan
6.1.3 |Hasil penjualan kekayaan
daerah yvang dipisahkan
6.1.4 |Penerimaan pinjaman daerah
6.1.5 |Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah
6.1.6 |Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1 |[Pembentukan dana cadangan
6.2.2 |Penyertaan modal daerah
6.2.3 |Pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo
6.2.4 [Pemberian pinjaman daerah
6.2.5 |Pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (SILPA)
......... ,tanggal
Walikota
Nama
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d. Susunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;
BAB II. Perubahan Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Perubahan Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.3. Perubahan Estimasi Pendapatan Daerah;
2.4. Perubahan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
BAB III. Perubahan Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Perubahan Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3. Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;
BAB IV. Perubahan Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Perubahan Kondisi Umum Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
4.3. Perubahan Kebijakan Umum Pembiayaan;
BAB V. Kebijakan Belanja Daerah
Memuat penjelasan perubahan ruang lingkup target dan sasaran program

dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP

Hal-hal Khusus

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh
Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka
ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.
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G. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD

1. Umum

a. Berdasarkan rancangan Perda tentang APBD, Walikota

menyiapkan rancangan Perwal tentang Penjabaran Perubahan
APBD.

Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan

APBD memuat lampiran sebagai berikut:

1)

2)

3)

ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub
rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perwal penjabaran Perubahan APBD.

2. Pihak Terkait
a. TAPD; dan
b. PPKD

3. Ketentuan
PPKD menerima Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan

a.

menyerahkannya kepada TAPD;

TAPD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen

pendukung berupa Nota Keuangan dan Rancangan Perwal
penjabaran Perubahan APBD.

4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:




61

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Uraian PPKD TAPD

Inspektorat

1. PPKD menerima Perubahan RKA SKPD Perubahan
yang telah diverifikasi dan RKA SKPD [*

menyerahkan kepada TAPD

Perubahan
RKA SKPD

Rancangan

2. TAPD menyusun rancangan Perda Perda APBD

tentang  Perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan
Perubahan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

3. TAPD menyerahkan rancangan Perda
tentang Perubahan APBD dan
dokumen pendukung yang berupa
Nota Keuangan dan Rancangan Perwal
Penjabaran Perubahan APBD untuk
mendapatkan persetujuan

Rancangan
Perda APBD

Dokumen

Pendukung
4. Rancangan Perda tentang APBD yang

telah disusun oleh PPKD disampaikan
kepada Walikota

Perubahan
RKA SKPD

5. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
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KOTA BLITAR.

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN

Kode

Uraian

Pendapatan

Jumlah (Rp)

Sebelum
Perubahan

Jumlah (Rp)

Setelah
Perubahan

Bertambah
(Berkurang)

Rp %

4.1

4.1.01
4.1.01.01
4.1,01.01.01

4.1.01.01.xx

4.1.01.xx

4.1.02
4.1.02.01
4.1.02.01.01

4.1.02.01.xx

4.1.02.xx

4.1.03

4,1.03.01

4.1.03.01.xx

4,1.03.xx

PendapatanAsliDaerah

Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
danKeuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan  mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
danKeuangan Daerah.

Retribusi Daerah

RetribusiJasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
danKeuangan Daerah.

Objek selanjutnyaSesuaiperaturan
perundang- undanganmengenai
Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
danKeuangan Daerah,

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan  mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
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4.1.04
4.1.04.01

4.1.04.01.01
4.1.04.01.xx

4.1.04.xx

4.2

4.2.01
4.2.01.01
4.2.01.01.01

4.2,01.01.xx

4.2.01.xx

4.2.02
4.2.02.01
4.2.02.01.01

4.2.02.01.xx
4.2.02.xx

4.3

4.3.01
4.3.01.01
4.3.01.01.01
4.3.01,01.xx

4.3.01.xx

Lain-lain PAD Yang Sah

Hasil Penjualan BMD yang Tidak
Dipisahkan

Hasil Penjualan Tanah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
(DBH)

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
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4.3.02
4.3.02.01
4.3.02.01.01

4.3.02.01.xx

4.3.02.xx

4.3.03
4.3.03.01
4.3.03.01.01

4.3.03.01.xx

4.3.03 .xx

5

5.1

5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.01.01

5.1.:01.01xx

5.1.01.xx

5.1.02
5.1.02.01
5.1.02.01.01

5.1.02.01.xx

5.1.02.xx

Dana Darurat

Dana Darurat

Dana Darurat

Rincian Objek selanjutnya
peraturan perundang-
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Sesuai
undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Lain-lain Pendapatan
Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya
peraturan perundang-
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Sesuai
undangan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Belanja Gaji Pokok ASN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang

Belanja Bahan Pakai Habis

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.
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aaa

aoaw

1.03

.1.03.01

.1.03.01.01

.1.03.01 .xx

.1.03.xx

1.04

.1.04.01
.1.04.01.01
.1.04.01 .xx

.1.04.xx

.1.05
.1.05.01

.1.05.01.01
.1.05.01.xx

.1.05.xx

1.06

.1.06.01
.1.06.01.01

.1.06.01 .xx

L1.06.xx

Belanja Bunga

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah

Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek  selanjutnya
peraturan perundang-
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai
undangan

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi kepada BUMN
Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek  selanjutnya
peraturan perundang-
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai
undangan

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah.

dan

Belanja Hibah
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah
Pusat

Rincian Objek  selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada

Individu

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.
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5.2

5.2.01
2.2.01.01
5.2.01.01.01
5.2.01.01.xx

5.2.01.xx

5.2.02
5.2.02.01
5.2.02.01.01
5.2.02.01.xx

5.2.02.xx

5.2.03
5.2.03.01

5.2.03.01.01
5.2.03.01 .xx

5.2.03.xx

5.2.04

5.2.04.01
5.2.04.01.01
5.2.04.01.xx

5.2.04.xx

Belanja Modal

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Persil

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Bangunan Gedung
Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan
Belanja Modal Jalan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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5.2.05
9.2.05.01

5.2.05.01.01
5.2.05.01.xx

5.2.05.xx

5.2.06
5.2.06.01
5.2.06.01.01
5.2.06.01.xx

5.2.06.xx

5.3

5.3.01
5.3.01.01
5.3.01.01.01
5.4

5.4.01

5.4.01.01

5.4.01.01.01

5.4.01.01.xx

5.4.01.xx

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Tercetak

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Modal ...

Belanja Modal ...

Belanja Modal ...

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan

Kabupaten/Kota dan Desa

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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5.4.02
5.4.02.01

5.4.02.01.01

5.4.02.01.xx

5.4.02.xx

6

6.1
6.1.01

6.1.01.01
6.1.01.01.01

6.1.01.01.xx

6.1.01.xx

6.1.02
6.1.02.01
6.1.02.01.01
6.1.02.01.xx

6.1.02.xx

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan antar
Daerah Provinsi

Belanja Bantuan Keuangan Umum
antar Daerah Provinsi

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

Pelampauan Penerimaan PAD
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak
Daerah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.




69

6.1.03

6.1.03.01
6.1.03.01.01

6.1.03.01.xx

6.1.03.xx

6.1.04
6.1.04.01
6.1.04.01.01

6.1.04.01.xx

6.1.04.xx

6.1.05

6.1.05.01

6.1.05.01.01

6.1.05.01.xx

6.1.05.xx

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek  selanjutnya
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Sesuai  peraturan

Daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek  selanjutnya
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Sesuai peraturan

Daerah.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.
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6.1.06

6.1.06.01

6.1.06.01.01

6.1.06.01.xx

6.1.06.xx

6.2

6.2.01
6.2.01.01
6.2.01.01.01
6.2.01.01.xx

6.2.01.xx

6.2,02
6.2.02.01

6.2.02.01.01
6.2.02.01.xx

6.2.02.xx

6.2.03

6.2.03.01

6.2.03.01.01

6.2.03.01.xx

6.2.03.xx

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
Jangka Pendek

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Sesuai peraturan

Jumlah
Penerimaan
Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Sesuai peraturan

Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Sesuai peraturan

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang
Jatuh Tempo

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Sesuai peraturan
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6.2.04
6.2.04.01

6.2.04.01.01

6.2.04.01.xx

6.2.04.xx

6.2.05

6.2.05.01
6.2.05.01.01
6.2.05.01.xx

6.2.05.xx

6.3

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat

Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat
RincianObjekselanjutnyaSesuaiperaturanp
erundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pinjaman BLUD

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

Rincian  Objek  selanjutnya sesuai
peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Pengeluaran
pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

Nama
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6. Hal-hal Khusus

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh

Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka

ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

H. Persetujuan Rancangan Perda Perubahan APBD

1

Umum

a.

Walikota wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran
berkenaan.

Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
dilaksanakan oleh Walikota dan DPRD setelah Walikota
menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan,
rancangan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD,
Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS

Dalam hal Walikota tidak dapat melaksanakan pembahasan
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, maka Walikota
menunjuk pejabat yang mewakilinya untuk melakukan
pembahasan.

Pembahasan Perubahan APBD oleh DPRD direpresentasikan oleh
Badan Anggaran.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD,
Walikota dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan
Perda tentang Perubahan APBD yang terdapat/tidak terdapat
dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk disetujui

bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan
dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
Penambahan  atau perubahan kegiatan/sub kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam huruf f berdasarkan telaah atas
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kriteria keperluan mendesak yang dituangkan dalam Berita Acara

Kesepakatan antara Walikota dan DPRD.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang

perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Walikota paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan

berakhir.

Berdasarkan persetujuan bersama, Walikota menyiapkan

rancangan Perwal tentang penjabaran APBD.

Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan

bersama dengan Walikota terhadap rancangan Perda tentang

perubahan APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran yang

telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan

setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Dalam hal Walikota berhalangan tetap, Wakil Walikota bertugas:

1) Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan
APBD kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

. Dalam hal Walikota berhalangan sementara, Walikota

mendelegasikan kepada Wakil Walikota untuk:

1) Mengajukan rancangan peraturandaerah tentang
Perubahan APBD kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap atau

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana

tugas Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD  kepada DPRD, sedangkan

penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan

peraturan daerah tentang Perubahan APBD dilakukan oleh

pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara

Walikota.
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Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas

pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap

rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Pihak Terkait
a. Walikota; dan
b. DPRD

Ketentuan

a.

Walikota mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
Walikota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda
tentang APBD dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD,
Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh
Walikota dan pimpinan DPRD

Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Walikota
menylapkan rancangan Perwal tentang penjabaran Perubahan
APBD.

Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
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Persetujuan Rancangan Perda Perubahan APBD

Uraian Walikota DPRD

1. Walikota mengajukan rancangan Perda
tentang Perubahan APBD disertai penjelasan
dan dokumen pendukung kepada DPRD
minggu kedua bulan September tahun
anggaran berkenaan

Rancangan Perda
Perubahan APBD

Dokumen
Pendukung

| Rancangan Perda

2. Walikota dan DPRD melakukan pembahasan "| Perbahan APBD
rancangan Perda tentang Perubahan APBD Dokumen
dengan Dberpedoman kepada Perubahan Pendukung

RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.

3.Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak |  spants.
mengambil keputusan bersama dengan Berkenaan
Walikota terhadap rancangan Perda tentang
perubahan APBD, Walikota melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam
APBD tahun anggaran berkenaan Persetujuan Persetujuan
Bersama Borsima
—
4. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang
Perubahan  APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani
oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berkenaan berakhir. i
Rancangan Perda
5. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah stk

dilakukan, Walikota menyiapkan rancangan
Perda Perubahan APBD dan Perwal tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan Perwal
Penjabaran
Perubahan APBD

5. Dokumen
Dokumen untuk tahapan ini berupa:

a. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan Perubahan APBD.
BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA DAN DPRD KOTA BLITAR

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN ....

1. Nama B e R T A S A T
Jabatan :  Walikota Blitar.
Alamat Kantor T ——
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU




2. a.Nama E R AR b e n oAy Y SRR AR SRRSO
Jabatan :  Ketua DPRD Kota Blitar
N s S,
b. Nama R S A e s
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
AlamBE KADIOL & Goiiiirmisnimarenmmnmmsnmomissvtinainshisnrssirases
c. Nama Y e e AR R S A R R
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor © oo basessesisntsmspessanansns
G DRE. e
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ...
yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran ...
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran ... selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4, PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat

pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya
4 1y -] R —
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA
Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA
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b. Berita Acara Kesepakatan Penambahan/Perubahan Kegiatan/Sub
Kegiatan.

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

TENTANG
PENAMBAHAN/PERUBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA PERUBAHAN APBD YANG TIDAK TERDAPAT DALAM
PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama ey R
Jabatan . Walikota Blitar.
AlaMEE KRGO 1 cmesvmsemms e oiss s s s s s s s s is
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar
2. a. Nama R A R e R
Jabatan :  Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kamtor oot re s ereren s rae e rens
b. Nama A S T AR S SR
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantolf 1 st
c. Nama 3 J S’ eem——— e G waasasmmet S S ————————
Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kafitor | oceinmimsnsininsssss s O ———

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan/perubahan
kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan APBD TA...... yang tidak terdapat
dalam Perubahan KUA/ Perubahan PPAS Kota Blitar TA.......... yang
selanjutnya secara lengkap penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan
baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Walikota Blitar Ketua DPRD Kota Blitar

Nama Nama
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Evaluasi Rancangan Perubahan APBD

1. Umum
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda

tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.

2. Pihak Terkait
a. Walikota;
b. Gubernur; dan
c. DPRD

3. Ketentuan

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Walikota
mengirimkan rancangan Perda Perubahan APBD yang telah
disetujui bersama antara Walikota dan DPRD beserta rancangan
Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD, Perubahan RKPD,
Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS beserta lampirannya
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

b. Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran
perubahan APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai
lampiran.

c. Lampiran sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah:

1) surat walikota perihal penyampaian rancangan Perubahan
KUA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD;

2) nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

3) surat walikota perihal penyampaian rancangan Perda tentang
Perubahan APBD kepada DPRD;

4) persetujuan bersama antara walikota dan DPRD terhadap
rancangan Perda tentang Perubahan APBD;

5) RPJMD;

6) risalah rapat;

7) nota keuangan,;

8) pengantar nota keuangan;
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9) tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan
APBD;

10) daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah
pusat;

11) tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada
RPJMD, Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS,
dan rancangan Perubahan APBD ;

12) tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;

13) tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;

14) tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan
standar pelayanan minimal; dan

15) dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan
evaluasi

. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan peraturan
walikota tentang penjabaran Perubahan APBD, dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) serta dokumen lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan dalam bentuk
hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk
portable document format (PDF).

. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan

keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Walikota paling lambat

15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran

Perubahan APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

menyatakan hasil evaluasi adalah sesuai, maka Walikota

menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi

Perda dan rancangan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD

menjadi Perwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat menyatakan hasil evaluasi adalah tidak sesuai, Walikota

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-

langkah sebagai berikut:




1)

4)

S)

6)

7)

8)

9)
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Walikota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan
Anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD

Keputusan Pimpinan DPRD, hasil penyempurnaan evaluasi
dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3
(hari) setelah ditetapkan.

Keputusan Pimpinan DPRD, hasil penyempurnaan evaluasi
dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan kepada
biro hukum pemerintah provinsi sebagai salah satu dokumen
pendukung dalam pemberian nomor register.

Biro hukum pemerintah provinsi berkoordinasi dengan
perangkat daerah Kota Blitar yang membidangi pengelolaan
keuangan daerah untuk menyatakan hasil evaluasi
gubernur telah ditindaklanjuti

Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Walikota melakukan penetapan Perda
tentang Perubahan APBD.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Walikota
menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang Perubahan APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna

berikutnya

. Perda Perubahan APBD harus mendapat nomor registrasi dari

Gubernur terlebih dahulu.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan

DPRD, dan Walikota menetapkan rancangan Perda tentang

Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perwal tentang

penjabaran Perubahan APBD menjadi Perwal dengan konsekuensi

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:

Evaluasi Rancangan Perubahan APBD

(lima belas) hari terhitung sejak
rancangan Perda tentang
Perubahan APBD dan rancangan
Perwal tentang Penjabaran
Perubahan APBD diterima.

3. Jika gubernur menyatakan hasil

evaluasi adalah sesuai, maka
Walikota menetapkan rancangan
Perda tentang Perubahan APBD
menjadi Perda dan rancangan
Perwal tentang penjabaran
Perubahan APBD menjadi Perwal.

. Jika gubernur menyatakan hasil
evaluasi tidak sesuai, Walikota
bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari

.Jika hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Walikota dan
DPRD, Walikota menetapkan
rancangan Perda tentang
Perubahan APBD menjadi Perda
dan rancangan Perwal tentang
penjabaran Perubahan APBD
menjadi Perwal, dengan
konsekuensi penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

. Jika hasil evaluasi ditindaklanjuti
oleh Walikota dan DPRD, Walikota
menetapkan Perda tentang
Perubahan APBD berdasarkan
Keputusan Pimpinan DPRD
setelah mendapat nomor registrasi
dari Gubernur

Uraian Walikota DPRD Gubernur
1. Paling lambat 3 (hari) setelah Ranperda
persetujuan bersama, Walikota Perubahan APBD
mengirimkan rancangan Perda | Ranperwal
Perubahan APBD yang telah Penjabaran
disetujui bersama antara Walikota Perubahan APBD
dan DPRD beserta rancangan
Perwal tentang Penjabaran Ratineet
Perubahan APBD, Perubahan L e
RKPD, Perubahan KUA, dan s
Perubahan PPAS kepada gubernur. Perubahan APBD
O+
. Gubernur menyampaikan Ya
keputusan mengenai hasil evaluasi
kepada Walikota paling lambat 15 Sesuai

Ranperda 2
Perubahan APBD [T
Ranperwal

Penjabaran
Perubahan APBD

Penetapan

Y

Perda Perubahan
APBD

Perwal
Penjabaran
Perubahan APBD

Penetapan

A 4

Perwal
Penjabaran
APBD

T

Tidak

Ranperda
Perubahan APBD

Ranperwal
Penjabaran
Perubahan APBD

Keputusan

Pimpinan
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5. Dokumen

Dokumen untuk tahapan ini sebagai berikut:

a. Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KOP DAERAH
TABEL
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
PEMERINTAH KOTA BLITAR
NO URAIAN WAKTU | KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)

1. | Penyampaian Rancangan Perubahan KUA
dan Rancangan Perubahan PPAS oleh
Walikota kepada DPRD

2. | Kesepakatan antara Walikota dan DPRD
atas Rancangan Perubahan KUA dan
Rancangan Perubahan PPAS

3. | Penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD oleh
Walikota kepada DPRD

4. | Persetujuan bersama DPRD dan Walikota

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran
informasi ini. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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f. Tabel Format Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ...

KOTA BLITAR
No Komponen Perhitungan Jumlah
) (2) (3)
1. |a. Belanja pada Dinas Pendidikan: (a)

1) Belanja Operasi

a) belanja pegawai

b) belanja barang dan jasa

c) belanja hibah

d) belanja bantuan sosial.

2) Belanja Modal

g|8|8|g|5|8 %

3) Belanja Transfer

b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi (b)
pendidikan, antara lain:

1) Sub Kegiatan .... pada Perangkat Daerah .... Rp. ...
2) dst... Rp. ....
2. |Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (c)=(a)+(b)
3. |Total Belanja Daerah (d)
4. |Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah (e)=[(c):(d)]x100%

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarmya

Walikota Blitar
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g. Tabel Format Perhitungan Alokasi Anggaran Kesehatan

KOP DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ...

KOTA BLITAR

No

Komponen Perhitungan Jumlah
(1) (2) (3)
1. |a. Belanja pada Dinas Keschatan: (a)
1) Belanja Operasi Rp. ...
a) belanja pegawai Rp. ioea
b) belanja barang clan jasa Rp.. ..
¢) belanja hibah Rp. ....
d) belanja bantuan sosial. Rp. ....
2) Belanja Modal Rp. ....
3) Belanja Transfer Rp. ...
b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan (b)
antara lain:
1) Sub Kegiatan .... pada Perangkat Daerah .... L5
2) dst... Rp. ....
2. |Alokasi Anggaran Kesehatan (c)=(a)*(b)
3. |Total Belanja Daerah (d)
4. |Gaji ASN (e)
5. |Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (NH=(d)-(e)
0.

Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah di luar Gaji ASN

(2)=[(c):(D]x100%

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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h. Tabel Alokasi Belanja Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal

KOP DAERAH

ALOKASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ...

KOTA BLITAR
. Target Kinerja
No SPM Uraian Jumlah (Rp) Volume e
(1) (2) (3) (4} (5) (6)
I. |Pendidikan Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
SabTotadl = @ 0V (a)
Total Belanja SKPD SR 4
Rasio Belanja SPM (e)=[(a):(b)]x100%
II. |Kesehatan Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total «eeee (8)
Total Belanja SKPD )]
Rasio Belanja SPM (c)=[(a):(b)]x100%
I11. |Pekerjaan Umum Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst .
S Total . (a)
Total Belanja SKPD cenn (B)
Rasio Belanja SPM (c)=[(a):(b)]x100%
IV. |Perumahan Rakyat Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sw Total 1 ... (a)
Total Belanja SKPD e |+ |
Rasio Belanja SPM (c)=[(a):(b)]x100%
V. | Trantibumlinmas Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst
Sub Total )
Total Belanja SKPD ceen (B)
Rasio Belanja SPM (e)=[(a):(b)]x100%
V1. |Sosial Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
dst S
Sub Total e (@)
Total Belanja SKPD - 1))
Rasio Belanja SPM {e)=[(a):(b)]x100%
Total Belanja SPM (d)
Total Belanja Daerah (e)
Rasio Belanja SPM Terhadap Belanja (D=[(d):(e)]x100%
Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini,

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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i. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

KOP DAERAH

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

TAHUN ...
KOTA BLITAR
No Rancangan APBD Temuan Evaluasi Penjelasan /Tindak Lanjut
(1) (2) (3) (4)

I. | Pembiayaan

II. | Belanja

III. | Pembiayaan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran
informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Walikota Blitar
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Risalah Rapat

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
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KOP DPRD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

RISALAH RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ....

Tahin SIdang 7 weisiasmiiimmiis
Masa PefSidBngin: ..cwosaeisisississsiosios
Jenis Rapat @ i,
Hari/Tanggal @ ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnns
Waktu = e
TEEPEE 3 3 s
KetuaRapat @ cicansesaveaiviiis
SERTETATIO RAPAE. | e
Acara D e
Hadir DPRD

I mceasmanvsisas

B G

Pemerintah Kota Blitar

LU

S S S —
Risalah Rapat
No Nama Uraian

Pemerintah Kota Blitar

Nama

Hal-hal Khusus

DPRD Kota Blitar

Nama

Jika aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang wajib dipakai oleh

Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan sistem dan prosedur di atas maka

ketentuan yang ada dalam peraturan Walikota ini dapat dimodifikasi

sesuai dengan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri.
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J. Penetapan Perubahan APBD

1.

Umum

1)

2)

3)

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan
Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Walikota menjadi Perda tentang Perubahan APBD
dan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD.

Walikota menyampaikan Perda tentang APBD dan Perwal tentang
penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah Perda dan Perwal ditetapkan.

Dalam hal Walikota berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perwal tentang penjabaran
APBD.

Pihak Terkait

a.

C.

Walikota;

b. DPRD; dan

Gubernur

Ketentuan

a.

Walikota menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan

rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perwal

tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:

1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
Walikota harus mendapat nomor registrasi atas Perda Perubahan

APBD dari gubernur.

Walikota  beserta  Sekretaris Daerah  menyusun dan

menandatangani:

1) penetapan rancangan Perda Perubahan APBD menjadi Perda;
serta

2) penetapan rancangan Perwal Penjabaran Perubahan APBD

menjadi Perwal.

4. Bagan Alir

Bagan alir untuk tahapan ini sebagai berikut:
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Uraian Walikota DPRD Gubernur

. Gubernur menyampaikan SK Gubenur | SK Gubemur

keputusan mengenai Perda tentang -

Perubahan APBD dan rancangan U Resistinsi

2 Registrasi PEmRRsl

Perwal tentang Penjabaran o —

Perubahan APBD menunjukkan ]

hasil sesuai. Y

Ranperda
Perubahan APBD
Ranperwal

. Walikota beserta Sekretaris Daerah
menetapkan rancangan Perda
tentang Perubahan APBD menjadi
Perda dan rancangan Perwal
tentang penjabaran Perubahan
APBD menjadi Perwal.

. Pimpinan DPRD menyetujui
penyempurnaan Ranperda
Perubahan APBD dan Ranperwal
Penjabaran Perubahan APBD
berdasarkan hasil evaluasi
Gubernur

. Keputusan Pimpinan DPRD
mengenai hasil penyempurnaan
disampaikan kepada Gubernur dan
biro hukum pemerintah provinsi
paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan

. Gubernur melalui dan biro hukum
pemerintah provinsi memberikan
nomor register untuk penetapan
perubahan APBD

. Berdasarkan Keputusan Pimpinan
DPRD dan Nomor Registrasi,
Walikota beserta Sekretaris Daerah
menetapkan rancangan Perda
tentang Perubahan APBD menjadi
Perda dan rancangan Perwal
tentang penjabaran Perubahan
APBD menjadi Perwal

Penjabaran

Perubahan APBD

\__l//_

Penetapan

.

Perda Perubahan
APBD

Perwal
Penjabaran
Perubahan APBD

Keputusan
Pimpinan DPRD

Keputusan
Pimpinan DPRD

Keputusan

Nomor

Pimpinan DPRD

Registrasi

Nomor

Registrasi

Ranperda
Perubahan APBD
Ranperwal

Penjabaran
Perubahan APBD

Penetapan

.

Ranperda
Perubahan APBD

Ranperwal
Penjabaran
Perubahan APBD

Registrasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO




L.

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

A. PENDAHULUAN

1.

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan
daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan

daerah, dapat dibedakan:

a. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota;
dan/atau

b. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan

daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Walikota, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan
jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

b. Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan
sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti

meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

Surat Tanda Setoran (STS);

Nota Kredit dari Bank;

Surat Perjanjian;

Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan;

m. Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara

tunai dan non tunai, dengan cara:

a.

Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan
penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang sah yang
telah ditandatangani Kepala OPD.

Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan
dengan bukti berupa nota kredit.

Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah
Kuasa BUD menerima nota kredit/Rekening Koran (RC) dan STS
yang telah divalidasi oleh Bank.

Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan

wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD,

sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan

Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan wewenang

pengelolaan pajak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan wewenang

pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan| Bendahara Penerimaan di SKPD

Daerah yang Dipisahkan yang melaksanakan fungsi BUD,

§



Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Lain-lain  Pendapatan  Asli| kecuali:
Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi
Transfer Pemerintah Pusat tetap dikelola oleh Bendahara
Transfer Pemerintah Daerah Penerimaan di SKPD terkait
Hibah 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
Dana Darurat BLUD terkait
Lain-lain Pendapatan Sesuai 3. Pendapatan Hibah Dana BOS,
dengan Ketentuan Perundang- Dana kapitasi dan pendapatan
undangan lainnya  yang dikelola oleh

Bendahara Khusus.

B. PENETAPAN DAN PENAGIHAN

Proses penetapan pendapatan daerah diatur sebagai berikut:

1.

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Walikota atau pejabat
yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan
daerah.
Penetapan pendapatan dapat berupa:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
e. Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.
Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib
retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara
penerimaan/ bendahéra penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan.
Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut
yang ditunjuk oleh PA/KPA.
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan

dokumen penetapan.
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Proses penagihan pendapatan daerah diatur sebagai berikut:

1. Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, surat
elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik
lainnya.

2. Langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:

a. Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan
dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.

b. Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang
tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.

c. Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak
yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

3. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a. Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan
dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b. Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihak
ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh
pihak ketiga;

c. Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-
SKPD.

4. Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a. Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan
kepada pihak ketiga;

b. Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD; dan

c. Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan
pendapatan.

5. Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai
dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara
elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk

membayar pendapatan daerah.,

C. PENERIMAAN
Proses penerimaan pendapatan daerah diatur sebagai berikut:
1. Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:
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a. Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih,
pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang
yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen
penetapan.

c. Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda
Bukti Penerimaan minimal S (lima) rangkap untuk diberikan kepada
pihak ketiga sebanyak 1 (satu) rangkap, untuk BUD 3 rangkap dan 1
(satu) rangkap untuk arsip.

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat
dalam waktu 1 hari dengan membuat STS yang mencantumkan kode
rekening pendapatan sampai dengan sub rincian obyek pendapatan.

e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerbitan STS di Buku Register STS dan BKU

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai

berikut:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima
nota kredit atas penerimaan pendapatan.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

1) Meneliti nota kredit atau tanda bukti bayar yang sah diterbitkan
Lembaga mitra pembayaran.

2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
pada dokumen penetapan.

c. Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai
dianggap sah  setelah Bendahara  Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan minimal 2 (dua) rangkap

untuk diberikan kepada pihak ketiga sebanyak 1 (satu) rangkap dan
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untuk arsip sebanyak 1 (satu) rangkap pihak ketiga yang telah

melakukan pembayaran.

e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

f. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat
STS yang mencantumkan kode rekening pendapatan sampai dengan
sub rincian obyek pendapatan.

3. Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan
cara:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat
perjanjian/MOU di awal tahun dengan pihak bank untuk melakukan
pindah buku secara otomatis/langsung ke RKUD ketika ada
penerimaan pendapatan pada rekening Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu maksimal 1 kali 24 jam.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima
nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan SKPD;

c. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi sebagai berikut.

1) Mencermati nota Kkredit atau notifikasi perbankan atas
penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

2) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak
diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan
wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang
diterima langsung RKUD;

3) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

d. Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai dianggap
sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi.

e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat
STS yang mencantumkan kode rekening pendapatan sampai dengan
sub rincian obyek pendapatan.

4. Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui
transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran
secara online yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari

lembaga keuangan bank dan non bank.
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S. Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction
Process (ETP) antara lain: agent banking, mobile/phone banking, car
banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking,
QRIS/ Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management
System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

6. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi
secara periodik dengan Bank.

7. Dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain sebagai
berikut:

a. Surat Tanda Setoran (STS)

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. STS o—
Tanggal Tt
Bank iy
No. Rekening Sl
Penerimaan tanggal it e

Harap diterima uang Sebesar AP v we s e [ BB BIIR w110 o i con wam snn smsn vin sn sunins sas wrs s0s)
De ngan Rindan Penerimaan sebagai berikut:

TR RS T
EE | ko o £
JUMLAH
Me rige tahui, Disiapkan aoleh,
Pengguna Anggaren/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Anggaran Penerimaan Pembantu
¥
L g
Nama Nama
NEP: oo vin s NEP v veen e

b. Register STS
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PEMERINTAH KOTA BLITAR
L2 () J—
TAHUN ANGGARAN ...

Disetujul oleh, Dislapkancleh,

Pengguma Anggaran/ Kuasa Bendarara Penerimaan/
Pengguna Anggaran Bandatura Penermean
siio :
Hama HNama

11 Ep—— L [ Co— -

PEMBUKUAN

Pembukuan pendapatan daerah diatur sebagai berikut:

1.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan menggunakan

dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:

a. Tanda Bukti Penerimaan;

b. Surat Tanda Setoran;

c. Nota Kredit Bank;

d. Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di
atas.

Buku-buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

sebagai berikut:

a. Laporan Penerimaan dan Penyetoran;

b. Register STS;

c. Buku Kas Umum;

d. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara lain:

a. Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

b. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening

bendahara penerimaan
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Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum

Daerah

Pembukuan atas Penerimaan Tunai

a.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti
Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas
Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan
disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non Tunai

a.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti
penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang
sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan
sesuai dengan kode rekening pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke
RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan

disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

a.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit
atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku
Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat

baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan
disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
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8. Buku Penerimaan terdiri dari;:

a. Buku Kas Umum

PEMERINTAH KOTA BLITAR
3¢ S
TAHUN ANGGARAN. s

BUKU KAS UmMUM

Mo. | Tanggat

P oo 81 i i

Kode

No. Buktl
e ‘uh Rekening

Penerimaan

Spido Kas di Bendahars Pansrimaan/Bendahara Panerimaan Pembantu

B0 o mmpasia s

LSRR EEINR o e i i ik s s R S A Rk et
tard il dwri

& Tunai L T AR b

b Bank Rl

Disetujuieieh,
Pangguna Anggaran/
Kunss Pengguna

By
[

Mama

(1] | - T R—

Disispkanoleh.
Bandahara Fenerimasn/
Bendahara Peanerimaan

&
B
o]

Hama
| | R




{1

b. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SKPD..........

TAHUN ANGGARAN....ccciaue

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode; ...

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan
- ¥
: o
Nama Mama
N i MR e

b. Buku Pembantu Kas Bank

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SKPD.qcvsus
TAHUN ANGGARAN.....cri,

BUKU PEMBANTU BANK
Petiode; vuminmmmin

No. | Tengast | No. Bukis © Uraian

Disetujuioleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan
B 3
2]
lama Nama
HIP: viianm NP3 i

PELAPORAN
Pelaporan pendapatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif

kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.
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Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling

lambat tanggal S bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada

tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan

penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan

memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan

saldo kas yang ada di Bendahara.

LPJ tersebut dilampiri dengan:

a. BKU

b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c. Register STS

d. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi

dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai

bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan

daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

a. Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

b. Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
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c. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna

Anggaran.

Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan Pembantu, sebagai berikut:

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
penutupan BKU.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan
dan Penyetoran.

c. Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

d. Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan sebagai berikut:

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan
BKU.

b. Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

c. Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

d. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu.

f. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam

proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan vyang merupakan gabungan dengan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

14. Tahapan Penyampaian LPJ Administratif sebagai berikut:
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a. Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

S) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti  transaksi  penerimaan  beserta tanda  bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya

c. Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penerimaan.

1) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan
menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ
Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

2) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

15. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan
(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan kepada PPKD selaku BUD

b. PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi
penerimaan.

c. Laporan Bendahara Penerimaan dimasukkan dalarn map snell

warna hijau dan dibuat 2 rangkap

16. Dokumen laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai berikut:




15

a. LPJ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE
A. Penerimaan L
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. 377 e
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu RP. civavviaiie
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan 31 A
4, Melalui ke rekening kas umum daerah HBssassosii
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3} RP. cemmmrceemns
C. Jumlah penyetoran BP. o rsnmespesmin
D. SaidoKas di Bendahara e TR
1. BendaharaPenerimaan B aiiiaasiaits
2. BendaharaPenerimaanPembantu ...... ;1 o SR
3. BendaharaPenerimaanPembantu ... RP: covrrsvnmnne
4, dst... ;1 T
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
¥ ¥
] i
2] a
Nama Nama

NiP: ... NIP: cvrerm
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b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH KOTA BLITAR
£ G -
TAHUN ANGGARAN.....cu

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN
Perode! o imimm

W oo |~ [a fun | [ |ra fs

Jumlah Penerimaan:

Tunai tRp
Non Tunai rek SKPG :Rp
RKUD iRp
TOTAL 1Rp
Jumlah Penyetoran:

[Tunai tRp
Transfer tRp
TOTAL Rp

Saldo Kas di Bend Penedmaan:

[Tunai: Rp
|Bank : Rp
Disetujui oleh, Dizispkan gleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/
Anggaran Bendahara Penerimaan
¥
B
e et
Nama
NP veins e

REKONSILIASI PENERIMAAN
Rekonsiliasi penerimaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
a. kesesuaian perhitungan atas laporan  pertanggungjawaban
penerimaan
b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

analisis capaian realisasi penerimaan
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2. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD
selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodic yang
dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

3. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

4. Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD
memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah
sesuai ketentuan, yaitu;

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan
mutasi RKUD.

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian
realisasi penerimaan.

4. Dokumen rekonsiliasi penerimaan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR
REKONSILIASI PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN .....ccccev
A Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan Rp.

B. Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu

S Rp.
c.Dst Rp.

Total Rp.
C. Error/Kesalahan Pencatatan Penerimaan

A oran it pt Rp.
B it s Rp.
. Dst Rp.

Total Rp.
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G. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

i1

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai

berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang

dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, memiliki

kriteria sebagai berikut:

a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan

b. objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

b. rekomendasi APIP;

c. rekomendasi BPK-RI;
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan/atau

e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran dilampiri

a. Foto Copy Jati diri yang berlaku atau dokumen setaranya;

b. Foto Copy Tanda Lunas Pembayaran atau dokumen setaranya; dan

c. Foto Copy Bukti Rekening yang dituju (penerima transfer).

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau




6.

10.

11

12,

19

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang
sudah disampaikan.
Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil
verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB oleh SKPD
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan
secara lengkap.
Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen
lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan
retribusi daerah.
Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi
daerah kepada BUD SKPD selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak
diterbitkan SKPDLB, SKRDLB atau dokumen setara.
Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan SP2D untuk

pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan sebagai berikut:

a. Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan
pendapatan daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PA mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan

Penerimaan Daerah:
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1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada

rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas

kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening

belanja tidak terduga.
c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya dilakukan, Bendahara Penerimaan
SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud
melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah.

2) Berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun yang
sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan
penerimaan daerah

2) Berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah vyang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada
sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan
penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada belanja

tidak terduga.

II. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Ketentuan umum yang berlaku di penatausahaan pengeluaran adalah sebagai

berikut:

Ls

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan
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diundangkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut di atas

tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan

pembayaran setelah:

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA /KPA beserta bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen
pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak

melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas

Umum Negara.

Penyusunan DPA SKPD

1. Umum
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci
sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a. SKPD;
b. TAPD;
c. PPKD; dan

d. Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan
Ketentuan pada tahapan ini adalah:
a. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling

lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Walikota tentang Penjabaran
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APBD ditetapkan. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-

kurangnya memuat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)
S)

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Rencana penarikan dana setiap SKPD;

Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD dan menyerahkan

rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling

lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.
Rancangan DPA-SKPD mencakup:

1)

2)

3)

Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD
yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun,
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD
dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek pendapatan.

Rancangan DPA-Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-
Rincian Belanja SKPD.

4) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
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Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan SKPD.

5) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

d. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

e. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat
6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain
1) standar harga satuan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat.

f. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD
melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil
penyempurnaan kepada TAPD.

g. PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD
yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selambatnya
15 hari setelah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
ditetapkan.

h. PPKD menyerahkan DPA SKPD kepada SKPD dan Inspektorat
selambatnya 7 hari setelah pengesahan DPA SKPD.

Dokumen
Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:
a. Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD
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PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...........

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama I e

b. NIP ¥ oo

G Jabatat: | coseaaenais

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Blitar sebagai dasar
pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh, Disahkan oleh,

Sekretaris Daerah PPKD
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b. Format DPA-SKPD

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...........

URUSAN PEMERINTAHAN : X ..oiiiiiiiannnn.

BIDANG URUSAN
ORGANISASI

Pengguna Anggaran :

a. Nama T
b. NIP ¥ e e e st
coJabatan | curmsnemsaes

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Nama
NIP

Pengguna Anggaran,

Nama
NIP
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c. Ringkasan DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir
Kota Blitar DPA/SKPD
Tahun Anggaran......
Organisasi D 9+ 3 o SO
- G - - S e e

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kod:e Ussian Jumlah (Rp)
Rekening
1 2 3
Pendapatan
Belanja
Surplus/ (Defisit
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan
Rencana Realisasi Rencana
Penerimaan per Bulan *) Penarikan Dana = | ......... ,tanggal.........
Januari RP..ccoovessss Januari Rkt cuctize Pengguna Anggaran
Februari Bpacesi Februari R ssusuaqasne
Maret RP:cevessenses Maret Rp.icevvuennnn.
April Rpisconagus April B
Mei Rp..coverens.. | Mei RY9cves iwnnsns Nama
Juni Rp..cceareases Juni Rp..ooooeerens ., 51 =
Juli R sccssames | SOl s .
Agustus RPosiisiiss Agustus Rpisssannsnis
September RP.csnsusiass September G
Okfobe r Rp..cooevnn... Oktober Rp..covannnn Men%?;gkan’
Novembe r RP:svuinaainia Novembe r o
Desember 154 o Desember Rp.cooviinnnnn
Jumlah T Jumlah B
Nama
') 5 R —
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabata Tanda
1
2
dst
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DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Kota Blitar DPA-
Tahun Anggaran...... PEN?fEfTAN
Organisasi FEME AL ovvrvsvarssismnmmis
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekeni Uraian Volume Satua | - (Rp)
Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per
Januari Ritccmmmmmmasnanss | 000 coumesetEs stanggal.........
Februari BB Pengguna Anggaran
Maret 25 «
April RB...ccvuesesecesseeees
Mei BB icicinviniani
Juni RP.o.oveeeeeeiiieaenes
Juli T ——
Agustus RP.oeeeveeieeeneianns Hama.
September Rhsssaumse 11 § AT
Oktober Risisiiussaivtassnits
November N .
Desember Bossauisauisvvasisis Mengesahka
Jumlah 5 ERRR———— n PPKD
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst
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e. DPA-Belanja SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA

Kota Blitar

Formulir
DPA-

Organisasi

XXX XXX

BELANJA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan

Kegiatan |

Sub
Kemaotan

Jumlah

Tahun

Tahun n

Bela

nja

Bela
nja

Bela

nja

Juml Tz?hun

-
b
o
»

10

Tida
11

13 14

Bidang Urusan ...

Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan ....

dst ..

Kegiatan ...

Sub Kegiatan

dst ...

Belanja Penunjang

dst ..,

Urusan ...

Bidang Urusan ...

Program ...

Kegiatan ...

Sub Kegiatan ...

ast.u

Kegiatan ...

dst ...

Belanja Penunjang

dst ...

Urusan ...

Bidang Urusan ...

Kegiatan

Sub Kegiatan ....

dst...

Kegiatan ...

dst ...

Belanja Penunjang

dst ...

dst ...

dst....

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Bulan*)

Januari

Februari

Maret

April

Rp

...........................

Mei
Juni

Rp

...........................

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Rp

Desember

Jumlah

Disetujuioleh,
oleh, PPKD

wotanggal.........

Disiapkan
PA
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f. DPA-Rincian Belanja SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir
Kota Blitar DPA-
RINCIAN
Nomor DPA : IDINT anrra

Urusan Pemerintahan :

Bidang Urusan

ssssasns

ProEra:m

Kegiatan

Organisasi

Unit

Alokasi Tahun -1

Rp. (terbilang)

Alokasi Tahun

: Rp.

(terbilang)

Alokasi Tahun +1 8

Rp.

(terbilang)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kerja

Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Sub Kegiatan

LREXLEX

Sumber Pendanaan

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan

: (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Keterangan H
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekeni Koefisien
ng Ureiiédin / Satuan Harg PPN (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan X.XX.XX
Sumber Pendanaan  :...........
Lokasi . (sampai Desa/Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)
Waktu Pelaksanaan Mulai...... Sampai........
Keterangan :
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekeni Koefisien
ng Utaian / Satuan Harg PPN (Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Rencana Penarikan

Dana per Bulan*)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Jumlah

Pengguna Anggaran

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

NIP

Jabatan

Tanda Tangan
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g. DPA-Pembiayaan SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH

Formulir DPA-

Kota Blitar
Tahun Anggaran

PEMBIAYAAN
SKPD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah

Organisasi

¢ XXXXXX

-----------------------------

Kode
Rekening

Jumlah (Rp)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per
Bulan*)
Januari Rbiswmmioammnsnnss | sweneeess stanggal...oi
Februari B oiunasmnimsivsnis Pengguna Anggaran
Maret BDiciassan
April T Nama
Mei 4 S NIP: ..........
Juni 15 R -
Juli | O, Mengesahkan,
Agustus R sesssmsssnmsspmrnss PPKD
September R wiivuisnvmaonswvnisy
Oktober Bl o sy Nama
November T ——— NIP: covienee
Desember R
Jumla | RPussessessenisriassis
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabata | Tanda Tangan
1
2
dst
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Penyusunan Anggaran Kas

1. Umum

a.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD
dalam setiap periode.

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub
rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan
untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi
penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan
dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana
penerimaan setiap bulan.

Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran Kkas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub
rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme
pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran
pengeluaran yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran
kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap
bulan.

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai

dasar penyusunan SPD.

2. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran kas adalah:
a. SKPD;
b. Kuasa BUD;

c.

PPKD.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:
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Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD

dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa

BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling

lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1

(satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah

daerah diterima

Dokumen

Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
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B. Penyusunan Surat Penyediaan Dana

1. Umum

a.

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD

atau unit SKPD setiap periodik.

Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku

BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang

dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada

DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila

terdapat kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran

berikutnya.

2. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Surat Penyediaan Dana ini

adalah:

a. SKPD;

b. Kuasa BUD;
¢. PPKD.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

&,

Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan.

Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.
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4. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini adalah Surat Penyediaan Dana

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
0] 1 TNR——
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran befanjasub kegiatan tahun anggaran ... berdasarkan
DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kasyang te lah ditetapkan, perludisiapkan
nendanaan denean menerhitkan Surat Penvediaan NDana (PN

Mengingat : 1 PeraturanDaersh...........tentang penetapan APBD/PAPBD

Kota.... Tehun Anggaman.......;
2, Peraturan KepalaDaerah Nomor.........Tahun........ tentang Penjabaren APBD
Kota.... TahunAnggaran.. ...

3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD?®) Provinsi/Kabupaten/Kota....... Tahun ...
MEMUTUSKAN:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota.........., Tanggal.......... Bulan.........
Tahun....... tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran

s Mienetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:
1 Dasar Penyediaan Dana

DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD L — e s oy
2 Ditunjukan kepada SKPD Db ot Al ol s e i i
3 Kepala SKPD B 1A SO S SRS 2 AR 54N o AR SO
4 Jumlish Penyedisan Dana 7 T— ik o
s i R USUSU N UNSNRPRRE |
5 Untuk Kebutuhan 17T TR . SRR

6 Ikhtisar Penyediaan Dana:
a. Jumlah DanaDPA-SKPD/ Perubahan  RpP .. e s s conten saassn snssos sas ssssos e

DPA-SKPD EBRMIBNE. ..ossemsippsosnimsssssmmmimspsbmmespmres i st semat)
b, Akumulasi SPD Sebelumnya S o i sovemn s s i b o ot
(TEBHGNG. ... oo sssmnssessrmnssssssss e
¢. SisaDanayang belum diSPD-kan ST e s o o o e 1 e 04
(oo T S e S — |
d. Jumlah Danayang di SPD-kan saat ini Rp p. — -
e. SisaJumiah Dana DPA- FREDace 101000 vhiven vimans oo wossas saasus sunven som swn oy soe
SKPD/Perubshan DPA-SKPOYANG 1o piiong sl
belum di SPD-kan
Ketentuan-ketentuan lain
Ditetapkandi:...........
PadaTanggal............
PPKD SELAKU BUD
Tembuson disampaikan kepoda.
1, nspektur Hema

NP
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Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD BRI i e s
Tanggal 2 P

SKPD vk s e
Periode T
Tahun Anggaran R e i

Nomor dan Tanggal DPA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPD

Jumlah

Jumiah Penyediaan dana RPoimiion

RO i visoonsissasipmmisisisomiorimpiin )
Ditetapkan diz.mmme.
Pada Tanggali. v

PPKDSELAKU BUD

H
Al
2]

Nama
[} -3 S0—

D. UANG PERSEDIAAN

L

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
pada SKPD/Unit SKPD untuk membiayai pengeluaran yang menurut
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Besaran UP ditetapkan dalam keputusan Walikota berdasarkan
perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD dan ditetapkan satu
kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran.

Perhitungan besaran UP memperhatikan ketersediaan kas di RKUD dan
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP; atau
b. Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu anggaran

SKPD.
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5. Penatausahaaan UP adalah sebagai berikut:

a.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Uang Persediaan,

Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP-UP

untuk diajukan kepada PPK-SKPD.

Pengajuan SPP-UP yang terdiri SPP-UP, dan Rincian SPP-UP disertai

dengan dokumen pendukung berupa:

1) Surat Pernyataan PA bahwa uang persediaan akan digunakan
sesuai dengan peruntukannya.

2) SK Walikota tentang Uang Persediaan.

Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan SPP-UP di Buku

Register;

PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian

besaran UP dengan SK Walikota.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan

rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam

draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh PA.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1

(satu) hari sejak diterimanya SPP-UP.

6. Pengajuan SPP Uang Persediaan (UP) tanpa pembebanan pada kode

rekening tertentu.

7. Uang Persediaan dapat dipakai untuk pembayaran secara tunai maupun

non tunai.

8. Uang Persediaan (UP) tidak dapat digunakan untuk:

a.

Pembayaran belanja modal, yang mana pembayarannya dilakukan
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau Surat
Perintah Kerja dan/atau Surat Pesanan Barang. Hal ini dikecualikan
untuk pembayaran honorarium yang dikeluarkan untuk perolehan
barang/ jasa yang ada di rekening belanja modal

Pembayaran biaya konstruksi kegiatan (non biaya administrasi) yang

dananya bersumber dari dana khusus. Contohnya adalah DAK,
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DBHCHT, Banprop dan sumber dana lainnya yang bersifat
khusus/spesifik

PANJAR

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau
melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan
Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan wuang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.
PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
Ketentuan Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

1) Pengajuan Uang Panjar

a. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b. PPTK menyiapkan NPD.

c. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya  kepada  Bendahara  Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

b
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mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

BAGAN ALIR (Pengajuan Uang Panjar)

PPTK PA BENDAHARA PENGELUARAN

( Mulai )

v

Kebutuhan uang panjar

Kebutuhan
NPD

NPD yg telah
disetujui

|

Persetujuan

—

Pembayaran Panjar

e ——————— i)

2) Pelaksanaan Belanja

a. Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
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b. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

c. Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan
sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.

d. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.

e. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan wuang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan wuang panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara

Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak
penyedia barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan
belanja secara materiil.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan
NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

diverifikasi.
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7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang
sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan
atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Penggunaan UP.

7. Dokumen NPD sebagai berikut:
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NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
MO isiacs Tanggal: ...,
Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
Program T nmiaenrnersinss
Kegiatan = : ...
Sub Kegiatan R e
No. DPA Qe e
Tahun Anggaran : ..............

Rindan Belanj

Jumiah
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa " = -
et i AR Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

;

E A
2]

Nama Nama

NI i NIP: ..........

F. PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan Uang Persediaan

adalah sebagai berikut:

1.

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan
UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya
yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun
T,

Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan
harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan
sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan




43

secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

6. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan
UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

8. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

9. Pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan
pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

G. GANTI UANG PERSEDIAAN
Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah penggantian

uang persediaan dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin

dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
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Ketentuan terkait proses Pelimpahan Uang Persediaan adalah sebagai

berikut:

1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan dalam rangka
mengganti UP oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Organisasi Bersifat Khusus.

2. Pengajuan GU dapat diajukan untuk beberapa rekening belanja pada
satu sub kegiatan dan diajukan paling lama 2 (dua) bulan setelah
pelaksanaan sub kegiatan selesai.

3. Batas minimal pengajuan SPP GU adalah Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) per pengajuan (SPM), kecuali untuk belanja listrik, air, internet
dan telepon serta rekening belanja yang jumlah anggarannya kurang
dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per subkegiatan dalam satu
tahun.

4. Penatausahaan GU sebagai berikut:

a. PPTK membuat dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP
sesuai dengan lingkup Kkegiatannya dan menyerahkan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan dokumen asli

pertanggungjawaban  penggunaan UP kepada Bendahara
Pengeluaran;
c. Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen asli

pertanggungjawaban penggunaan UP sebagai dasar dalam proses
penyusunan LPJ Penggunaan UP oleh Bendahara Pengeluaran

d. Jika telah sesuai, Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan
GU kepada PPK SKPD yang terdiri dari:

1) SPP GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
sub rincian objek;

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP;

4) Dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP yang lengkap
dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.;

e. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait

tidak melebihi sisa anggaran,;
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2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan
dokumen perpajakan terkait.

4) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

f. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran.

g. Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen

h. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

5. Penatausahaan GU pada angka (4) berlaku mutatis mutandis di
Organisasi Bersifat Khusus yang melibatkan PPTK, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, PPK Unit SKPD dan KPA.

6. SPP GU Nihil merupakan sarana pengakuan atau /
pertanggungjawaban penggunaan UP, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. SPP GU Nihil dibuat berdasarkan pengesahan pertanggungjawaban
(SPJ) GU terakhir (pada akhir tahun anggaran);

b. Nilai SPP GU-Nihil pada akhir tahun anggaran adalah sebesar
nilai pengesahan SPJ terakhir (pada akhir tahun anggaran) tersebut;

c. Pengajuan SPP GU-Nihil bukan merupakan pengajuan pernbayaran
tetapi sebagai sarana pengakuan belanja;

d. Pengajuan SPP GU-Nihil tidak akan dilakukan pembayaran oleh BUD
(pembayaran nihil);

e. Jika terdapat selisih antara jumlah uang persediaan yang diberikan

pada awal tahun dengan pengesahan SPJ terakhir (pada akhir tahun
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anggaran) maka selisih tersebut harus disetor kernbali ke Kas

Daerah.

H. TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan

uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan

APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1
(satu) bulan. Ketentuan TU sebagai berikut:

I

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak/penting/urgen dan tidak dapat menggunakan mekanisme LS
dan/atau mekanisme UP/GU (uang persediaan tidak mencukupi karena
sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain).

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri

dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu.

Penatausahaan Belanja TU sebagai berikut:

a. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU,
berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan
pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:

1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

b. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai
syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan

dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
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PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU

tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian

Rencana Belanja TU kepada PPKD.

PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU

dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja

TU yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu

menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar

pengajuan permintaan pembayaran TU.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti

rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang
mendasarinya,;

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu

menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam SPP-TU

yang dilampiri:

1) Dalftar Rincian Rencana Belanja TU

2) Surat keterangan posisi kas di bendahara pengeluaran

3) Rekomendasi persetujuan dari PPKD

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD /PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran,;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan

permintaan Perintah Membayar TU.
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k. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah

Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

3) Surat keterangan posisi kas di bendahara pengeluaran,;

4) Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pertanggung-
jawaban (SPJ) TU dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalarn waktu 1 (satu) bulan;

5) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain

tambahan uang persediaan;

6) Rekomendasi persetujuan dari PPKD.

7. SPP TU Nihil merupakan sarana pertanggungjawaban penggunaan TU

yang disusun berdasarkan pengesahan pertanggungjawaban (SPJ)

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Nilai SPP TU-Nihil sesuai dengan nilai pengesahan
pertanggungjawaban (SPJ) TU;

Pengajuan SPP TU-Nihil bukan merupakan pengajuan pembayaran
tetapi sebagai sarana pengakuan belanja/pengesahan belanja;
Pengajuan SPP TU Nihil tidak akan dilakukan pembayaran oleh
BUD (pembayaran nihil).

PEMBAYARAN LANGSUNG
Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran

langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian Kerja, surat tugas,
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dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah

membayar langsung. Ketentuan LS adalah sebagai berikut:

1.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:

a. gaji dan tunjangan;

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan

jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam

hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan

jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu,

dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari

pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran

antara lain:

a. hibah berupa uang;

b. bantuan sosial berupa uang;

c. bantuan keuangan,;

d. subsidi;

e. bagi hasil;

f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan
yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan;

h. rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK;

i. honorarium panitia kegiatan/pejabat pengelola keuangan daerah
dengan dasar Surat Keputusan Walikota;

j. insentif; dan

k. jasa kerja atas pekerjaan yang diswakelolakan oleh OPD.

Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai

dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:

a. Ringkasan SPP-LS;
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b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub

rincian objek.

7. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

J. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

1.Jenis Gaji PNS terdiri dari Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan
Gaji/Rapel Gaji dan Gaji terusan

2. Gaji Induk dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

da.

h.

Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada
pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP,
pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah keluarga
dalam tanggungan dari pegawai bersangkutan serta perhitungan
penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur
daftar gaji beserta potongan-potongannya;

Dibayarkan wuntuk seluruh komponen gaji yang menjadi hak
PNS/Anggota TNI/Anggota Polri yang bersangkutan;

Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal hari
kerja bulan berkenaan;

Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
terhitung mulai bulan CPNS yang bersangkutan secara nyata
melaksanakan tugas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan
atasan langsung yang membawahi calon pegawai negeri sipil
bersangkutan,;

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS tidak boleh
berlaku surut dari tanggal penetapan SK CPNS;

Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 1, gajinya dibayarkan
pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1
bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya
dilaksanakan pada tanggal berikutmya, maka gajinya dibayarkan
mulai bulan itu juga;

Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1
bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai
bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas;

Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara

tidak berhak atas pembayaran gaji induk.

3. Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri atau

gaji pertama di tempat yang baru bagi pegawai negeri yang dipindahkan

é
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ke satuan kerja lain, atau pegawai yang karena kasus tertentu

dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji

yang sempat dihentikan.

Ketentuan pembayaran Gaji Susulan adalah sebagai berikut:

a. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang
berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan
dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status
pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan
serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap
pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya;

b. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji sebagaimana gaji induk
dikalikan jumlah bulan hak gaji yang belum dibayarkan;

c. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji

induknya atau setelah dibayarkan gaji induknya.

4. Kekurangan Gaji terjadi apabila terdapat perubahan besaran salah satu
atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada
waktunya, diberikan selisih pembayaran sebagai kekurangan gaji yang
dibuatkan dalam daftar yang terpisah dari daftar gaji induk.

Kenaikan besaran komponen gaji terjadi sebagai akibat surat

penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala,

penyesuaian harga beras, dan lain-lain.

Ketentuan yang menyangkut pembayaran kekurangan gaji sebagai

berikut:

a. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang
berisi pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada
satuan kerja bersangkutan dengan perhitungan selisih antara
penghasilan yang seharusnya diterima dengan penghasilan yang
telah dibayarkan;

b. Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP,
pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah
tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan
gaji secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-
potongannya,;

c. Pembayaran kekurangan gaji juga berlaku untuk Gaji Terusan, Gaji
THR dan Gaji Ketigabelas.

5. Gaji Terusan dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal
dunia sebesar penghasilan terakhir selama beberapa bulan berturut-

turut, dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. PNS yang meninggal dunia, diberikan gaji terusan selama 4 (empat)
bulan;

b. PNS yang meninggal dunia karena tewas dalam dinas dan telah
mendapat persetujuan BKN, diberikan gaji terusan selama 6 (enam)
bulan;

c. Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau
tanggal berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan
bersamaan gaji induk;

d. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/istri
dari janda/duda tersebut meninggal dunia;

€. Gaji Terusan dibayarkan dengan daftar tersendiri/terpisah dari gaji
induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan
pada satuan kerja dengan tambahan penjelasan;

f. Potongan iuran wajib dalam gaji terusan hanya untuk iuran wajib
asuransi kesehatan sebesar 1 % (satu persen);

g. Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan dibayarkan sesuai haknya
meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua
telah diterima oleh ahli waris;

h. Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan dihentikan setelah haknya
selesai  dibayarkan meskipun Surat Keputusan Pensiun
Janda/Duda/Anak/Orang Tua belum diterima oleh ahli waris;

i. Gaji Terusan tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga pegawai
yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/ahli waris, kecuali
apabila pegawai yang bersangkutan tewas.

6. Jenis — jenis Komponen Gaji PNS terdiri dari:

a. Gaji Pokok besarnya diatur dan ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah tabel gaji,
disesuaikan dengan masakerja dan golongan ruang. Gaji Pokok
CPNS dibayarkan sebesar 80% dan sebesar 100% jika sudah
diangkat menjadi PNS.

b. Tunjangan Keluarga
1) Tunjangan Keluarga, diberikan bagi PNS yang sudah berkeluarga;
2) Tunjangan suami/isteri besarnya 10% dari gaji pokok. Diberikan

untuk satu istri/suami yang sah dari pegawai negeri, yang
dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau
Kantor Catatan Sipil dan dihentikan pada bulan berikutnya

setelah terjadi perceraian atau suami/istri meninggal dunia;
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Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai
Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang
mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi;

Tunjangan anak diberikan untuk maksimal 2 orang anak masing

masing 2% dari Gaji Pokok;

Untuk memperoleh tinjangan anak harus dibuktikan dengan:

a) Akta kelahiran yang diterbitkan pejabat yang berwenang pada
Kantor Pencatatan Sipil;

b) Surat keputusan pengadilan yang memutuskan/mensahkan
perceraian di mana anak menjadi tanggungan penuh
janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang
bercerai;

c) Surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak
tersebut adalah perlu tanggungan si janda/duda untuk
tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/isterinya
meninggal dunia;

d) Surat keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan
anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak
angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak
angkat, maka pembayaran tunjangan anak untuk anak
angkat maksimal 1 anak).

Tunjangan anak diberikan sampai usia 21 tahun dengan

ketentuan belum menikah dan belum memiliki penghasilan

sendiri dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun
dengan menunjukkan Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah
dari Lembaga Pendidikan dengan masa belajar sekurang-

kurangnya satu tahun,

Tunjangan anak dihentikan pada bulan berikutnya setelah tidak
memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal
dunia;

PNS wajib melaporkan bahwa suami/istri/anak yang masuk
dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi

ketentuan pemberian tunjangan atau meninggal dunia.

Tunjangan Jabatan

1)

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam jabatan struktural diberikan Tunjangan Jabatan
Struktural setiap bulan, adapun besarnya tunjangan jabatan

diberikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
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2) Dalam hal pelantikan jabatan yang dilakukan pada tanggal 1,

3)

4)

Tunjangan Jabatan Struktural dibayarkan pada bulan yang
bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan
dengan hari libur sehingga pelantikan dilaksanakan pada tanggal
berikutmya, maka Tunjangan Struktural dibayarkan mulai bulan
itu juga;

Dalam hal Pelantikan dilakukan pada tanggal 2 (apabila tanggal 1
bukan hari libur) dan seterusnya, maka Tunjangan Struktural
dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas;
Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural dihentikan apabila
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan fungsional atau
karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan
dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tunjangan Beras

1)

Tunjangan Beras diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam
bentuk inatura (uang) sebanyak 10 kg/orang, dan harga beras
ditetapkan sebesar Rp7.242,00 per kilogram;

2) PNS dapat diberikan tunjangan beras untuk suami/isteri dan
anak (maksimal 2 anak)

Tunjangan Pajak

1) Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang
pajak penghasilan maka penghasilan tetap PNS akan dikenai PPh
pasal 21;

2) PPh 21 atas Gaji dan tunjangan PNS sesuai ketentuan yang

berlaku ditanggung pemerintah

Pembulatan Gayji

1)

2)

3)

Pembulatan gaji merupakan pengurangan atau penambahan atas
unsur gaji PNS;

Pembulatan dapat mempermudah pembayaran administrasi
pegawai setiap kali pembayaran, besaran pengurangan atau
penjumlahan gaji dengan pembulatan harus tercantum dalam
daftar gaji;

Pembulatan berlaku bagi penghasilan bruto yang dijumlahkan

dengan tunjangan lain.

Tunjangan luran Askes

1) Iuran jaminan kesehatan bagi PNS yang ditanggung oleh

pemerintah selaku pemberi kerja sebesar 4%;
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2) Batas tertinggi gaji dan tunjangan per bulan yang digunakan

3)

sebagai dasar perhitubngan besaran iuran jaminan kesehatan
yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi PNS:

a) Gaji pokok;

b) Tunjangan keluarga;

c) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum:;

d) Tunjangan profesi;

e¢) Tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1)

2)
3)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat yang iurannya ditanggung oleh
pemberi kerja atau pemerintah;

[uran JKK PNS dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO);

Besarnya tunjangan iuran JKK adalah 0,24% (nol koma dua

puluh empat persen) dari gaji pokok.

Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)

1)

2)
3)

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko
kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan
kematian yang premi/iurannya ditanggung pemberi kerja atau
pemerintah;

[uran JKM PNS dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO);

Besarnya tunjangan JKM adalah 0,72% (nol koma tujuh dua
persen) dari gaji pokok.

Tunjangan Tabungan Perumahan Rakyat

Iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) PNS yang ditanggung

oleh pemerintah selaku pemberi kerja sebesar 0.5 % dari gaji yang
diterima PNS.

Komponen gaji PNS dikenakan potongan:

1)

2)

[uran Wajib PNS sebesar 8% dari Gaji Pokok dan Tunjangan

Keluarga yang dikelola oleh PT. TASPEN yang terdiri dari:

a) 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) untuk program
Tabungan Hari Tua;

b) 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program
pensiun.

Iuran Wajib PNS sebesar 1% (satu persen) untuk iuran asuransi

kesehatan yang dibayar oleh pekerja dan dikelola oleh BPJS
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Kesehatan dengan dasar perhitungan sama dengan tunjangan
iuran Askes 4% yang ditanggung pemerintah selaku pemberi
kerja.

3) Jaminan Kccelakaan Kerja sebesar 0,24% dari Gaji Pokok

4) Jaminan Kematian sebesar 0,72% dari Gaji Pokok

5) luran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) PNS sebesar 2,5%
(dua koma lima persen) dari gaji yang diterima PNS

6) Iuran Tapera pemerintah selaku pemberi kerja sebesar 0,5% dari
Gaji yang diterima PNS

7) PPh pasal 21

8) Potongan Pembulatan Gaji jika diperlukan.

9) Pemberian Gaji Terusan hanya dikenakan potongan Iuran Wajib PNS
1%, Iuran Askes Pemberi Kerja 4% dan PPh 21

7. Penyiapan SPP Gaji dan Tunjangan
PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai
dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.

a. Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan;

2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
(a) gaji induk;
(b) gaji susulan;
(c) kekurangan gaji;
(d) gaji terusan;
(e) SK CPNS;
() SK PNS;
(g) SK kenaikan pangkat;
(h) SK jabatan;
(i kenaikan gaji berkala;
(j) surat pernyataan pelantikan;
(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;
() daftar keluarga (KP4);
(m) fotokopi surat nikah;
(n) fotokopi akte kelahiran;
(0) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;
(q) surat pindah; dan
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(r) surat kematian;

Kelengkapan = dokumen di atas disesuaikan dengan
peruntukannya.

b. Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen
pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja
gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji
dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk
belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;

3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

c. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang
didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan
tersebut disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

d. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD melakukan
verifikasi dengan langkah berupa:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti  kelengkapan dokumen  sesuai dengan  jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam
dokumentasi di sistem.

4) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

5) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

e. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya
SPP-LS.

f. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang
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didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh
PA/KPA

g. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.
h. Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD mencatat SPP dan SPM di

buku register.

i. Penatausahaan Pembayaran LS Gaji berlaku mutatis mutandis

untuk Organisasi Bersifat Khusus.

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara
dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara
lain:

dokumen kontrak;

o P

berita acara pemeriksaan;

c. berita acara kemajuan pekerjaan,;

d. berita acara penyelesaian pekerjaan;

e. Dberita acara serah terima barang dan jasa;
f. berita acara pembayaran,;

g. surat jaminan bank;

h. surat referensi/keterangan bank;

(=

jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;

j. surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk
menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir
masa kontrak;

k. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang

dilakukan.
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2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan
langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah
disediakan;

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan
barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak
ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan
barang dan jasa.

3. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran
LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS
Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD.

S. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah berupa:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran,;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan,

c. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana
yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.

d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

6. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu)
hari sejak diterimanya SPP-LS.
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7. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-
Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang
didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh
PA/KPA

8. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

9. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK
SKPD/PPK Unit SKPD mencatat SPP dan SPM di buku register.

PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan
Walikota dan dokumen pendukung lainnya.

2. Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan
keputusan Walikota dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

3. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langkah
antara lain:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran
kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran,;

b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah
disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan
keputusan Walikota dan/atau dokumen pendukung lainnya.

4. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga
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lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga

lainnya.

5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut
kepada PA/KPA melalui PPKSKPD /PPK-Unit SKPD.

6. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah berupa:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana
yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.

d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

7.Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu)
hari sejak diterimanya SPP-LS.

8. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD /PPK-
Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang
didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh
PA/KPA

9. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

10. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK
SKPD/PPK Unit SKPD mencatat SPP dan SPM di buku register.
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M. PERINTAH MEMBAYAR

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan

dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi

belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja

tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

1.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa
BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

Jenis SPM terdiri atas:

a. SPM-UP
b. SPM-GU
c. SPM-TU

d. SPM-LS Gaji dan Tunjangan

e. SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

f. SPM-LS Pihak ketiga lainnya

PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan

pencatatan pada register SPM.

Penomoran SPP dan SPM di masing-masing OPD agar mencantumkan
kode OPD, nomor register pada masing-masing OPD, keperluan, sumber

dana dan tahun anggaran.
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N. PENCAIRAN DANA

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra
kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran
kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses
perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:
a. Baki Rekening yang akan dicairkan
b. Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
¢. Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
2. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing
3. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;
b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;
c. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;
d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.
4. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA
apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak

tersedia.
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S. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam
proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

6. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam
SP2D.

7. Verifikasi kelengkapan dokumen, kebenaran serta keabsahan dokumen
pertanggungjawaban dilakukan oleh SKPD dan menjadi tanggung jawab
SKPD masing-masing schingga kelengkapan dokumen yang diajukan ke
BUD tersebut tidak termasuk dokumen pengeluaran/ SPJ tapi hanya
dokumen kelengkapan pencairan.

8. Dokumen yang harus di-upload sebagai persyaratan pengajuan SPM di
BUD adalah sebagai berikut:

a. SPP;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh PA/KPA;

c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD yang dilampiri cheklist
kelengkapan dokumen;

d. Data pihak ketiga yaitu KTP, NPWP, dan rekening bank pihak ketiga
yang masih aktif;

e. E-billing;

f. Slip Transfer yang telah diisi dengan benar bagi pihak ketiga yang
memalkai rekening bank Non - Bank Jatim;

g. Check List Entry Data Belanja Modal di Simbada yang telah
disahkan oleh Bidang Aset;

h. Daftar hadir (khusus pengajuan outsourcing);

i. Screenshot entryan BAST pada aplikasi SPSE;

j. Screenshot penilaian kinerja penyedia (dari aplikasi e-monev).

O. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan

belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

1. Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menggunakan buku-buku sebagai berikut:
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Buku Kas Umum

o P

Buku Pembantu Bank
c. Buku Pembantu Kas Tunai
d. Buku Pembantu Pajak
e. Buku Pembantu Panjar
f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
b. SPP UP/GU/TU/LS
SPM UP/GU/TU/LS
d. SP2D
e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan
Pembukuan Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2DUP/SP2D-
GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di
sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.
Pembukuan Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank
di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.
Pembukuan Pergeseran Uang Persediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai,
dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada
Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu
Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang
digeser.
Pembukuan Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang
disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan
dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu
Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah

nilai belanja bruto.
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7. Pembukuan Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran

uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang

yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku

Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di

sisi pengeluaran.

8. Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan  pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di

buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.

a. Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai
pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan.

b. Dalam hal terdapat kekurangan wuang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku
Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

9. Pembukuan Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan

melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar

jumlah belanja bruto.

10. Pembukuan Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a. Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi
penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.

b. Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU
di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

11.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani

6
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oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan

PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

P. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan
penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

1. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas
pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

2. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
a. LPJ Penggunaan UP

1) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

2) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-
GU.

4) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke
RKUD.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU

1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu
sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
sejak TU diterima.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA /KPA melalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;
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2) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang

3)

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
a) BKU;

b) Laporan penutupan kas (BKU); dan

c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib

melampirkan bukti setoran sisa UP.

Pertanggungjawaban Fungsional

1)

2)

3)

4)

S)

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan

konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,

dilampiri:

a) Laporan penutupan kas; dan

b) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat

persetujuan PA.

Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban

fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari

dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

Dokumen yang dipersiapkan wuntuk Pertanggungjawaban

fungsional Bendahara Pengeluaran adalah:

a) Buku Kas Umum (BKU)

b) Buku Pembantu Kas Tunai

¢) Buku Pembantu Simpanan/Bank

d) Buku Pembantu Pajak

e) Buku Pembantu Panjar

f) Laporan  Pertanggungjawaban  Fungsional Bendahara
Pengeluaran

g) Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran
h) Fotocopy SP2D
i) Fotocopy bukti pembayaran pajak

j) Fotocopy rekening koran (RC) Bendahara Pengeluaran




69

3. Penatausahaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan

2)

LPJ penggunaan UP.
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran

pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap
dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1)

2)

3)

Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah

TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai

suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU

kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti

belanja yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1)

2)

Penyusunan LPJ

a) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara
serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah
anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan Penutupan Kas;
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penyampaian LPJ Administratif
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Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara

kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK

SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada

Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap,

maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan

persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada

Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang

sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan

pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD

untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan

menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk

persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara

Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan
UP.

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan

kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
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c) LPJ-limpahan  UP  disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

3. Laporan Bendahara Pengeluaran dimasukkan dalam map snell warna

merah dan dibuat rangkap 2 (dua)

Q. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN
1. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/
perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat:
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang dan jasa;
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c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kota Blitar dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan

d. kewajiban lainnya Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

2. Ketentuan pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan
adalah sebagai berikut:

a. PPTK menyampaikan laporan keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% kepada Kepala SKPD.

b. Kepala SKPD menyampaikan laporan keterlambatan pembayaran
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% kepada Walikota
c.q TAPD yang dilampiri dokumen:

1) SPM-LS Tahun Sebelumnya

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan,;

4) BAST Hasil Pekerjaan;

5) Kontrak;

6) Dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Walikota c.qg TAPD menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu
terhadap informasi keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan
yang telah diselesaikan 100% yang disampaikan oleh Kepala SKPD.

d. APIP menyampaikan hasil reviu kepada Walikota c.q TAPD.

e. Dalam hal hasil reviu APIP menyatakan informasi keterlambatan
pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka TAPD
menyampaikan kepada Kepala SKPD untuk menyusun RKA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPD dalam Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan Kode yang berkenaan.

f. Berdasarkan pengajuan RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang
diajukan Kepala SKPD, TAPD menyusun rancangan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

g. Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan hal tesebut
kepada DPRD.
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Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran

APBD, Kepala SKPD menyusun DPA SKPD untuk disahkan oleh
PPKD serta disetujui oleh Sekretaris Daerah.

Berdasarkan DPA SKPD, PPKD menerbitkan SPD
Kepala SKPD melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga

sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu

pelaksanaan pekerjaan sesuai Kketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa adalah

sebagai berikut:

a.

PPTK menyampaikan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa kepada Kepala

SKPD

Kepala SKPD melakukan telaah terhadap usulan perpanjangan

waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD

usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Walikota

c.q TAPD yang dilampiri dokumen:

1) Hasil telaah SKPD tentang perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan;

2) SPM-LS Tahun Sebelumnya;

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penyedia;

5) BAST Hasil Pekerjaan terakhir;

6) Kontrak dan addendum kontrak;

7) Dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Walikota c.q TAPD menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu

terhadap usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang

disampaikan oleh Kepala SKPD.

APIP menyampaikan hasil reviu kepada Walikota c.q TAPD.

Dalam hal hasil reviu APIP menyatakan usulan perpanjangan waktu

pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan maka TAPD menyampaikan kepada Kepala SKPD untuk

menyusun RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dalam Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kode yang berkenaan.
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g. Berdasarkan pengajuan RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang
diajukan Kepala SKPD, TAPD menyusun rancangan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

h. Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan hal tesebut
kepada DPRD.

i. Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran
APBD, Kepala SKPD menyusun DPA SKPD untuk disahkan oleh
TAPD serta disetujui oleh Sekretaris Daerah.

j. Berdasarkan DPA SKPD, PPKD menerbitkan SPD

k. Kepala SKPD melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga
sesuai ketentuan perundang-undangan

4. Ketentuan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar
kendali Pemerintah Kota Blitar dan/atau penyedia barang dan jasa atau
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
adalah sebagai berikut:

a. PPTK melaporkan kepada Kepala SKPD tentang pekerjaan/
pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Kota Blitar
dan/atau penyedia barang dan jasa atau keadaan kahar (force
majeure)

b. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk
memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan
karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang
dan jasa;

c. Walikota menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

d. Dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan karena
kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketetapan
Walikota tentang Keadaaan Kahar, Kepala SKPD usulan
perpanjangan waktu pelaksanaan/pembayaran pekerjaan kepada
Walikota c.q TAPD yang dilampiri dokumen:

1) Hasil penelitian/ telaah SKPD tentang keterlambatan
penyelesaian/ pembayaran pekerjaan;

2) SPM-LS Tahun Sebelumnya;

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
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4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penyedia;

5) BAST Hasil Pekerjaan terakhir;

6) Kontrak dan addendum kontrak;

7) Dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Walikota c.q TAPD menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu
terhadap usulan perpanjangan waktu pelaksanaan/pembayaran
pekerjaan yang disampaikan oleh Kepala SKPD.

APIP menyampaikan hasil reviu kepada Walikota c.q TAPD.

Dalam hal hasil reviu APIP menyatakan usulan perpanjangan waktu
pelaksanaan/pembayaran pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan maka TAPD menyampaikan kepada Kepala
SKPD untuk menyusun RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dalam
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kode yang berkenaan.
Berdasarkan pengajuan RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang
diajukan Kepala SKPD, TAPD menyusun rancangan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan hal tesebut
kepada DPRD.

Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran
APBD, Kepala SKPD menyusun DPA SKPD untuk disahkan oleh
TAPD serta disetujui oleh Sekretaris Daerah.

Berdasarkan DPA SKPD, PPKD menerbitkan SPD.

Kepala SKPD melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga

sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Ketentuan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kota

Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berupa hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap atau lainnya adalah

sebagai berikut:

.

Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kota
Blitar sebagai dasar penganggaran dalam APBD antara lain hasil
putusan pengadilan yang bersifat tetap atau lainnya;

Dalam hal dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kota Blitar (hasil
putusan pengadilan yang bersifat tetap atau lainnya) sesuai
ketentuan perundang-undangan, Kepala SKPD menyampaikan
informasi tentang dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Kota

Blitar kepada Walikota c.q TAPD yang dilampiri dokumen:
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1) Hasil penelitian/telaah SKPD tentang dasar pengakuan
kewajiban Pemerintah Kota Blitar (hasil putusan pengadilan yang
bersifat tetap atau lainnya);

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

3) Dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Walikota c.q TAPD menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu
terhadap informasi tentang dasar pengakuan kewajiban Pemerintah
Kota Blitar (hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap atau
lainnya) yang disampaikan oleh Kepala SKPD.

d. APIP menyampaikan hasil reviu kepada Walikota c.q TAPD.

e. Dalam hal hasil reviu APIP menyatakan dasar pengakuan kewajiban
Pemerintah Kota Blitar (hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap
atau lainnya) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
maka TAPD menyampaikan kepada Kepala SKPD untuk menyusun
RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dalam Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan dan Kode yang berkenaan.

f. Berdasarkan pengajuan RKA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang
diajukan Kepala SKPD, TAPD menyusun rancangan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

g. Walikota menetapkan rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan hal tesebut
kepada DPRD.

h. Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran
APBD, Kepala SKPD menyusun DPA SKPD untuk disahkan oleh
TAPD serta disetujui oleh Sekretaris Daerah.

i. Berdasarkan DPA SKPD, PPKD menerbitkan SPD.

j. Kepala SKPD melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga

sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/
perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran tersebut

di atas dapat ditunjukkan dalam bagan alir sebagai berikut.

1. Ketentuan pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun

berkenaan.
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pembayaran kepada pihak ketiga

; Kepala TAPD "
Uraian St R i Walikota | PPKD APIP

. Berdasarkan laporan PPTK, Laporan

Kepala SKPD melaporkan kepada PPTK

Walikota c.q TAPD tentang

keterlambatan pekerjaan —

dilampiri dokumen pendukung. :u

Laporan Laporan
Ef__ Ka SKPD

. Walikota c.q TAPD menugaskan Egﬁ;‘; J

APIP untuk melaksanakan reviu.

Surat
Menugaskan Tugas

. APIP menyampaikan laporan “—{_

hasil reviu (LHR) kepada Walikota TER T

c.q TAPD. "

LHR |«

. Jika hasil reviu APIP sesuai : :

keten tuan, TAPD Menginformasikan

menginformasikan kepada Kepala Ranc RKA/

SKPD untuk menyusun RKA- Perubahan

SKPD/Perubahan DPA-SKPD. BES
. SKPD menyusun RKA-

SKPD /Perubahan DPA-SKPD dan &

R anc RKA/
diajukan kepada TAPD. Perubahan
DPA

. TAPD menyusun rancangan

Perwal tentang Perubahan Menyusun

Penjabaran APBD untuk

ditetapkan Walikota Ra

ncangan .{ Menetapkan
Perwal

. SKPD menyusun DPA SKPD - Perwal |

untuk disahkan oleh PPKD serta -

disetujui oleh Sekretaris Daerah #

DPA »| DPA DPA
e L

. PPKD menerbitkan SPD. e i
. Kepala SKPD melakukan proses SPD SPD
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2. Ketentuan pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Uraian Kepala TAPD/ Walikota PPKD APIP

——— Sekda

1. Berdasarkan usulan PPTK, Usulan
Kepala SKPD menelaah dan PPTK
melaporkan kepada Walikota
c.q TAPD tentang usulan
perpanjangan waktu
dilampiri dokumen
pendukung.

Menelaah

Laporan
Ka SKPD

Laporan
Ka SKPD
2. Walikota c.q TAPD menugas Surat

TAPD menugaskan APIP Menugaskan Tugas

untuk melaksanakan reviu. \_{"

Mereviu

A

LHR
3. APIP menyampaikan laporan LHR |¢—]
hasil reviu (LHR) kepada

Walikota c.q TAPD.

Menginformasikan

4, Jika hasil reviu APIP sesuai

ketentuan, TAPD Ranc RKA/
< . Perubahan

menginformasikan kepada DPA
Kepala SKPD untuk
menyusun RKA-
SKPD /Perubahan DPA-
SKPD.

Ranc RKA/
Perubahan
DPA

5. SKPD menyusun RKA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPD
dan diajukan kepada TAPD.

6. TAPD menyusun rancangan
Perwal tentang Perubahan Memyumm
Penjabaran APBD untuk
ditetapkan Walikota

Rancangan
Perwal

7. SKPD menyusun DPA SKPD v I y
untuk disahkan oleh PPKD g
serta disetujui oleh ¢
Sekretaris Daerah DPA

Menetapkan

DPA p| DPA

v

Menerbitkan

8. PPKD menerbitkan SPD.

SPD SPD

9. Kepala SKPD melakukan
proses pembayaran kepada
pihak ketiga
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3. Ketentuan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar

kendali Pemerintah Kota Blitar dan/atau penyedia barang dan jasa atau

keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan.

. Kepala SKPD melakukan
proses pembayaran kepada
pihak ketiga

Uraian Kepala TAPD/ Walikota PPKD APIP
SKPD
Sekda
. Berdasarkan laporan PPTK,
Kepala SKPD menelaah dan
melaporkan kepada
Walikota c.q TAPD tentang Menlagh SK Kondisi
keterlambatan pekerjaan/ i Kahar
pembayaran karena -
keadaan kahar (force
majeure).
Ka SKPD

. Walikota menetapkan Laporan
keadaan kahar Ka SKPD ]

. Walikota c.q TAPD menugas Surat
TAPD menugaskan APIP Menugaskan Tugas
untuk melaksanakan reviu. {

. APIP menyampaikan LHR |« Mereviu
laporan hasil reviu (LHR) = L
kepada Walikota c.q TAPD. | ™

. Jika hasil reviu APIP sesuai - _
ketentuan, TAPD Mengintorusslion
menginformasikan kepada
Kepala SKPD untuk
menyusun RKA-

SKPD/Perubahan DPA-
SKPD.

. SKPD menyusun RKA-

SKPD /Perubahan DPA- ‘:Z:ESI::’
SKPD dan diajukan kepada DPA
TAPD.

. TAPD menyusun rancangan
Perwal tentang Perubahan B 2cyumn
Penjabaran APBD untuk
ditetapkan Walikota s E———

Perwal

. SKPD menyusun DPA SKPD v —
untuk disahkan oleh PPKD i
serta disetujui oleh <
Sekretaris Daerah DPA »| DPA »| DPA

TS L
Menerbitkan

. PPKD menerbitkan SPD.

SPD SPD
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4. Ketentuan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kota

Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berupa hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap atau lainnya.

Uraian

Kepala
SKPD

TAPD/
Sekda

Walikota

PPKD

APIP

1. Berdasarkan dasar

pengakuan kewajiban,
Kepala SKPD menelaah
dan melaporkan kepada
Walikota c.q TAPD
tentang pengakuan
kewajiban dilampiri
dokumen pendukung.

. Walikota c.q TAPD
menugas TAPD
menugaskan APIP untuk
melaksanakan reviu.

. APIP menyampaikan
laporan hasil reviu (LHR)
kepada Walikota c.q
TAPD.

. Jika hasil reviu APIP
sesuai ketentuan, TAPD
menginformasikan
kepada Kepala SKPD
untuk menyusun RKA-
SKPD/Perubahan DPA-
SKPD.

. SKPD menyusun RKA-
SKPD/Perubahan DPA-
SKPD dan diajukan
kepada TAPD.

. TAPD menyusun
rancangan Perwal
tentang Perubahan
Penjabaran APBD untuk
ditetapkan Walikota

. SKPD menyusun DPA
SKPD untuk disahkan
oleh PPKD serta
disetujui oleh Sekretaris
Daerah

. PPKD menerhbitkan SPD.

. Kepala SKPD melakukan
proses pembayaran
kepada pihak ketiga

Dasar Pengakuan
Kewajiban

Menelaah

Laporan
Ka SKPD

Laporan
Ka SKPD

Menugaskan

Surat
Tugas

Menginformasikan

Ranc RKA/
Perubahan

DPA

Menyusun |

Ranc RKA/
Perubahan
DPA

Menyusun

v

Rancangan

Menetapkan

Perwal

"-—-.—--/..-—._

Perwal

v

DPA

v

e

SPD

DPA

Menerbitkan

SPD

Mereviu
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R. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

1. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan walikota tentang
belanja wajib dan mengikat.

2. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda..

3. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau
DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

4. Pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
diperuntukan jika terjadi keterlambatan penetapan APBD dan dalam hal

dokumen belum siap.

S. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK
Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
1. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
2. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Walikota dan DPRD.
3. Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
4. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD)
tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
a. nama sub kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
5. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
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yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas)
bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman  benih/bibit,  penghijauan, pelayanan  perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Walikota.

d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Walikota
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak

dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Pembiayaan Daerah
dilakukan oleh kepala SKPKD.

2. Penerimaan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah.

3. Dalam hal penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut.,

4. Terhadap penerimaan Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan
pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan.

5. Terhadap penerimaan yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa
BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan.

6. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

7. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD.

8. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD

untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
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atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

9. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.

10. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah

pusat dilaksanakan melalui:

a. pembayaran langsung;

b. rekening khusus;

c. pemindahbukuan ke RKUD;
d. letter of credit; dan

e. pembiayaan pendahuluan.

11. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

12. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
dilakukan oleh kepala SKPKD.

2. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah.

3. Dalam hal pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan

pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

4. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan. Alokasi

anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
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rekening Dana Cadangan, dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

S5.Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

6. Terhadap pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan
pencatatan atas pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

7. Terhadap pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa
BUD mencatat pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

8. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

9. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri
untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Walikota
dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang
berisiko rendah.

10. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Kota Blitar mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

11.Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

12. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah
ditetapkan.

13. Penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan

peraturan walikota tentang penyertaan modal.
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Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi Pemerintah Kota Blitar pada Badan Usaha dengan mendapat
hak kepemilikan.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan

hukum lainnya yang dimiliki negara.

. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

a. Peraturan daerah tentang penyertaan modal; dan

b. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan antara lain:

a. Peraturan daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD

diperkirakan surplus.

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

dalam  peraturan daerah tentang APBD dengan mengacu pada

perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh

tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan mengacu

pada perjanjian utang/obligasi daerah.




86

24. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

25. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

26. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

V. DOKUMEN PENATAUSAHAAN

1. SPPUPR.
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
BN & s rnimbiomiiniominas reesaain sz ihaida
Uang Persediaan
SPP-UP
1.  Naoma SKEP[ i
=
2.  Nama Pengguna Anggaran b
3. Noma Bendahara Pengeliuaran
s
4, NPWF Bendahara Pengeluaran
3, Nama Hank
6. Nomor Bekening Bank
7.  Vintuk ¥eperiuan bt
8. Uasar Pengeluaran S Homee ., tamggal o
Bebenor Rp
{Torbilang ...
No Urai sm
I L
1 1

1 {S§PD

Tanppal | ..o [T S —— Rp.

=

n {8P2D Sebelumnya

TRREHER 1 cnviinevssominnesrsismnisin 17T R T— Y

Paddin SP9 ik ditetspleo mpiran-fampiraz yang diperiukan sebaguimana tertern pada daftar e lengkapan dokumen PP ini
=
Bendahara Pengeluaran
[tanda tangan}
[nama le ngkap)
NIP,

Lembar Asd : (ntuk Penpouna Anggaran/PRK-SIPD
Salinan 1 : Uniuk Kiasa BID
Salinan 1 | Uniuk Sendahara Pegalaran
Safinand : Untuk Arsp Bendabara Pengeheran
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
T
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, 30 XK KK

2. POOCCXXK X0
3. Jast
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4, X X300 XK. XK. XK

O, FXXN XXX XK. XXX

6. |XX0X0I00RK XK

7. [ XXX XK XX XXX
8, |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

SRRl 00000 hesssseiss
10. Jdst

Terbilang : §% ...........ouun. TUDIGh #%

Mengetahui /Menyetujui: (Tempat, Tanggalj
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama Lengka (Nama Lengkapl
|| S NP i i
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2. SPP GU.
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DROMODY i sidsaisniamess
Ganti Uang Persediaan
SPP-GU
1. Nama SKPD
2. Nama Pengpuna Anggaran
3. Nama Bendahara Pengeluaran
4, NPWP BendaharaPengeluaran = Bl iieiessieessarsioesiviatnsssniie
5. NamaBank =00 il e
6. Nomor Rekening Bank
7. Untuk Keperluan
8, Dasar Pengeluaran 2 JBPD cosrasen Nomm:4._.‘.,..‘...,...tan¥al .............. 5
Sebesar: RP = eesanuieisayiis
|{Terbﬂ.'ang ..................................................... |
No Uralan
I |
| 1

I |SPD

ERApEAl ¥ .o i NOMOTT, sy sitiisidin. Rp.

TRAFEL 1 ooiiissumiiioiminssasarsrare NOMOT? coioicissnminivesnrens [RP

L e 108t s s | RES
n |SP2D Sebelumnya

PR S kbt cmnedi bibmiminintes NOPON: eceiissnnnthisesss |RIN

FERGERL 2 uoiisessianiingsiniasiang NOMOTT wesniiseresansismnans | E

8, LD L Rp.

Pads SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan doloumen SPP ini.

tanggal.........
Bendahara Pengeluaran
{tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 ; Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 ; Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEM (SPP-GU)
7 AR

Tahun Anggaran : ...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, XXX XX, XX.KX. XXX

.............................

2. JX 00X LK XXX

3. Idst I

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

KRR R XX

-----------------------------

XX R XXX

1.6.0.0.0.6.4.60.6.1.1.4

X XO0 XX XX XX XXX

9‘°|2‘“‘P“5~"’ -

dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, |X.300XX, X0LXX. XXX

10. |dst

Terbilang : #% ...........ccoocccn. TUpiGh ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap}

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran
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3. oFP TU.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

WOMOT: .osasmmisan S R
Tambahan Uang Persediaan
SPP-TU
I. Nama SKPD/Unit Kerja
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3. Nama Pongguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran -
4. Nama PPTK
5.  Nama Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu | - sk L B s AR A b eiped
6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
8. Nomor Rekening Bank 1
9. Untuk Keperluan r
10, Dasar Pengelusran 2 EEPD i NOTMT «oiioiasiiayin
Sebesarn Rp
TR - oo Bt S b s e
No Uralan
| | | |
1 1

I |8PD

TPEOERAL 2 s aaiesiiicniissiacs INomc)r: .............................. Rp.

FEORRL S waseinmnsssioe S INomnr: REP R RS | 4

T AL e T | T Rp.

II |SP2D Sebelumnya

Tenggal © ......... A T T RS | .
TROEERL & iiicissisivisinini s iive THORMMITY wusiiiiiissinaniiias i Rp.
2 T 7 L S Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiukan sebagnimana tertern pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

cervmsestangeal... ...
Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pungeinann Pembantn
[tanda tangan) [tanda tangan)
[nama lengkap) fnama lengkapl
NIP. NIP.

Lembar Asli | Untuk Pengguna Anggaran/PRC-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kussa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara PengehsaranFPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeliaran/FRTE
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
G S i svincsindinson
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian | Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. JX 30000 XX 0

.............................

2, X000 XK. XX XXX

3. |dst
Nama Kegiatan /Sub Kegiatan 2

=¥
4, | % X00 X XX XX XX
D, XX X00 X XK XXX
0. XX 500 XX XX XXX T i——
N R e T g
T EREREECRRIE. =~ Reveeeisssssset
iy e vl
8. Jast l

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. JX.X00XX XX XX XXX
10. Jdst

g L1 ¢ A——
Terbilang : #4 ............cc.......... TUpiah ##

Mengetahui { Menyetujui: (Tempat, Tanggal
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran § Peml{antu "%
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap
|| S — 1 | O ——
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SPP LS Gaji dan Tunjangan.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : ......vuie. G

SERPRERARALRTRRNRRES

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS
1. Nama SKPD/Unit Kerja AT L T S O g DO
2. Kode dan Nama Sub Kepiatan 2 et
3. Nama Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran 3
4, Nama PFTK
5 Nama Bendahama Pengeluaran
fi. NPWP Bendaharn Pengeluaran 3 m
7. Nama Bank .
8. Nemor Rekening Bank i " s
9. Untuk Keperluen
10. Dasar Pengeluaran SPD . Nomor: tanggal .......ccienes
Sebesar: Rp AR R
No Uraian
I | I
i i
1 |SFD
TOORIRL % o miinasiimsiinsemi s NBEMOES iiiissssimmsiniesivasnis FRES
B S R e e IR v it s s Rp.
AR i e e il | TR U T S e 1 Rp.
Il |SP2D Sebelumnya
Terma - s MBI, nisaniiaasisis Rp.
PRI s trmaanneiivmman e INamor: oo R
3 2 R U S ML cnosanramanainsnminavriyaiminn Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiukan sebagaimana tertera pada daftar kelenghapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

{tanda tangan)

(nama lengkapj
NIP.

Lembar Asli : Urtuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Safinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsp Berdahara Pengeluaran/PPTK

cenessntBmpgal. o
Bendahara Pengeiuaran

[tanda tangan)

[nama lengkap)
NIF.
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
BOIOEY & vivivssiaionsaiinms

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian

Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

i

XXX 00 XN XK

2,

X000 XX XKL XX

3.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4.

E5.0.5.6.8.¢.8.4. 8.0,

-----------------------------

3.

XL XL XL XXX

6.

X X00 X0 XX X0 XXX

7.

XXX XX XX XX KKK

8.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

XXX XX XXX

.............................

10.

dst

Terbilang : #% .....cccoconurvcrnrerer. TUPIGH ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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5. SPP LS Barang dan Jasa.

SURAT PERMINTAAN PE

NI s memnnnans

MBAYARAN (SPP)

HASREEAEERAFAIAAN

Langsung Bm:idu Jasa

SPP-LE

Nama SKPD/Unit Kerja

Kode dan Nama Sub Kegiatan

...........................................

Namas Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaman

E Bl 8 B

Nama PPTK

Nama Bendahara Pengeluasran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

=4

NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

=

Nama Bank

w

Nomeor Rekening Bank

Untuk Keperuan

i Dasar Pengehaarsn ¥ ISP wvsionunns NI Gaaovniviimanein SETRRERN 4osiciiaiiainni
Sebe s Rp
No Uralan
. - .
I | | |
I |SPD
TRl Sl nirine Nomor Rp.
TR T i vt isbaaiiies NOMMOES i vl ihins Rp.
B o S S S DRI s Ry
11 |8P2D Sebelumnya
501 L R R S OIS i sl aanbisiiisen ons Rp.
Tangeal : ........ Nomor: ....... Rp.
o T S IR iiusineniionisiniiciion oo Rp.

Parda SP¥ ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperjukan scbagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli ; Untuk Pengguna anyPPK-SEPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa 8UD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Safinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengelaran/PPTK

veasssu RATUREAL i

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

[tanca tangan)

(nama lengkap
NIF.
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG [SH'—LS] BARAHG DAN JASA
O RS
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, 20 O XK

.............................

2. |30 X, 08, XK

.............................

3. dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4, [30000 30X XX XXX

5, |xoouo oo

7, | R K XK

g, |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

Q, 00K EX, X0 XXX

10, |dst

Terbilang : $% ......covuniirnen. UGN #E

Menge tahui /Menyetujui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelunaran
Pembantu

[Nama Lengkap}




6. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NBIEEE Y wovcniienaiinvaiiimi ety it
Langsung Pihak Ketiga Lainnya
SPP-LS
L NamaSEPD)UnitKea @0 F il iessessesseissssasiesisissssnbinie
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3, Nama Pengguna Anggamn/Kuasa Fengnuna Anggaran
4 NegmbPPOGE @~ @000 R ks e
5. Nama Bendahara Pengeluaran AR B
. NPWP Bendahara Pengelusran asaie # AR
7. NP 020200 B a e ek i e
8, Nomor Rekening Bank % & g
9. Untuk Keperiuan : .
10. Dasar Pengeluaran - i N omer: . tanggal .
Sebesar By Gascieldeisssi
AT OPBMRING s it it b mmsiai s o sl s e A
Ko Uraian
I . |
1 ) |

1 |8PD

TRl T el i IRORIIN v b s v Rp.

Tenggal : INamar ______________________________ Rp.

Dist T A Rp.
11 |8P2D Sebelumnya

TREGEDAL T oinennssraniasaunzssressiine [Numur: ............................. Rp.

TOOREA) 3 covisisnuissininsons sesonsi BRI oo snmes s innrapsamsmni sas Rp.

Dst 4 L] o PP PPy Rp

Pada SPF ini ditetapkan lampiran-lampiran yang dipesiuken sebagaimans tertern pada daftar kelengkapan dolosmen 8PP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

Lembar Asdi | Untuk Pengguna AnggaraPP-Srm
Salinan1 : untuk Kuasa BUD

Safinan 2 : Untuk Bendahara Pengeiuaran/PPTK
Safinan 3 ; Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran

[tanda tangan}

(nama le ngkapl
NIP.
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

BBIOP Y. ossvsimummiassianviansin
Tahun Anggaran : ............
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
Nol Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. P00 XX XX

..............................

7, [RXK R XK. XXX

.............................

3. dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 2

4, |XRX.X00X0C XXX

5, |0 XK 300X

f. [RK00 XXX

.............................

7 | XK KKK

g |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

g, .30K.300 0. XX.J00X

10, dst
m&!nﬂt“llllililll
Terbilang : #4 ........ccoccunuvue TUiGh £
Menge tahui [ Menyetujui: {Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
{Nama Lengkap| (Nama Lengkap|
;| L B sSiibebinanins
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7. SPM UP.
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan {UP)
Tahun Anggaran: No, SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA BLITAR
No. Ve Jumlah | Keterangan
{No. Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah] Bp ...

Informasi : (Tidak mengurangi juminh pembayaran SPM)

SKPD
Bendah ihak lal Uraian
! am;m e No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank {No. Rekening)
Nama Bank
NPWP Jumlah|Rp. ...ovii-
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta - SR AU
Jumlah Potongan B - oriiiitims
Jumah L Jumlah Yang Dibayarkan  [Rp. ...
Vang Sejumlah: [.......c.cousimnnimenen)
Jumlah SPP Yang Diminta: B
........... tanggal .. ... ...
{terbilang) Pengguna Anggaran
{tanda tangan)
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

BPM ind sah epabila telnh ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKFE
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8. SPM GU.
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA BLIT. Uraia
AR No. ; Jumlah  |Keterangan
{No. Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Ke pada:
Jumlah| Rp .o
SKFD Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Bendahara/pihak lain N Uraian Senidh Kete
No. Rekening Bank » (No. Rekening) umla rangan
Nama Bank
NPWP Jumlah|Rp. .........,
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. ...
Jumlah Potongan Rp ...
Jumah B0 iy - Jumlah Yang Dibayarkan |Rp. ...
Uang Sejumlah: {..oommivmmreommees)
Jumlah SPP Yang Diminta: - T
{terbilang) Pengguna Anggaran
{tanda tangan)
(nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP NIF.

|
i

SPM int seh apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD




100

9. SPM TU.
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA BLITAR
No. V., Jumlah |Keterangan
{No. Rekcninﬂ
Supetya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlahl Rp .o
SKPD Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Bendaharéf pihak lain No. Uraian Jumlah Iﬁttemmn
No. Rekening Bank (No. Rekening)
Nama Bank
NPWP E i AR JumlahRp. ..oy -
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta B s
Jumiah Potongan B wesseisaissiiniay®
Jumah ) e - Jumlah Yang Dibayarkan  |Rp
Uang Sejumlah: {.....couremirmmnismens)
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. ooy
o wms Sooy KEETREEL s wme s

\terbilang)

Nomeor dan Tanggal SPP

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran

{tanda tangan|

len

NIP.

SPY ini sah apabila telah ditandatangoni dan distempel oleh Kepala SKPD
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10. SPM LS.
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH KOTA BLITAR Uraian
Ko. Jumish |Ketera
(No. Rekening) il
Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah] Rp. .......]
SKPD P Becad el o Informasi : (Tidak mengurangi umlah pembayaran SPM)
Bendahara/pihak lain B it Ay - Uraian e -
0. era
No, Rekening Bank b e e o s
Nama Bank
NPWP
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta i
Jumlah Potongan | SR
Jumah BB iy Jumlah Yang Dibayarkan  Rp. ... -
Uang Sejumlah: [.........cosumsriarscocrians |
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. oo
! o e ey RETEERA
{terbilang] Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
[tanda tangmn)
[nama lengiap|
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

i

i SPA{ ini sah qpabila telah ditandatangani don distempel oleh Kepala SKPD
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iy iF SP2D.
WOMOF © ..oovvivnninans
Momaor SPM - Dhari : BUD/Kunsa BUD
Toanggal ki
. Tahun Anggaran
MNamn SKPD

Basrile: Peiighe By = e S s e i i e Er A i a ks S A s AR e e s L A S
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening N
Usng sebesar Rp ... ... ... foerbriberngy © o eieons ]

IR oo cin see sia

Ke pradia

NPWP r
No. Rekening Bank &
Bank Pepnerima *

Keperluan Lintuak T e ML P e g B A o TR e

Pagu Angparan A . TR R R P G A e

nNO HODE KEGIATAN/SUB KEGILATAN URAIAN

)

3

Jumiah)

Potongan.-potongan:

Jumiah
No. Uraian (No. Rekening) Heterangan

1.

2

&

Jumlah

mformasir (tidok mengorongd junioh perdboyoran S P20

Jumiah

No. Uraian (No. Rekening) (Rpi

Heterangan

wlnf-

&

Jumiah

S8F2D yang Dibayarkan

Juminh yang Diminta PP oiciipisrimrmniag™

Jumilah P-M;m_w B oo o

Jumiah yang Dibayarkan RN it n e

Uang Sejumlah:

Lemibar 1 : Bank Yang Ditunjok was sy ey TEDERRAL 0 -
Lembear 2 - Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Huasa Bendahara Umum Dacrah
Lembar 3 : Arsip Hoasa BUD

Lembar 4 - Pihak Penerima
{tonda tangan)

{mama Jengiap)
NIP.
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Surat pernyataan pengajuan SPP

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS

N [o11 1o

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

DO TR v 50505 HE R SN K tanggal ... yang kami ajukan sebesar

Rp. ... (terbilang ...... ) untuk keperluan SKPD ... Tahun Anggaran ..., dengan

ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan
guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus
dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

Nama
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Surat pernyataan pengajuan SPM

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS
& 527 ] N I SN

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor

.......................................... tanggal ... yang kami ajukan sebesar Rp. ...
(terbilang ...) untuk keperluan SKPD ... Tahun Anggaran ..., dengan ini

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

3. Jumlah langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk
membiayan kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

4. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus

dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan
pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

Nama
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Surat Pernyataan Ver. PPK SKPD

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKAS| KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama R R TS
NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen dan Lampiran Surat
Permintaan Pembayaran LS Nomor ........................ tanggal ... telah
Lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di
kemudian hari pernyataan Saya ini tidak benar, maka Saya bersedia diberikan
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini Saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari
pihak manapun.

Blitar, .......
PPK SKPD

(tanda tangan)

Nama
NIP.
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Buku Register.

PEMERINTAH KOTA BLITAR

mu&llw b
TAHUN ANGGARAN...........

REGSTER 5PP/5PM/5P2D
Periode: .. ccunia

16.

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

Nama
N

Buku Kas Umum.

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SKPD .........
Tahun Anggaran .......

BUKU KAS UMUM
PEriode: i

Saldo Kas di Be ndahara Pengeluaran/Bendahara Pengel uaran Pembantu

R W A S © R A e S
terdiri dari:
a. Turusi =Rp s
b, Bank T e Yy ey
Disetuiul oleh, Disl apkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa uncl_a’ulwa Pengeluaran/
Pengguna Angg aran Bendahara Pengeluaran
Mama Nama

[ | froe— NIP:

T orereasseer
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17. Buku Pembantu Bank.

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SKPD sinerss
Tahun Anggaran .......

BUKU PEMBANTU BANK
Periode: ... veree

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
;
A
=l
Nama Nama

18. Buku Pembantu Kas Tunai.

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SKPD .....conn
Tahun Anggaran .......

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode: ...

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendshara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Nama Nama,

NP s [} —
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19. Buku Pembantu Pajak.

PEMERINTAH KOTA BLITAR
SKPD .iiivinii
Tahun Anggaran .......

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode: ....

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Nama
NP NIP: ..........

20. Buku Pembantu Panjar.

Pemerintah Kota Blitar
SKPD .........
Tahun Anggaran .......

BUKU PEMBANTU PANJAR

Disetujui oleh, Dislapkan oleh,
Pengguna Anggsran/ Kuasa Bendahara Pengelusran/ Bendshara
Pengguna Anggaran Pengeluaran Pembantu
B B
[
Blama. Nama

NI s NPt oo
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Buku Pembantu Sub Rincian Obyek.

Pemerintah Kota Blitar
SKPD .........
Tahun Anggaran .......

Kode Rekening R
Nanmw Rekening s i
Jumiah Anggaran {DPA) P ensmis oo
Jumiah Anggaran (DPPA) g 1 o

BUKU PEMBANTU SUB RINCAN OBYEK BELAN A
L L1 T P T——

No. | Tanggal | No.Bxu Ursian | Belanja 1S | Belanja TU :E'“m' i Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Huasa Pengguna Bendahara Penpgeluaran
2
1
Nama Nama_
e Ja MR o cerrren
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22. LPJ UP.

Pemerintah Kota Blitar
SKPD .........

Tahun Anggaran .......

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
m:'—“mml

Besaran UP berdasarkan SK KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode : ..o
Penggunan Uang Persediaan (UP) : coummesemsn
Uang Persediaan (UP) AKhir PERIOE  vsessmeine

Urusan g o
Bidang Urusan TEISE
Program S skissarsmminitn
Kegiatan ST

Urusan £ s
Bidang Urusan e
Program D
Kegiatan N

Bendahara Pengeluaran




L1

23. LPJ TU.

Pemerintah Kota Blitar

Program
Sub Kegiatan =
Tanggal SP2DTU  cvsconnss

TOTAL
Tambahan Uang Persediaan (TU)
Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
0
Nama Nama

NIP........... NP s
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24. Laporan Penutupan Kas.

Pemerintah Kota Blitar
SKPD .........

Tahun Anggaran .......

LAPORAN PENUTUPAN KAS

Bulan ......... Tahun ......
Kepada Yth.

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Blitar No...... Tahun

... mengenai Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas

Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD ...............
............ dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan tanggal ... Rp.
A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal.  Rp.

. adalah sejumlah Rp.

Saldo akhir bulan tanggal .....terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di
bank sebesar Rp .....
. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.
B.2. Jumlah Penerimaan Rp.
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal.  Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ..... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. .......... dan saldo di

bank sebesar Rp .....

. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp
C.2. Saldo di Bank Rp.
C.3. Saldo total Rp.

Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu

Tanda tangan

nama kelas
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NIP

25. SPJ Administratif.

Pemerintah Kota Blitar
BEPD .o

Tahun Anggaran .......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
{SPI ADMINISTRATIF)
B“Ian:lﬂil-lﬂ .

JUMLAH
Penerimaan
590
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
. PPh 22
d. PPh 23
« Lain-lain
Jumiah Penerimaan
[Pengeluaran |
-58 (LE=UR/GUTU)
- Penyetoran Pajak
a. PP
b, PPh 21
¢ PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumish Pengeiuaran
Saldo Kas

Menyetuju:, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

v
Hlpt [




114

26.SPJ Fungsional.

Pemerintah Kota Blitar

Tahun Anggaran .......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(5P FUNGSIONAL)
m‘l LR

JUMILAH
Penerimaan
5820
- Potongan Pajak
& PPN
b.PPh 21
¢ PPh 22
d PPh 23
- iain-Iain
Jumiah Penerimazn
Pengeiuaran I
-5P) (LS+UP/GU/TL]

- Penyetoran Pajak
a PPN
b.PPh 21
¢ PPh 22
4.PPh 23
- Lain-lain
Jumiah Pengeluaran
Saldo Kas
Menyetujui, Distapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Nama
|| "
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27. Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Berita Acara Pemeriksaan Kas merupakan dokumen yang menyertai
pemeriksaan kas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
terhadap Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu yang
dilaksanakan tiap akhir bulan.

PEMERINTAH KOTA BLITAR
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

SKPD.......c.....

Pada hariini ......... tanggal ........... yang bertanda-tangan di bawabh ini:

Nama lengkap @ coooeeeiiiiieeeeiinene

Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah
NOWIOE 00505000 tahun ....c....e., kami melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama lengkap

Jabatan
Berdasarkan keputusan Walikota Nomor ........ tanggal ....... ditugaskan mengurus uang

berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami
menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah:
Uang kertas = RP. cevvreenirnreenenns
1. Uanglogam = Rpooauwes

2. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang

belum dicairkan 31 [ R —
3. Saldo bank & RBuaminsssiasisiais
4. Surat/Barang/Benda berharga yang diizinkan = Rp. .....coooovvveeeeee.

Jumlah

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan lain sebagainya sejumlah = BB covaieasiviing
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan
saldo buku = Rp. ..

Penjelasan perbedaan positif/negatif

senisssonriy LANBEAL i
Yang diperiksa Yang memeriksa
Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu PA/KPA
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
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28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan surat pernyataan

yang menyatakan PA/KPA bertanggungjawab untuk kebenaran bukti-
bukti pengeluaran.

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan :

SKPD

Dengan ini menyatakan bahwa SPM UP/GU/TU/LS Nomor .......... Tanggal ......... sebesar
- T— (dalam huruf) dan Penyerahan Dokumen berupa bukti-bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan adalah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan tanggungjawab ini saya buat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PA/KPA
Cap dan TTD
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W. TRANSAKSI NON TUNAI

Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet, giro, Uang Elektronik
atau sejenisnya. Cash Management System (CMS) adalah saluran distribusi
elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan
untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di bank dan memperoleh
informasi bank melalui koneksi internet dengan mengunakan browser
transaksi. Ketentuan transaksi non tunai sebagai berikut:

1. Setiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD
wajib menggunakan Sistem Pembayaran Non Tunai.

2. Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Belanja Daerah:
1) belanja pegawai;
2) belanja bunga;
3) belanja subsidi;
4) belanja hibah;
5) belanja bantuan sosial;
6) belanja bagi hasil;
7) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/
kota/pemerintah desa dan partai politik; dan
8) belanja tidak terduga;
9) belanja barang/ jasa; dan
10) belanja modal,
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) di atas termasuk
pemotongan pajak sesuai dengan persyaratan yang berlaku, kecuali
untuk pajak daerah berupa Pajak Restoran atas pembelian makanan
dan minuman di dalam Kota Blitar dibayarkan secara tunai sampai
dengan adanya perubahan ketentuan tentang penerimaan daerah secara
non tunai yang akan diatur lebih lanjut

4. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau
Pembantu Bendahara Pengeluaran harus melakukan pembuatan dan
penyimpanan bukti pembayaran dalam pelaksanaan Pembayaran Non
Tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Transaksi non tunai wajib dilaksanakan untuk setiap belanja yang

besarnya lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi

E
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pembelian/pembayaran. Kecuali untuk belanja pegawai, berapapun

nominalnya dilakukan dengan mekanisme non tunai.

6. Uang tunai dari uang persediaan berada di Bendahara Pengeluaran
setinggi-tingginya 50% dan sisanya berada di rekening giro Bendahara
Pengeluaran.

7. Uang tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikecualikan dari mekanisme
transaksi non tunai.

8. Uang yang berada di rekening giro Bendahara Pengeluaran digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan
mekanisme non tunai.

9. Penarikan uang tunai per hari di Bank Jatim oleh tiap unit kerja sebagai

berikut:

a. UPTD Kesehatan, UPTD SMP Negeri, dan Kelurahan
maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per hari

b. Dinas, Badan, Kantor, Bagian maksimal sebesar Rp20.000.000,00
(Dua Puluh Juta Rupiah) per hari.

c. Penarikan uang tunai per hari dengan jumlah melebihi nominal yang
tersebut dalam huruf (a) dan (b) harus mendapat Surat Persetujuan
Penarikan Dana dari BPKAD yang ditandatangani oleh BUD/Kuasa
BUD setelah SKPD/unit kerja tersebut mengirimkan Surat
Permohonan kepada BPKAD.

10. Ketentuan pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran

Non Tunai dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran Belanja Daerah

sebagai berikut:

a. pembayaran belanja penunjang operasional Walikota/Wakil
Walikota/BOP Dewan paling tinggi Rp5.000.000,00 (Lima Juta
Rupiah) per transaksi;

b. belanja bantuan sosial tidak terencana bagi orang terlantar;

c. belanja bantuan sosial terencana santunan kematian dan santunan
anak yatim,;

d. belanja bantuan sosial tidak terencana yang bersifat mendesak atau
calon penerima tidak memungkinkan untuk membuka rekening;

e. belanja untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi
bencana alam;

f. belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas:

g. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan

saat digunakan dalam perjalanan dinas dan bersifat mendesak;
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h. pembayaran belanja transport peserta dalam rangka
seminar/rapat/workshop/  sosialisasi/pameran/ bazaar dan
sejenisnya (termasuk jasa kerja/insentif/perjalanan dinas yang
diberikan kepada masyarakat);

i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;

j. pembayaran belanja makanan dan minuman rapat yang
dilaksanakan di luar daerah;

k. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya
mendesak dan tidak terencana;

1. pembayaran pajak kendaraan bermotor;

m. pembayaran untuk tenaga kebersihan dan buruh kasar yang bersifat
insidental,

n. pembayaran untuk tenaga pramusaji untuk rumah dinas
Walikota/Wakil Walikota;

0. belanja parkir insidental;

p. belanja listrik dan telpon prabayar (pulsa listrik dan pulsa telephone)

q. pembayaran TV kabel berlangganan

11. Mekanisme pembayaran non tunai sebagai berikut

a. Belanja Pegawai

1) Mekanisme transaksi non tunai Belanja Pegawai dapat dilakukan
melalui tata cara pencairan dana secara LS Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2) Pembayaran LS dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan
dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, untuk
kemudian dipindahbukukan ke rekening bank penerima.

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mekanisme LS

a) Mekanisme transaksi non tunai pembayaran belanja barang
dan jasa yang sudah pasti jumlah, penerima dan waktu
pembayarannya dapat dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

b) Pembayaran langsung kepada penerima dilakukan dengan
melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) ke rekening penerima/pihak ketiga

2) Melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan mekanisme UP/GU/TU




b.

120

a) PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana yang
dilampiri Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ rampung),
daftar rekening bank pihak ketiga dan surat setoran
pajak/billing pajak kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran melalui Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas Dokumen
Pertanggungjawaban (SPJ rampung), daftar rekening bank
pihak ketiga, dan surat setoran pajak/billing pajak. Apabila
kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana yang
dimaksud pada huruf a) tidak Iengkap, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengembalikan dokumen kepada PPTK

c) Dalam hal basil verifikasi dokumen sebagaimana huruf b)
dinyatakan lengkap dan benar maka diajukan kepada

PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pembayaran

d) Setelah mendapatkan persetujuan pembayaran dari PA/KPA,
pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme
pemindahbukuan atau non tunai lainnya

Belanja Perjalanan Dinas
1) Mekanisme Pembayaran Perjalanan Dinas dilakukan sebelum

Perjalanan Dinas dilaksanakan.

a) PPTK menyampaikan Dokumen Perjalanan Dinas antara lain
Nota Pencairan Dana, Surat Perintah Perjalanan Dinas, bukti
pemesanan tiket, bukti pemesanan hotel/penginapan,
perkiraan rincian perjalanan dinas, rekening bank penyedia
jasa, rekening pelaksana perjalanan dinas kepada PA/KPA
melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas Dokumen Perjalanan
Dinas (SPJ), daftar rekening bank pihak ketiga, daftar
rekening pelaksana perjalanan dinas. Apabila kelengkapan
dokumen vyang diajukan tidak lengkap, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengembalikan dokumen kepada PPTK.

c) Dalam hal hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan
benar, permohonan pembayaran diajukan kepada PA/KPA

untuk mendapatkan persetujuan pembayaran
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Pembayaran uang  harian (lumpsum) dan/atau uang
representasi dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan
dari rekening bank Bendahara Pengeluaran ke rekening
pelaksana perjalanan dinas jika jumlah penerimaan per
orang di atas Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Jika
jumlah penerimaan per orang kurang dari Rp500.000, 00
(Lima Ratus Ribu Rupiah), pembayaran diberikan secara
tunai (diberikan berupa wuang tunai kepada pelaksana
perjalanan dinas) maupun secara non tunai dengan
melakukan pemindahbukuan dari rekening bank Bendahara
Pengeluaran ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
Pemindahbukuan dilakukan dengan menggunakan Surat
Permintaan Pemindahbukuan Dana.

Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan
transportasi umum (travel/pesawat) dan/atau fasilitas
penginapan/hotel maka Bendahara Pengeluaran melakukan
pemindahbukuan ke pihak ketiga/penyedia jasa berdasarkan
bukti pemesanan. Kecuali untuk pembayaran yang tidak
mungkin  dilakukan secara non tunai, dapat dilakukan
secara tunai, misalnya taksi, tiket bus atau tiket travel yang
langsung dibayar kepada pemberi layanan.

Perkiraan komponen biaya transportasi seperti biaya
transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan
sebaliknya, retribusi yang dipungut di terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan, airport tax, taxi/angkut dari tempat kedudukan
sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya
diberikan secara tunai ke koordinator pelaksana perjalanan
dinas

Dalam hal terdapat biaya administrasi bank dalam proses
pembayaran hotel/transportasi, maka biaya administrasi
tersebut dibebankan pada rekening penyedia jasa

Dalam hal pemesanan tiket dan/atau hotel tidak dapat
dicukupi maka wuang tiket dan/atau hotel disesuaikan
standart harga dan dapat disatukan dengan perkiraan
komponen biaya transport lainnya dan diberikan secara tunai

ke koordinator pelaksana perjalanan dinas.
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i) Dalam hal perjalanan dinas terdapat kelebihan setelah
dilakukan perhitungan SPJ rampung maka koordinator
perjalanan dinas menyetor kembali kelebihan uang
perjalanan dinas ke Bendahara Pengeluaran.

j) Dalam hal biaya perjalanan dinas terdapat kekurangan
setelah dilakukan perhitungan SPJ rampung, koordinator
perjalanan  dinas melalui PPTK dapat mengajukan
kekurangan kepada bendahara dengan mengajukan Nota
Pencairan Dana atas kekurangan tersebut yang dilampiri
dengan perhitungan kekurangan dan bukti-bukti pengeluaran
yang sah.

k) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan transfer kekurangan biaya perjalanan dinas ke
rekening koordinator perjalanan dinas menggunakan Surat
Permintaan Pemindahbukuan Dana, atau dapat juga
diberikan secara tunai

Mekanisme Pembayaran Perjalanan Dinas dilakukan setelah

Perjalanan Dinas dilaksanakan.

a) PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana yang dilampiri
Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ rampung), nomor
rekening bank para penerima dan nomor rekening bank
koordinator perjalanan dinas kepada PA/KPS melalui
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas Dokumen
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPJ rampung), nomor
rekening bank para penerima dan nomor rekening bank
koordinator perjalanan dinas. Apabila kelengkapan dokumen
yang diajukan tidak lengkap, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengembalikan dokumen pertanggungjawaban kepada PPTK

c) Dalam hal hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan
benar diajukan PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan
pembayaran;

d) Pembayaran langsung kepada penerima dilakukan dengan

melakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
penerima menggunakan Surat Permintaan Pemindahbukuan

Dana
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Belanja Modal

1)

2)

Melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) / LS

a) Mekanisme transaksi non tunai pembayaran Belanja Modal
yang sudah pasti jumlah, penerima dan waktu
pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

b) Pembayaran langsung kepada penerima dilakukan dengan
melakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Umum Daerah (BUD) ke Rekening Penerima.

Melalui  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran

Pembantu Mekanisme UP/GU

a) Pembayaran honorarium yang terkait dengan perolehan
belanja modal dan dianggarkan di rekening belanja modal
tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU maupun
LS Bendahara.

b) Jika menggunakan mekanisme UP/GU, PPTK mengajukan
Nota  Pencairan Dana yang  dilampiri Dokumen
Pertanggungjawaban (SPJ rampung), daftar rekening bank
penerima, surat setoran pajak/billing pajak kepada PA/KPA
melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu:

c) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas Dokumen
Pertanggungjawaban (SPJ rampung), daftar rekening bank
penerima, surat setoran pajak/billing pajak. Apabila
kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengembalikan dokumen pertanggungjawaban kepada PPTK.

d) Dalam hal hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan
benar maka pembayaran diajukan kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan pembayaran.

e) Pembayaran langsung kepada penerima dilakukan dengan
melakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD ke

rekening penerima.

Melalui Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu Mekanisme LS
a) Mekanisme transaksi non tunai pembayaran honorarium

untuk perolehan Belanja Modal yang sudah pasti jumlah,

b
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penerima dan waktu pembayarannya dapat dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung;

b) Pembayaran dengan mekanisme LS kepada penerima
dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Umum Daerah ke rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, untuk
kemudian dipindahbukukan ke rekening penerima setelah

dokumen pertanggungjawaban (SPJ) lengkap.

12. Mekanisme pemindahbukuan sebagai berikut:

a. Melalui Bendahara Umum Daerah/LS
Mekanisme pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke
rekening penerima/pihak ketiga dengan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D LS) kepada Bank oleh Bendahara Umum
Daerah.

b. Melalui Bendahara  Pengeluaran SKPD/PPKD (UP/GU/LS
Bendahara)
Mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas Bendahara
Pengeluaran SKPD/PPKD ke rekening pihak Kketiga/penerima
dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan Dana
kepada Bank yang ditandatangani Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PA/KPA

X. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENGEMBALIAN BELANJA
Ketentuan untuk penerimaan pengembalian belanja adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan pengembalian belanja dari tahun berjalan diakui sebagai
pengurang realisasi rekening belanja yang bersangkutan.
2. Penerimaan pengembalian belanja dari tahun sebelumnya diakui sebagai
penambah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
3. Kas yang diterima sebagaimana dimaksud angka (1) dapat digunakan

sesuai dengan anggaran belanja yang bersesuaian.

III. PENATAUSAHAAN KAS UMUM

A. Pembukaan RKUD
1. Walikota melakukan penunjukan bank umum yang sehat/aman sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penampung RKUD

dengan mempertimbangkan hal- hal:
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a. Reputasi Bank

b. Pelayanan Bank

C.

Manfaat

2. Penunjukan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan

Pejabat Bank umum yang bersangkutan.

B. Pembukaan Rekening Operasional

1. BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai

dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan

pendapatan daerah.

a.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
Rekening Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening
penerimaan daerah pada bank dimaksud setelah mendapat
persetujuan Walikota.

Pemindahbukuan dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada bank umum ke RKUD atau sebaliknya dilakukan
atas perintah BUD.

Dibuatkan PKS antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada
Bank yang terkait.

Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui Bendahara
Penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang
dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil, yang seluruh penerimaannya harus di setor ke RKUD
sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir kerja sesuai dengan

yang ditetapkan dalam PKS.

2. BUD membuka rekening operasional pengeluaran, dengan ketentuan:

a. Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai rencana pengeluaran.

Rekening operasional dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang
dibayarkan secara langsung kepada Pihak Ketiga melalui Mekanisme
LS dan juga untuk pemberian UP, Penggantian Uang Persediaan (GU)
kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
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C. Pembukaan Rekening SKPD

1. Untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan
belanja daerah, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada Bank yang
sama dengan RKUD sesuai kebutuhan .

a. BUD membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan
kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan daerah.

b. BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah
mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

c. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening
Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank
dimaksud setelah mendapat persetujuan Walikota.

2. Rekening Penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan
daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan, rekening
Penerimaan SKPD dibuka atas nama Bendahara Penerimaan SKPD.
Pada akhir hari kerja saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD
tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara
Penerimaan.

3. Rekening Pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang
akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti UP, TU dan LS
atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD,

4. Teknis pembukaan rekening OPD sesuai ketentuan perundangan

D. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek diantaranya

Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

1. Pemerintah Kota Blitar melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk
deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD

2. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke
RKUD oleh BUD setiap saat diperlukan.

3. Imbalan Jasa dari Deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih

tinggi dari tabungan biasa.
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Penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut :

1.

Pemerintah Kota Blitar melakukan investasi jangka pendek sepanjang

tidak menganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas

pelayanan publik.

. BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana

yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat sebelum

mengalokasikan kas umum daerah kedalam investasi jangka pendek.

. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka

pendek kepada Walikota yang mencakup jumlah dana, pilihan investasi

beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

. Walikota menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan

menerbitkan Surat Keputusan Walikota.

. Berdasarkan SK Walikota tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah

Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana

dari Kas Umum Daerah kedalam investasi yang dipilih.

. Investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling lambat per 31

Desember.

. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

1. Bagian 1: Penerimaan RKUD

a. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD
mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom
tanggal dan kolom nomor bukti.

b. BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

c. BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas

Umum.

2. Bagian 2: Pengeluaran RKUD

a. Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran
uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat
perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA.

b. Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor
bukti.
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F. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1. Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

2. Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang

berada  dalam pengelolaannya. Bendahara  Umum Daerah
menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan
bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar

dalam membuat laporan BUD.

3. Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
b. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.
Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja

pertama setiap minggunya kepada Walikota atau dapat diserahkan
sesuai kebutuhan.

4. Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah membuat

Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis
diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang

terintegrasi.

G. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1.

Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak
ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris
adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari
setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima
Upah, antara lain Walikota, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat

Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal
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21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan

kerja dan jaminan kematian;

b.Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari
transaksibelanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari

dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya
disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di
bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan Kkas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran
belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara

pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara

k
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Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan

perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas
transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya

dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan
langsung oleh bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan

yang telah ditentukan.

IV. DOKUMEN BELANJA

A. Umum

1. Bukti pembelian/penerimaan pembayaran dari Penyedia kepada PPK
berupa nota kontan/struk pembayaran tunai/faktur /bon/invoice
yang ditandatangani oleh "PA / KPA selaku PPK" dan Bendahara
Pengeluaran serta bukti pemotongan/penyetoran pajak digunakan
untuk pengadaan Barang/jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

2. Kuitansi yang ditandatangani oleh "PA/KPA selaku PPK', Bendahara
Pengeluaran dan Pihak Penyedia serta bukti pemotongan/penyetoran
pajak digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai
paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

3. SPK digunakan untuk :

a. Pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan maksimal
Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah).

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan
Rp50.000.000,00 sd Rp200.000.000,00.

c. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai maksimal
Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

4. Surat Perjanjian

a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas
Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) .

b. Pengadaan jasa konsultansi paling sedikit Rp100.000.000,00
(Seratus Juta Rupiah).
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S.Surat Pesanan pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa

melalui e-purchasing.

6. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dilampiri screenshoot
SPSE pada menu entry BAST.

B.Gaji dan Tunjangan

1. Mutasi dari luar daerah, sesuai dengan perubahannya harus dilampiri:

a.
b.

Cc.

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

Keputusan Pindah;

Daftar Keluarga (Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga);

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan bagi yang mendapatkan tunjangan jabatan).

2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Ragam SKPP terdiri dari SKPP pensiun, SKPP meninggal dunia dan SKPP

untuk pegawai yang pindah keluar dari Kota Blitar dan masuk ke Kota
Blitar. Prosedurnya adalah

a.
b.

C.

OPD mengajukan berkas persyaratan SKPP kepada Kepala BPKAD;

SKPP ditandatangani oleh Kuasa BUD;

SKPP bagi pegawai yang pensiun dan/atau meninggal dunia

ditembuskan kepada PT. TASPEN (PERSERO) dan OPD yang

bersangkutan;

SKPP bagi pegawai yang mutasi ke daerah lain ditembuskan kepada:

1) KDH dan Badan Kepegawaian Daerah tempat tujuan mutasi

2) Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Blitar dan OPD yang
bersangkutan

3) OPD yang bersangkutan

3. Tunjangan Keluarga:

a.

b.

C.
d.
e.

Kawin, dilampiri foto copy surat nikah/akte perkawinan

Tambah anak, dilampiri foto copy akte kelahiran

Untuk anak yang telah berusia 21 s/d 25 tahun yang masih menjadi
tanggungan orang tua dilampiri Surat Keterangan Kuliah/Sekolah.
Meninggal dunia dilampiri Surat Kematian/Akte Kematian

Cerai dilampiri Surat/Akte Perceraian

Daftar Keluarga

4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

a.
b.

Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS
Nota Persetujuan BKN
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Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Daftar Keluarga (Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga)

Fotocopy Surat Nikah /Akte Perkawinan

Fotocopy Akte Kelahiran

NPWP, KTP, KK dan Buku Rekening Bank

Gaji Terusan

a.

Surat Keterangan/Akte Kematian dari Desa/Kelurahan/Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan yang berlaku yang telah
dilegalisir;

Fotocopy Surat Nikah;

Fotocopy SK terakhir;

Dibayarkan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah yang
bersangkutan meninggal dunia, selama 4 bulan  berturut-turut,
apabila pegawai meninggal dunia mendapatkan kenaikan pangkat
pengabdian maka gaji terusannya agar dibayarkan dengan gaji pokok
pangkat baru;

Pengajuan SPP Gaji Terusan setiap SPP untuk satu orang pegawai
atau lebih dengan melampirkan daftar gaji PNS yang meninggal serta
rekap dalam satu SKPD;

Potongan Askes 4% dari (gaji pokok + tunjangan keluarga + tunjangan
struktural/fungsional/umum

Potongan Askes Terusan 1% dari (gaji pokok + tunjangan keluarga +

tunjangan struktural/fungsional/umum

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

a. Pengantar SKPP dari Kepala SKPD dan Rincian Gaji Terakhir;

b. Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, Pindah;

C.

Surat Keterangan Kuliah /Sekolah bagi anak yang telah berusia 21 s/d
25 tahun dan masih menjadi tanggungan orang tua;

Daftar Penerimaan Gaji terakhir;

PNS pensiun yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian agar
disesuaikan gajinya setelah menerima SK Pensiun sesuai dengan TMT

pensiun;

C. Dokumen Belanja Lainnya

1.

Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:
a. Daftar Hadir
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Laporan Pelaksanaan Kegiatan, termasuk jadwal

Daftar Penerimaan Honor

d. Daftar Nomor Rekening Bank milik Penerima Honor (jika transaksi non

c.

f.

tunai)
NPWP

Surat Setoran Pajak/ E-Billing untuk PPh 21

2. Belanja Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Pelaksana

Administrasi Keuangan

a.

b.

C.

Daftar Hadir

Daftar Penerimaan Honor

Daftar Nomor Rekening Bank milik Penerima Honor (jika transaksi non
tunai)
NPWP

Surat Setoran Pajak/ E-Billing untuk PPh 21

3. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber:

a.
b.

C.

P

I

==
.

J:
k.

Surat Permohonan dari SKPD

Surat Jawaban dari Narasumber

Surat Tugas dari Instansi Narasumber (jika permohonannya kepada
instansi)

Risalah Materi dari Narasumber

Daftar Hadir

Jadwal Kegiatan

Sertifikat Keahlian (untuk narasumber tenaga ahli)

Daftar Penerimaan Honor

Daftar Nomor Rekening Bank milik Penerima Honor (jika transaksi non
tunai)

NPWP

Surat Setoran Pajak/ E-Billing untuk PPh 21

4. Belanja Uang Saku Perjalanan Dinas:

a
b.

a e

€.

Surat Undangan dari SKPD

Surat Tugas dari Instansi (jika surat undangannya ke instansi)

Daftar Penerimaan Uang Saku

Daftar Nomor Rekening Bank milik Penerima Uang Saku (jika transaksi

non tunai)
NPWP

5. Belanja Upah Kerja:

a.

Surat Perintah Kerja dari Kepala SKPD
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Daftar Hadir
Daftar Penerimaan Upah Kerja
Daftar Nomor Rekening Bank milik Penerima Upah Kerja (jika transaksi

non tunai)

NPWP
Surat Setoran Pajak/ E-Billing untuk PPh 21

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS:

MoU antara Pengguna Anggaran dengan Penerima Beasiswa

SK Penugasan dari Kepala SKPD

Kuitansi Pembayaran ke Lembaga Pendidikan

Bukti Keikutsertaan dari Lembaga Pendidikan (Kartu Mahasiswa)
Laporan hasil studi (transkrip nilai)

[jazah bagi yang telah lulus

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS:

Surat Penawaran/Undangan dari Penyelenggara

Surat Perintah/Tugas dari Kepala SKPD

Kuitansi Pembayaran dari Penyelenggara

Sertifikat

Materi dan Dokumentasi

Laporan Keikutsertaan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis

Belanja Barang Pakai Habis, Material

Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Pengadaan Langsung/
Penunjukan Langsung/E-Purchasing, jika dilaksanakan dengan
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Peraturan LKPP

Faktur atau Nota Pembelian wuntuk pengadaan dibawah Rp
10.000.000,00

Kuitansi Pembayaran yang diberikan meterai Rp10.000,00 untuk
pembayaran di atas Rp 10.000.000,00.

NPWP Penyedia

Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN dan PPh 22

9. Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet:

a.
b.

Nomor Rekening untuk Langganan Telkom, PDAM, PLN dan Internet
Tagihan Pembayaran dari Telkom, PDAM, PLN dan Penyedia Internet
Surat Permintaan

Bukti pembayaran/struk pembayaran dari Telkom, PDAM, PLN dan

Penyedia Internet Surat Permintaan

10. Belanja Surat Kabar/Majalah:




i1,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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a. Dokumen pengadaan

b. Nota / Kuitansi Pembayaran dari Penyedia Surat Kabar/Majalah

c. Daftar Penerimaan, jika pembelian surat kabar/majalah didistribusikan
kepada instansi/pihak lain

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang adalah sesuai

dengan dokumen E-Procurement.

Belanja Paket/Pengiriman adalah Faktur dan atau Kuitansi yang diakui

oleh Penyedia Jasa.

Belanja Sertifikasi adalah Faktur dan atau Kuitansi yang diakui oleh

Penyedia Jasa

Belanja Servis Kendaraan

a. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Pengadaan
Langsung/Penunjukan Langsung/ E-Purchasing

a. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

b. Kuitansi Pembayaran/Nota dari Penyedia Servis
Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN (untuk di atas Rp
2.000.000,00) dan PPh 23 (untuk berapapun nilainya)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas:

a. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK (untuk Belanja BBM)

b. Kuitansi Pembayaran/Nota dari Penyedia (dengan menyebutkan nomor
kendaraan untuk belanja BBM)

c. Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN (untuk di atas
Rp1.000.000,00) dan PPh 23 (untuk berapapun nilainya)

Belanja Jasa KIR dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan:

a. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK

b. Kuitansi Pembayaran/Nota dari Penyedia

c. Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN (untuk di atas
Rp1.000.000,00) dan PPh 23 (untuk berapapun nilainya)

Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi:

a. Surat Permohonan Pegawai kepada Kepala SKPD

b. Surat Persetujuan Kepala SKPD

c. Kuitansi Pembayaran/Nota dari Kepolisian RI

Belanja Cetak dan Penggandaan, dengan mekanisme GU:

a. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Pengadaan
Langsung/Penunjukan Langsung/ E-Purchasing

a. Faktur atau Nota dari Penyedia untuk pengadaan dibawah Rp
10.000.000,00




b.

C.
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Kuitansi Pembayaran yang diberikan meterai Rp10.000,00 untuk
pembayaran di atas Rp 10.000.000,00.
Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN dan PPh 22

19. Belanja Sewa:

d.

b.

a0

o

Surat Perjanjian Sewa Menyewa

Fotocopy KTP Pemilik Tempat untuk Sewa
Tanah/Rumah/Gedung/Ruko

Fotokopi STNK untuk Sewa Sarana Mobilitas

Foto obyek yang disewa

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Faktur atau Kuitansi dari Penyedia

Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN (kecuali kendaraan plat
kuning) dan PPh 23, dan PPh Final untuk sewa tanah dan bangunan.

20. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat/Tamu

a.

0

=

5 0

i.
1,
k.

Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Pengadaan Langsung/
Penunjukan Langsung

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Penyedia

Surat Undangan, jika untuk makan dan minum rapat/sosialisasi atau
sejenisnya

Notulen Rapat ditandatangani Pimpinan Rapat, jika untuk makan dan
minum rapat

Daftar Hadir

Faktur/Nota atau Kuitansi dari Penyedia

Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia

Kuitansi Pembayaran yang diberikan meterai Rp10.000,00 untuk
pembayaran di atas Rp 10.000.000,00.

NPWP Penyedia

Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPh untuk jasa katering

STS Pajak Restoran

21. Belanja Perjalanan Dinas:

a.

b.

Surat Perintah/Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu)
orang, untuk Surat Perintah/Surat Tugas dibuat secara kolektif,
sedangkan untuk SPPD dibuat secara perorangan, kecuali pengemudi
dapat dimasukkan sebagai pengikut

Surat Undangan atau Telaah Keperluan Perjalanan Dinas

Bukti SPPD yang ditandatangani oleh SKPD/Lembaga yang dituju dan
dibuat hanya untuk satu kali perjalanan kecuali untuk perjalanan
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dinas luar daerah, yang dilanjutkan ke daerah lain yang tidak
bisa ditempuh dalam satu hari PP

Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Kuitansi tiket perjalanan, boarding pass apabila menggunakan
kendaraan umum

Kuitansi struk print out SPBU, struk pembelian e-toll apabila
menggunakan kendaraan dinas

Bill hotel/penginapan, apabila lebih dari satu hari perjalanan dinas
Laporan Perjalanan Dinas, paling lambat 7 hari kalender, kepada
pejabat yg memberi perintah

22. Belanja Jasa Piket/Kebersihan/Pemeliharaan dengan cara Swakelola:

a.
b.
c.
d.
-
f.

Surat Lamaran

Surat Perintah/Surat Tugas dari Kepala SKPD
[jazah/sertifikat keahlian, jika diperlukan kualifikasi tertentu
Kontrak Kerja

Daftar Hadir

Daftar Penerimaan.

23. Belanja Jasa Piket/Kebersihan/Pemeliharaan dengan pengadaan:

a.

Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Pengadaan Langsung/
Penunjukan Langsung

Daftar Hadir

Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia

Surat Setoran Pajak/E-Billing untuk PPN dan PPh 23.

WALIKOTA BLITAR
ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Bulanan
1. Umum

a. Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

b. Laporan keuangan SKPD/SKPKD selaku entitas akuntansi dilampiri
dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

c. Laporan Keuangan SKPD/SKPKD disusun berdasarkan Kebijakan
Akuntansi, SAPD dan Bagan Akuntansi Standar (BAS) Pemerintah
Kota Blitar.

2. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a. PPK SKPD;

b. Pengguna Anggaran; dan

¢. PPKD.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a. PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen
transaksi penerimaan, pengeluaran dan dokumen transaksi
lainnya.

b. Berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi, PPK SKPD
melaksanakan proses akuntansi yaitu pencatatan pada buku
jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran
transaksi-transaksi pada. neraca saldo.

c. Tiap bulan PPK SKPD menyusun laporan keuangan SKPD/SKPKD

bulanan.




d. PPK SKPD menyampaikan

2

laporan keuangan SKPD/SKPKD

bulanan kepada Kepala SKPD/SKPKD untuk mendapatkan

persetujuan.

€. Persetujuan Kepala SKPD/SKPKD dengan membubuhkan tanda

tangan pada Laporan Realisasi Anggaran.

f. Kepala

SKPD /SKPKD

menyampaikan

SKPD/SKPKD bulanan kepada PPKD disertai

laporan

keuangan

dengan Surat

berikutnya

Surat
Pemyataan

Pernyataan Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
4. Bagan Alir
Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan
Uraian SKPD Kepala PPKD
SKPD /SKPKD
1. PPK SKPD melakukan verifikasi Dok Transaksi
terhadap dokumen-dokumen Penerimaan
transaksi pcnerimaan, Dok Transaksi
pengeluaran dan dokumen Pengeluaran
transaksi lainnya. :
Dok Transaksi
“‘/“j
Verifikasi
Dok Transaksi
. Berdasarkan dokumen 1
transaksi yang telah diverifikasi, Dok Transaksi
PPK SKPD melaksanakan proses Rengeies
akuntansi yaitu pencatatan Dok Transaksi
pada buku jurnal, Lty
pengklasifikasian pada buku
besar dan pengikhtisaran l
transaksi-transaksi pada neraca .
saldo. Proses Akuntansi
Buku Jurnal
Buku Besar
i Tiap bulan PPK SKPD Neraca Saldo
menyusun laporan keuangan
SKPD/SKPKD bulanan.
4
Lapkeu SKPD .| Lapkeu SKPD
Bulanan o Bulanan
. PPK SKPD menyampaikan Tidak
laporan keuangan
SKPD/SKPKD bulanan kepada —
Kepala SKPD /SKPKD untuk
mendapatkan persetujuan Ya
dengan membubuhkan tanda
tangan pada Laporan Realisasi Lapkeu SKPD Lapkeu SKPD
Anggaran. < tanggal 10 bulan Bulanan Bulanan

Surat
Pemnyataan E







5. Kepala SKPD/SKPKD
menyampaikan laporan
keuangan SKPD/SKPKD
bulanan kepada PPKD disertai
dengan Surat Pernyataan
Kepala SKPD/SKPKD paling
lambat tanggal 10 bulan
berikutnya

5. Dokumen
Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:
a. Buku Jurnal
BUKU JURNAL

SKPD

Tanggal | Nomor

Bt Kode Rekening Nama Rekening

 Debit

Kredit

b. Buku Besar
BUKU BESAR

SKPD -
KODE REKENING S e
NAMA REKENING S—

PAGU APBD’

nggal Uraian

*) : Untuk akun-akun komponen LRA




c. Neraca Saldo

NERACA SALDO per Tanggal ..........
SKPD i i
!Sp:;lq::.nékenlng ~ Nama Rekening _Jumiah
e . Debit Kredit
d. Laporan Realisasi Anggaran
SKPD ....ccoeneee
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....
Uraian Anggaran Realisasi % Selisih

PENDAPATAN

Pajak Daerah
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

JUMLAH BELANJA
SURPLUS (DEFISIT) LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Operasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Azet Lainnya

Jumlah Belanja Modal




e. Laporan Realisasi Anggaran untuk SKPKD

SKPD ....cccenes
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

Uraian Anggaran Realisasi Selisih
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah




Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Selisih

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA
SURPLUS (DEFISIT) LRA

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumiah Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN




B. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bulanan

1. Umum

a.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan
dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan
Kebijakan Akuntansi, SAPD dan Bagan Akuntansi Standar (BAS)
Pemerintah Kota Blitar serta merupakan konsolidasi dari laporan

keuangan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a.
b.

L5

SKPD;
PPKD; dan
Inspektorat.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

PPKD menerima laporan keuangan SKPD dari masing-masing SKPD
di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

PPKD melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD bersama
SKPD selambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.

PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan konsolidasi laporan keuangan SKPD.

PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada
Walikota untuk mendapatkan persetujuan selambatnya tanggal 30
bulan berikutnya.

PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan perundang-

undangan.




4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bulanan

Uraian SKPD PPKD Walikota

1. PPKD menerima Lapkeu SKPD

laporan keuangan
SKPD dari masing-
masing SKPD.

. PPKD melaksanakan
rekonsiliasi laporan
keuangan SKPD
bersama SKPD
selambatnya tanggal 25
bulan berikutnya.

. PPKD menyusun
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
berdasarkan
konsolidasi laporan
keuangan SKPD.

. PPKD menyerahkannya
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
kepada Walikota untuk
mendapatkan
persetujuan
selambatnya tanggal 30
bulan berikutnya.

. PPKD menyerahkan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
yang dilampiri dengan
Surat Pernyataan
Walikota kepada
Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan
sesuai ketentuan
perundang-undangan

Bulanan

B
a4

Lapkeu SKPD
Bulanan

Konsolidasi

< langgal 25
bulan berikutnya

< tanggal 30
bulan berikutnya

Lapkeu Pemda
Bulanan

Lapkeu Pemda

|

Otorisasi

Lapkeu Pemda
Bulanan

Surat
Pemyataan

1

Bulanan

Surat
Pernyataan

- -

Kemendagri dan
Kemenkeu




S. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Kertas Kerja Konsolidasi

Wode NeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo el el Neraca Saldo
Rebaning Nama Rekening SKPDA SKPDB SKPD dst SKPKD ' Pemda
D K D K ?] K |50 Ldt D K D K
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b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL ...

Uraian Anggaran Realisasi Selisih
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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Uraian

Anggaran

Realisasi

Selisih

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT) LRA
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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C. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Semesteran

1. Umum

a.

Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Semesteran terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2) Laporan Operasional (LO);

3) Neraca; dan

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan keuangan SKPD/SKPKD selaku entitas akuntansi dilampiri
dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD/SKPKD disusun berdasarkan Kebijakan
Akuntansi, SAPD dan Bagan Akuntansi Standar (BAS) Pemerintah
Kota Blitar.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a.
b.

C.

PPK SKPD;
Pengguna Anggaran; dan
PPKD.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen
transaksi penerimaan, pengeluaran dan dokumen transaksi
lainnya.

Berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi, PPK SKPD
melaksanakan proses akuntansi yaitu pencatatan pada buku
jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran
transaksi-transaksi pada neraca saldo.

Tiap semester PPK SKPD menyusun laporan keuangan
SKPD/SKPKD Semesteran.

PPK SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD/SKPKD
Semesteran kepada Kepala SKPD/SKPKD untuk mendapatkan
persetujuan.

Persetujuan Kepala SKPD/SKPKD dengan membubuhkan tanda
tangan pada laporan keuangan SKPD/SKPKD.




f. Kepala

SKPD/SKPKD
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menyampaikan

laporan

keuangan

SKPD/SKPKD Semesteran kepada PPKD disertai dengan Surat

. Kepala SKPD/SKPKD
menyampaikan laporan
keuangan SKPD/SKPKD
Semesteran kepada PPKD disertai
dengan Surat Pernyataan Kepala
SKPD /SKPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya

= tanggal 10 bulan
berikutnya

Pernyataan Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
4. Bagan Alir
Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Semesteran
Uraian SKPD Kepala PPKD
SKPD/SKPKD
D Dok Transaksi
1. PPK SKPD melakukan verifikasi Penerimaan
terhadap dokumen-dokumen :
transaksi penerimaan AR o
p ? Pengeluaran
pengeluaran dan dokumen ;
transaksi lainnya. D‘*T‘:I
Lainnya
X
Verifikasi
Dok Transaksi |
. Berdasarkan dokumen transaksi Pgnecioasn
yang telah diverifikasi, PPK SKPD Dok Transaksi
melaksanakan proses akuntansi e .
yaitu pencatatan pada buku Dok Transaksi
jurnal, pengklasifikasian pada oy
buku besar dan pengikhtisaran
transaksi-transaksi pada neraca
saldo. A
Proses Akuntansi
. Tiap semester PPK SKPD "
menyusun laporan keuangan Buku Jurnal
SKPD/SKPKD Semesteran.
Buku Besar
Nmﬂ]
: Y
. PPK SKPD menyampaikan Lapkeu SKPD Lapkeu SKPD
laporan keuangan SKPD /SKPKD Semesteran Semesteran
Semesteran kepada Kepala
SKPD/SKPKD untuk
mendapatkan persetujuan
dengan membubuhkan tanda
tangan pada laporan keuangan
SKPD/SKPKD .
Lapkeu SKPD Lapkeu SKPD

Semesteran

Surat
Pernyataan

Semesteran

Surat
Permnyataan
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5. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Buku Jurnal

BUKU JURNAL

SKPD

Nomor

Tanggal | B | KodeRekening | NamaRekening | Debit | Kredt

b. Buku Besar

BUKU BESAR

SKPD
KODE REKENING
NAMA REKENING

PAGU APBD’

|||||||||||||||||||||||||

lllllllllllllllllllllllll

*) : Untuk akun-akun komponen LRA




C.

d.

Neraca Saldo
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NERACA SALDO per Tanggal ..........

SKPD o
Kode Rekening Nama Rekening . Jumlah
Laporan Realisasi Anggaran
SKPD ............
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....
Uraian Anggaran Realisasi % Selisih

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Jumilah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya
Jumiah Belanja Modal
JUMLAH BELANJA
SURPLUS (DEFISIT) LRA




e. Laporan Operasional
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SKPD ....uceeees

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

Refribusi Daerah

Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Jumiah Belanja Operasi
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan Tanah

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

JUMLAH BEBAN

SURPLUS (DEFISIT) LO

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Jumilah Beban Penyusutan dan Amortisasi

| 2o | Kensten/
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASL|I DAERAH
Pajak Daerah

f. Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD .

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

URAIAN

20X1

20X0

EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO

PENYESUAIAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR

EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/
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g. Neraca

Uraian

20X1

20X0

[ASET

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak*
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Asel Tetap Lainnwa

Konstiuksi dalam Pengerjaan

Akumtd asi Perwusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Asetlain - fain

Akumudasi Amortisasi Aset Tidak Bernwujud

Akumulasi Peryusutan Aset Lainmya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
|KEWAJIBAN
KEWANBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN
|[EKUITAS
EKUITAS

Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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h. Laporan Realisasi Anggaran untuk SKPKD

SKPD .......ecu.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

Uraian Anggaran Realisasi % Selisih
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi
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Uraian

Anggaran

Selisih

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT) LRA
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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i. Laporan Operasional untuk SKPKD
]

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

Uraian 20X1 20X0

Kenaikan/
Penurunan

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumiah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Tanah

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi
BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer
BEBAN TIDAK TERDUGA
Beban Tidak Terduga
Jumlah Beban Tidak Terduga
JUMLAH BEBAN
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Opersional
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Opersional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA
SURPLUS (DEFISIT) LO
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J.  Laporan Perubahan Ekuitas untuk SKPKD

SKPD ..

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

ccccc

URAIAN

20X1

20X0

EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/
PENYESUAIAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR
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k. Neraca untuk SKPKD

Uraian 2061 _20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Aset Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pererintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasli Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain- lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJBAN
KEWANBAN JAN GKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium ( Diskonto) Obligasi

Jumiah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

D. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semesteran
1. Umum
a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semesteran terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Laporan Operasional (LO);
3) Neraca; dan
4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
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b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan

dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan
Kebijakan Akuntansi, SAPD dan Bagan Akuntansi Standar (BAS)
Pemerintah Kota Blitar serta merupakan konsolidasi dari laporan

keuangan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a.
b.

C.

SKPD;
PPKD; dan

Inspektorat.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a. PPKD menerima laporan keuangan SKPD dari masing-masing SKPD
di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

b. PPKD melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD bersama
SKPD selambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.

c. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Semesteran berdasarkan konsolidasi laporan keuangan SKPD.

d. PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Semesteran kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan
selambatnya tanggal 30 bulan berikutnya.

e. PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Semesteran yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semesteran

Uraian SKPD PPKD Walikota

Lapkeu SKPD
Semesteran

T
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1. PPKD menerima laporan
keuangan SKPD
Semesteran dari masing-
masing SKPD.

2. PPKD melaksanakan
rekonsiliasi laporan
keuangan SKPD
Semesteran bersama SKPD
selambatnya tanggal 25
bulan berikutnya.

3. PPKD menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Semesteran
berdasarkan konsolidasi
laporan keuangan SKPD.

4. PPKD menyerahkan LK
Pemda Semesteran kepada
Walikota untuk
mendapatkan persetujuan
selambatnya tanggal 30
bulan berikutnya.

5. PPKD menyerahkan LK
Pemda Semesteran yang
dilampiri dengan Surat
Pernyataan Walikota
kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri
Keuangan sesuai ketentuan
perundang-undangan

5. Dokumen
Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Kertas Kerja Konsolidasi

NeracaSaldo | NeracaSaldo _lfljﬂﬁilldn Neraca Saldo Juimal eliminasi Neraca Saldo

i Nama Rekening SKPDA SKPDB | SKPDdst SKPKD Pemda

g MR TEE TR e T
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b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

.....

Uraian Anggaran Realisasi % Selisih
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Selisih

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumiah Belanja Modal

BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumiah Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT) LRA

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman darl Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN




29

c. Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL.....

Uraian 20x1 20X0 ;‘:::::::*:‘
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumiah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Tanah
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer
BEBAN TIDAK TERDUGA
Beban Tidak Terduga
Jumlah Beban Tidak Terduga
JUMLAH BEBAN
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Opersional
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Opersional
JUMLAH SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA
SURPLUS (DEFISIT) LO
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Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

URAIAN 20X1 20X0
EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/
PENYESUAIAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR
d. Neraca
PEMERINTAH KOTA BLITAR
NERACA
2 S 20X1
Uralan 20X1_ 20X0
ASET
ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnwa
Setara Kas
Investasi langka Pemiek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Fiutang Lain-lain PAD yang Sah
Fiutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainmwa
Peryisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUNMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumiah Investasi Non Permanen

investasi Permanen
Perwertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Tanah

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Pernyusutan

Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bevujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJNBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewaljiban Jangka Pendek

KEWARBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Le mbaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS

E. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Tahunan
1. Umum
a. Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Tahunan terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Laporan Operasional (LO);
3) Neraca;
4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)
b. Laporan keuangan SKPD/SKPKD selaku entitas akuntansi dilampiri

dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
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memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan SKPD/SKPKD disusun berdasarkan Kebijakan

Akuntansi, SAPD dan Bagan Akuntansi Standar (BAS) Pemerintah
Kota Blitar.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a,

PPK SKPD;

b. Pengguna Anggaran; dan

C.

PPKD.

3. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

a.

PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen
transaksi penerimaan, pengeluaran dan dokumen transaksi
lainnya.

Berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi, PPK SKPD
melaksanakan proses akuntansi yaitu pencatatan pada buku
jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran
transaksi-transaksi pada neraca saldo.

Pada akhir tahun PPK SKPD menyusun laporan keuangan
SKPD /SKPKD Tahunan.

PPK SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD/SKPKD
tahunan kepada Kepala SKPD/SKPKD untuk mendapatkan
persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada laporan
keuangan SKPD/SKPKD tahunan.

Kepala  SKPD/SKPKD  menyampaikan laporan keuangan
SKPD/SKPKD Tahunan kepada Walikota melalui disertai dengan
Surat Pernyataan Kepala SKPD paling lambat minggu ke-2 Bulan

Februari setelah tahun anggaran berakhir.

4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
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Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD Tahunan

Uraian

. Akhir tahun PPK SKPD
menyusun laporan
keuangan SKPD/SKPKD
tahunan.

. PPK SKPD

menyampaikan laporan
keuangan SKPD/SKPKD
Tahunan kepada Kepala
SKPD/SKPKD untuk
mendapatkan
persetujuan dengan
membubuhkan tanda
tangan pada laporan
keuangan SKPD/SKPKD
tahunan.

. Kepala SKPD/SKPKD
menyampaikan laporan
keuangan SKPD/SKPKD
Tahunan kepada
Walikota melalui disertai
dengan Surat
Pernyataan Kepala SKPD
paling lambat minggu
ke-2 Bulan Februari
setelah tahun anggaran
berakhir.

A 4
Lapkeu SKPD
Tahunan

Tahunan

Lapkeu SKPD
Tahunan

PPK SKPD Kepala PPKD
SKPD /SKPKD
. PPK SKPD melakukan 7
verifikasi terhadap ek Tramatsl
dokumen-dokumen Dok Transaksi
transaksi penerimaan, Dok Transaksi
pengeluaran dan Lainnya
dokumen transaksi
lainnya.
Verifikasi
\
. Berdasarkan dokumen Dok Tl
transaksi yang telah Dok Transaksi
diverifikasi, PPK SKPD Dok Trangaksi
melaksanakan proses n[a-mns *
3 g innya
akuntansi yaitu
pencatatan pada buku
jurnal, pengklasifikasian v
pada buku besar dan Proses Akuntansi
pengikhtisaran
transaksi-transaksi pada
neraca saldo. Buku Jumal
Buku Besar
Neraca Saldo
. | Lapkeu SKPD

< minggu ke-2 Bulan
Februari setelah tahun
anggaran berakhir
pemberitahuan

Lapkeu SKPD
Tahunan

Surat
Pernyataan
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5. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

SKPD ...ccoouves
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

Uraian Anggaran | Realisasi | % Selisih

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERAS|
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Jumiah Belanja Operasi
BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT) LRA
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b. Laporan Operasional

SKPD ......sueee

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

%

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Operasi
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Tanah
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS (DEFISIT) LO

Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD ..

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

URAIAN

20x1

20X0

EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO

PENYESUAIAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR

EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBITAKAN/
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Neraca

1.0

20X1

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas i Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak®
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - ain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
|KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumiah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Catatan atas Laporan Keuangan

SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN

BAB |

BAB i

BAB Il

BAB IV
BAB V

Pendahuluan
1.4 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3,2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pacla pemerintah daerah
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
H?enutup
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f. Laporan Realisasi Anggaran untuk SKPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

Uraian Anggaran Realisasi Selisih
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJATIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumiah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT) LRA

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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g. Laporan Operasional untuk SKPKD

SKPD .......oins
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

Uraian 20X1 20%0 F',‘:::r':f‘:‘:‘

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumiah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT.-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Petimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumiah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga

Beban Subsidi
Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Tanah
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumiah Beban Transfer
BEBAN TIDAK TERDUGA
Beban Tidak Terduga
Jumlah Beban Tidak Terduga
JUMLAH BEBAN
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Opersional
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Opersional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA
SURPLUS (DEFISIT) LO
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h. Laporan Perubahan Ekuitas untuk SKPKD

SKPD.......

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

URAIAN 20X1 20X0
EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJ AKAN/
PENYESUAIAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR
Neraca untuk SKPKD
BKED. . oy
NERACA
Per wovamanns 20X1
Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daervah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas
Irnve stasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Pemyisihan Piutang

Beban Dibavar Dimuka

Persediaan

Aset Untuk Dikonsolidasikary
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANIANG
Investasi Non Permanen
Iwvestasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Inve stasi dalam Qbligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Perwertaan Modal Pemerintah Daerah
frvestasi - Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Pemypusutan

Jumlah Aset Tetap




KEWAJNBAN

EKUITAS
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangkd Parjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Asel Tak Berwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidok Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWANBAN JAN GKA PENDEK

Litang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapalan Dileriima Dimuka

Utang Belanja

Utang langka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIBAN JAN GKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Ulang ke padd Le mbdga Keudngdn Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Surplus/Defisit-10
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS

J-  CaLK untuk SKPKD
SKPD ..............
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENDAHULUAN
BAB I |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan faporan keuangan SKPKD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB Il |lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB lll |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
2.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V |Penutup
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F. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan
1. Umum

a. Laporan Keuangan Pememerintah Daerah Tahunan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3) Laporan Operasional (LO);

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

5) Neraca;

6) Laporan Arus Kas (LAK); dan

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan
dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan
Kebijakan Akuntansi, SAPD dan Bagan Akuntansi Standar (BAS)
Pemerintah Kota Blitar serta merupakan konsolidasi dari laporan

keuangan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:
a. PPKD;
b. Walikota;
c. Inspektorat; dan

d. Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Ketentuan
Ketentuan pada tahapan ini adalah:
a. PPKD menerima laporan keuangan SKPD/SKPKD Tahunan dari
masing-masing SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar.

b. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan konsolidasi laporan keuangan SKPD/SKPKD.

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan kepada
Inspektorat untuk direviu selambatnya minggu ke-3 Bulan Februari

setelah tahun anggaran berakhir.
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PPKD memperbaiki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat dan menyerahkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah kepada Walikota untuk
mendapatkan persetujuan selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
diajukan kepada DPRD.

Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:
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Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan

Uraian

Februari setelah
tahun anggaran
berakhir.

. PPKD memperbaiki LK
Pemda berdasarkan
hasil reviu dari
Inspektorat dan
menyerahkan LK
Pemda kepada
Walikota untuk
mendapatkan
persetujuan
selambatnya 3 (tiga)
bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

. LK Pemda
disampaikan kepada
Badan Pemeriksa
Keuangan paling
lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun
anggaran berakhir.

. Walikota melalui
PPKD memberikan
tanggapan dan
melakukan
penyesuaian terhadap
Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan
atas laporan
keuangan Pemerintah
Daerah

Lapkeu Pemda

Tidak

Ya

Tahunan

PPKD Inspektorat Walikota BPK
. PPKD menerima Lapkeu
laporan keuangan SKPD/SKPKD
SKPD / SKPKD Tahunan
Tahunan
. PPKD menyusun LK l
Pemda Tahunan Konsolidasi
berdasarkan
konsolidasi laporan
keuangan SKPD.
Lapkeu Pemda
Tahunan
. LK Pemda Tahunan
diserahkan kepada ' < minggu ke-3
Inspektorat untuk L u‘;‘:i‘m’::n’"d“ Bulan Februari
direviu selambatnya setelah tahun
minggu ke-3 Bulan anggaran berakhir

Lapkeu Pemda < 3 bulan setelah
Tahunan TA berakhir
Lapkeu Pemda | Otorisasi
Tahunan = 3 bulan setelah
R TA berakhir
Lapkeu Pemda
Tahunan
L
=2 bulan setelah l
LK Pemda diterima Pemeriksaan
Lapkeu Pemda

Tahunan

LHP BPK

= Lapkeu Pemda
Tahunan

L

Penyusunan Ranpenrda
Pertanggungjawaban
APBD

5. Dokumen




Dokumen pada tahapan ini sebagai berikut:

a. Kertas Kerja Konsolidasi
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Kode
Rekening

Nama Rekening

NeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo i i Neraca Saldo
SKPDA SKPD B SKPD dst SKPKD Perda
D K D K D K B lEak D K. D K
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b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

Uraian Anggaran Realisasi % Selisih
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi
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Uraian

Anggaran

%o

Selisih

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS (DEFISIT) LRA

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAY AAN

PEMBIAYAAN NETO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN




c. Laporan Operasional
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PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

Uraian

20X1

Kenaikan/
Penurunan

%

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -Dana Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga

Beban Subsidi
Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi
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Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

%

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Tanah

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer
BEBAN TIDAK TERDUGA
Beban Tidak Terduga
Jumlah Beban Tidak Terduga
JUMLAH BEBAN
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Opersional
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Opersional

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA
SURPLUS (DEFISIT) LO

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
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d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL .....

URAIAN

20X1

20X0

EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT-LO
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/
PENYESUAIAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

e. Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGRAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

Uraian

20X1

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL

........................... -

ARUS KAS DARI AKTIHTAS OPERAS]
ARUS MASUK KAS

Fererimaan Fajak Daerah

Pererimaan Retnbusi Daerah

Pererimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkars

Pererimaan Lain - ain PAD yarg sah

Pererimaan Dara Bag Hasi|

Pererimaan Dara Alckati Umum

Pererimann Dara &lokasi Khusus - Rsik

Fererimann Dara Alokasi Khusus - Nor Fisik

Pererimaan Dara Inseraf Daerah

Perenmaan Dana Qtonomi Khasus

Ferenmaan Dara Kamstimewsan

Pererimaan Dara Oesa

Ferermaan Bag Hasil dan Provinsi

Fererimaan Bantuan Keuangan

Pererimagn Mbah

Pererimaan Dara Danural

Pererimaan dari Pendapatan Lainrys
Jurnlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS

Fembayaran Pegawa
Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Fembayaran Belanja Hibah
Fembayeren Belania Bantuan Sosial
Fembayaran Tak Terduga
Fembayaren felanja Bantuan Kevangen antar Daerah Kabupaten/Xota
Pembayeran Balanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provins)
Pembayaren Belanja Bantuan Kevangan kepada Desa
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifites Operasi

ARUS KAS DARI AKTIRTAS INVESTASI
ARUS MASUK KAS

Percairan Dana Cadengan

Perfualan atas Tansh

Perjualan atas Peralatan dan Mesin

Perjualan atas Gedung dan 8angunan
Ferjualan atas Jalar, ngasi, dan Jaringan
Peryualan Aset Tetap Lairimes

Perjualan fsetLanrya

kasil Pergualan Kekayaar Lain yang Dipesabkan
Ferermann Perjualan irvestasl Non Permanen

Jumiah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, rigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Irvestasi Non Permanen
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pirjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembeayaran Pinjarman dari Lembaga Keuangan Bark
Pembayaran Pinjarman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pirjaman dar Masyarakat {Obligasi Daerah)
Pemberian Pingaman Daerah

lumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

Penerimaan Perhitungan Filak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
|___Saldo Akhir Kas
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g. Neraca

PEMERINTAH KOTA BLITAR
NERACA

20X1

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan
Piutang Lain-fain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Perwisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
investasi kepada BUMD
investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Peryusutan
Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwuijud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Ulang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJNIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pe merintah Pusat
Uldang kepddd Le mbaga Keudngdn Bank
Utang kepada Le mbaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumiah Kewallban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
surplus/Defisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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h. Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

BAB | [Pendahuluan

11 Maksud dan tujuan penyusunan faporan keuangan pemerintah daerah
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB It |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 Ekonomi makro

22 Kebijakan keuangan

23 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB ili |tkhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

32 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV [Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daersh

42 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

43 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

44 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah

BABV |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
516 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akial atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

BAB Vil {Penutup

Salinan sesuai dengan aslinya WALIKOTA BLITAR
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
SANTOSO

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Penyusunan dan  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. Umum
a. Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
b. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dilampiri:
1) laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan,
2) ikhtisar laporan kinerja;
3) laporan keuangan BUMD; dan
4) Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD
c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dibahas Walikota bersama DPRD untuk
mendapat persetujuan bersama.
d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:
a. Walikota;
b. DPRD; dan
c. Gubernur.
3. Ketentuan
Ketentuan pada tahapan ini adalah:
a. Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.
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Walikota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Walikota dan
pimpinan DPRD.

Berdasarkan persetujuan bersama, Walikota menyiapkan rancangan
Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dari Walikota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Walikota menyusun dan
menetapkan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Gubernur.

Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur untuk
mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota.

Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:




Uraian

Gubernur

Walikota

DPRD

. Walikota
rancangan

menyampaikan
Peraturan  Daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta
penjelasan dan dokumen
pendukung kepada DPRD paling
lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir

. Walikota dan DPRD melakukan
pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD,

. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak  diterimanya  rancangan
Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dari Walikota, DPRD tidak
mengambil keputusan bersama
dengan Walikota, maka Walikota
menyusun  rancangan Perwal
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

. Rancangan Peraturan Walikota
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD disampaikan
kepada Gubernur untuk
mendapatkan pengesahan paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan
Walikota.

. Rancangan Peraturan Walikota
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan
dari Gubernur

. Hasil pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang
ditandatangani oleh Walikota dan
pimpinan DPRD.

7. Berdasarkan persetujuan bersama,

Walikota menyiapkan rancangan
Peraturan Walikota tentang

penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

Dokumen
Pendukung

= 6 bulan setelah
TA berakhir

Rancangan

Rancangan

Pengesahan

A 4

Rancangan

Perwal

Perwal

--.._____...--""'"'___

Perda

v

Dokumen
Pendukung

Ya

v

Persetujuan

Persetujuan
Bersama

Penetapan

.

Rancangan
Perda

Rancangan
Perwal

Bersama

'-—-.__...-F”——_




5. Dokumen

Dokumen pada tahapan ini berupa Berita Acara Persetujuan Bersama
sebagai berikut:

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA DAN DPRD KOTA BLITAR
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN ....
1. Nama B e e e R e R e
Jabatan :  Walikota Blitar
Alamat Kantor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU
2. a. Nama U e R A S S R
Jabatan :  Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor
b. Nama e S
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor :
c. Nama -
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
RIBMBC KABEOY §  diiiiiscsssssivnsrmmrmenssnmmsms s smmmin s

...........................................................

...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran ... yang telah diajukan
oleh PIHAK KESATU, dengan komposisi sebagai berikut:

- Pendapatan : Rbsnasamss
- Belanja i B
- Surplus (Defisit) : R cnseainngs
- Pembiayaan Penerimaan: 2 ¢ PR
- Pembiayaan Pengeluaran
RPana
- Pembiayaan Neto : R veassausaa
- SiLPA : 153 TR

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ... dengan perincian sebagaimana
terlampir.




S

3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat

pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani
Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanggal,.................
Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar
Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Nama Nama KETUA
Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

1. Umum
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
Peraturan = Walikota  tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3

(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

2. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

a. Walikota;
b. Gubernur; dan
c, DPRD

3. Ketentuan
Ketentuan pada tahapan ini adalah:
a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan
DPRD, Walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan

Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada Gubernur.

b. Gubernur menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi
kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

rancangan Perda dan rancangan Perwal tentang diterima.
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c. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Walikota menetapkan
rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan
rancangan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Walikota.

d. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah adalah tidak sesuai, maka Walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

e. Walikota harus mendapat nomor registrasi atas Perda
Pertanggungjawaban APBD dari Gubernur.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan
DPRD, maka Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan
Daerah dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan
Walikota, dengan konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Bagan Alir

Bagan alir pada tahapan ini sebagai berikut:




Uraian

Walikota

DPRD

Gubernur

1. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah
persetujuan bersama dengan
DPRD, Walikota mengirimkan
rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD serta
rancangan Peraturan Walikota
tentang penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada
Gubernur.

2. Gubernur menyampaikan
keputusan mengenai hasil
evaluasi kepada Walikota paling
lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak rancangan Perda
dan rancangan Perwal tentang
diterima.

3. Jika Gubernur menyatakan hasil
evaluasi sesuai, maka Walikota
menetapkan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi Perda
dan rancangan Perwal tentang
penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi
Perwal.

4. Walikota harus mendapat nomor
registrasi atas Perda
Pertanggungjawaban APBD dari
Gubernur

5. Jika Gubernur menyatakan hasil
evaluasi tidak sesuai, Walikota
bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari

6. Dalam hal hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Walikota dan
DPRD, dan Walikota menetapkan
rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi Perda
dan rancangan Perwal tentang
penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi
Perwal, dengan konsekuensi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Ranperda

RmPialj

RanPerwal

Ranperda
RanPerwal

Penetapan

Perda

Perwal

Tidak

RanPerwal

Penetapan

Perda

Perwal

Tidak

Ranperda

RanPerwal

[

Keputusan
Pimpinan




5, Dokumen

Dokumen pada tahapan ini berupa Berita Acara Persetujuan Bersama

Hasil Evaluasi sebagai berikut:

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA DAN DPRD KOTA BLITAR
TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR DALAM NEGERI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN ....

DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN ....

1. Nama R T
Jabatan : Walikota Blitar
Alamat KANTOLY 7 .o b mm e s s
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU
2. a.Nama G T S AR R A
Jabatan :  Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor :
b. Nama B R T R S L
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
MIATHET TEOIREOT § isussiohiliiosio nmns auos s yanmmsisinas oy sa vosspan s SoAnss
c. Nama B e mmme R AR R R R D
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alatfist KEATOE 1§ cuuesnmssudmaindeiiv e sy

...........................................................

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA menyetujui tindak lanjut hasil evaluasi oleh Gubernur
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun
Anggaran ... dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar, dan selanjutnya
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan komposisi sebagai

berikut:

— Pendapatan Y - O
~ Belanja dan Transfer SR . .S
-~ Surplus (Defisit) N -5 S—
- Pembiayaan Penerimaan : Rp...............
- Pembiayaan Pengeluaran : Rp................
- Pembiayaan Neto 2 RPaei

- SiLPA RN ., S




2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik hasil evaluasi oleh Gubernur
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun
Anggaran ... dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar dan selanjutnya
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perincian
sebagaimana terlampir.,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Walikota Blitar Pimpinan DPRD Kota Blitar

Selaku, Selaku,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Nama Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA

Nama WAKIL KETUA

WALIKOTA BLITAR
ttd.
SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR
PELAPORAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Umum

Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan interpretasi

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

L. Interpretasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Interpretasi Laporan Operasional (LO);

3. Interpretasi Kemampuan Melayani Masyarakat;

4. Interpretasi Analisis Kondisi Keuangan Pemda.

B. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah:

1. PPKD;

2. Walikota; dan

3. Inspektorat.

C. Ketentuan

Ketentuan pada tahapan ini adalah:

1. PPKD menyusun Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan gambaran
kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola APBD untuk pemenuhan
pelayanan publik.

3. Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi bahan evaluasi
kebijakan pengelolaan APBD.

D. Dokumen
Dokumen pada tahapan ini berupa Laporan Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN KINERJA KEUANGAN

A. Pendahuluan
B. Interpretasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Rasio Amanah
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{| Realisasi Pendapatan - Anggaran Pendapatan | +
| Realisasi Belanja - Anggaran Belanja| +
| Realisasi Pembiayaan Pengeluaran - Anggaran
Pembiayaan Pengeluaran| + | Realisasi Pembiayaan
Penerimaan - Anggaran Pembiayaan Penerimaan |}

Rasio Amanah =
Anggaran Belanja

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Amanah, maka

semakin tidak baik pemerintah daerah dalam menjalankan APBD.

2.Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Rencana Biaya Pungut Pendapatan Realisasi Biaya Pungut Pendapatan
: s e -
Rencana Penerimaan Pendapatan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Interpretasinya adalah jika rasio realisasi =< rasio rencana, maka

efisien

3. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pendapatan Daerah
Rencana Penerimaan Pendapatan ,;  Realisasi Penerimaan Pendapatan

Interpretasinya adalah Rencana Penerimaan Pendapatan <= Realisasi

Penerimaan Pendapatan, maka efektif

4. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Belanja Daerah

Rencana Belanja (Program) - Realisasi Belanja (Program)
Unit Kinerja (Program) Unit Kinerja (Program)

Interpretasinya adalah rasio realisasi =< rasio rencana, maka efisien




. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Belanja Daerah
Rencana Kinerja (Program)  vs  Realisasi Kinerja (Program)

Interpretasinya adalah Rencana Kinerja (Program) <= Realisasi
Kinerja (Program), maka Efektif

C. Interpretasi Laporan Operasional (LO)

Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level Pemda) adalah:

a. Jikaterjadi LO surplus  dan (Belanja Pemeliharaan) => |
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah bagus
b. Jika terjadi LO defisit dan [ Belanja Pemeliharaan | => 1
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah kurang bagus

c. Jikaterjadi LO surplus  dan (Belanja Pemeliharaan ) <1
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah buruk

d. Jika terjadi LO defisit dan ( Belanja Pemeliharaan | <1
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah kemampuan operasional adalah sangat
buruk

D. Interpretasi Kemampuan Melayani Masyarakat
1. Rasio Kapasitas Layanan Masyarakat =  Total Aset
Jumlah Penduduk

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi
pula kemampuan pemerintah daerah melayani masyarakat.

2. Rasio Komitmen Mempertahankan Layanan =  Belanja Pemeliharaan
Beban Penyusutan

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula
pemerintah daerah dalam mempertahankan layanan.

3. Rasio Komitmen Layanan Masyarakat=  Belanja Publik
Jumlah Penduduk

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula
komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.




E.
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Interpretasi Analisis Kondisi Keuangan Pemda

Rasio Kelenturan = (Pendapatan Operasional - Belanja Wajib)
Total Belanja Wajib

Belanja Wajib adalah belanja yang harus dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mempertahankan layanan yang sudah ada. Contohnya
belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja bunga, pembayaran pokok
hutang, dan lain-lain

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Kelenturan, maka
semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah. Selisih positif dari
pembilang (Pendapatan Operasional - Belanja Wajib) menunjukkan
sumber daya bebas (free resources) yang tersedia untuk meningkatkan
layanan kepada rakyat dan/atau meredam shock yang diberikan oleh
lingkungan.

WALIKOTA BLITAR
ttd.
SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

/o

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008
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